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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya

kami dapat menerbitkan Buku Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
dan Asisten Perisalah Legislatif.

Informasi yang ada dalam Buku Himpunan ini antara lain berisi Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) Nomor 26
Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Nomor 27 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif, serta peraturan pelaksanaan kedua
Permenpan tersebut yang terdiri dari Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur mengenai penyusunan formasi
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif, serta pedoman
pengangkatan ke dalam jabatan fungsional tersebut melalui penyesuaian/inpassing.
Penyusunan peraturan tersebut telah melalui proses yang cukup panjang dan menerima
masukan-masukan dari pihak-pihak yang terkait, antara lain Badan Kepegawaian Negara,
serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kami berharap dengan adanya Buku Himpunan ini dapat memberikan
kemudahan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya Perisalah Legislatif, Asisten
Perisalah Legislatif, Pimpinan unit kerja terkait, dan unit yang membidangi urusan SDM
dalam memahami peran tugas jabatan fungsional Perisalah Legislatif maupun Asisten
Perisalah Legislatif, serta melaksanakan pembinaan kedua jabatan fungsional tersebut.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu terhimpunnya peraturan ini. Semoga “Buku Himpunan Peraturan Jabatan
Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif* dapat memberi informasi
yang bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 1 Juli 2018
SEKRETARIS JENDERAL,

L §
INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001
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PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH
LEGISLATIF



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Menimbang

Mengingat

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

P

bahwa untuk pengembangan profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang risalah
legislatif dan untuk meningkatkan kinerja organisasi,
perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif.

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 383, Tambahan Lembarenr Necars RPamhiil-
Indonesia Nomor 5650);
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan L
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
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Menetapkan

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
235);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap
oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan
Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif adalah jabatan
yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang
risalah legislatif.



10.

11

12,

13.

Pejabat Fungsional Perisalah Legislatif yang selanjutnya
disebut Perisalah Legislatif adalah PNS yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk untuk
melakukan kegiatan di bidang risalah legislatif.

Kegiatan Risalah Legislatif adalah kegiatan yang meliputi
penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen
kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan
anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan
sistem risalah rapat legislatif.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan
dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus
dicapai oleh Perisalah Legislatif dalam rangka pembinaan
karier yang bersangkutan.

Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka
kredit minimal yang harus dicapai oleh Perisalah Legislatif
sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang
dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang
dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja
dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai
kinerja Perisalah Legislatif.

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh Perisalah Legislatif baik perorangan atau
kelompok di bidang risalah legislatif.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.



BAB II
RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif termasuk dalam

rumpun manajemen.

(1)

(2)

(1)

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3
Perisalah Legislatif berkedudukan sebagai pelaksana
teknis di bidang risalah legislatif pada Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Papua Barat, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di
Aceh.
Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jabatan karier PNS.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif merupakan
jabatan fungsional kategori keahlian.



(2) Jenjang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang
terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Perisalah Legislatif Ahli Pertama;
b. Perisalah Legislatif Ahli Muda; dan
c. Perisalah Legislatif Ahli Madya.

(3) Jenjang pangkat Perisalah Legislatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan
Fungsional Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berdasarkan jumlah angka kredit yang
ditetapkan tercantum dalam Lampiran Il sampai dengan
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
ditetapkan berdasarkan angka kredit yang dimiliki setelah
ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan
Angka Kredit.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 5
Tugas Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif yaitu
melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif, yang
meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen
kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi
himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah

rapat legislatif.



Bagian Kedua
Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Pasal 6

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perisalah

(2)

(3)

Legislatif yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, terdiri atas:

a. pendidikan;

b. penyusunan risalah rapat legislatif;

c. penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat
legislatif;

d. penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah
rapat legislatif;

e. pengembangan sistem risalah rapat legislatif; dan

f. pengembangan profesi.

Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), terdiri atas:

a.

b.

pendidikan, meliputi:

1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;

2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis
di bidang risalah legislatif serta memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
atau sertifikat; dan

3. diklat Prajabatan;

penyusunan risalah legislatif, meliputi:

1. penyusunan risalah rapat sementara;

2. penyusunan risalah rapat;

3. validasi risalah rapat; dan

4. otentifikasi risalah rapat;

penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat

legislatif, meliputi:



d.

f.

1. penyusunan catatan rapat;

2. penyusunan laporan singkat; dan

3. penyusunan himpunan risalah;

penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah
rapat legislatif, meliputi:

1. penyusunan analisis himpunan risalah rapat;

2. penyusunan anotasi himpunan risalah rapat; dan
3. validasi anotasi himpunan risalah rapat;
pengembangan sistem risalah rapat legislatif, meliputi:
pembuatan e-risalah;

pembuatan database risalah;

3. publikasi e-risalah; dan

4. pengkajian dan pengembangan sistem;

o

pengembangan profesi, meliputi:

1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang
risalah legislatif;

2. pienezjcmahan/penyaduran buku dan bahan
lainnya di bidang risalah legislatif; dan

3. penyusunan buku pedoman /ketentuan
pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang risalah
legislatif; dan

(4) Unsur Penunjang, meliputi:

a.

pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis di bidang risalah legislatif;
peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi
di bidang risalah legislatif;

keanggotaan dalam organisasi profesi;

keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional
Perisalah Legislatif;

keanggotaan dalam tim penyusun kurikulum, modul,
bahan ajar, bimbingan teknis, dan/atau manajerial di
bidang risalah legislatif;

perolehan penghargaan atau tanda jasa; dan

perolehan ijazah atau gelar kesarjanaan lainnya;



BAB V
URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan Sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 7
(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
a. Perisalah Legislatif Ahli Pertama, meliputi:

1. mengoordinasikan kegiatan penyusunan risalah
rapat sementara,

2. melakukan inventarisasi hasil transkrip,
kelengkapan, dan bahan rapat untuk penyusunan
risalah rapat sementara;

3. memeriksa hasil inventarisasi bahan rapat untuk
penyusunan risalah rapat sementara;

4. mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat

sementara yang berbahasa Indonesia,

berdasarkan:

a) jumlah halaman risalah rapat sampai dengan
50 halaman;

b) jumlah halaman risalah rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;

c) jumlah halaman risalah rapat 101 sampai
dengan 150 halaman; dan

d) jumlah halaman risalah rapat 151 sampai
dengan 200 halaman;

e) jumlah halaman risalah rapat di atas 200
halaman,;

5. mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat

sementara yang berbahasa asing, berdasarkan:

a) jumlah halaman risalah rapat sampai dengan
50 halaman;

b) jumlah halaman risalah rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;



10.

11

c) jumlah halaman risalah rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;

d) jumlah halaman risalah rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan

e) jumlah halaman risalah rapat di atas 200
halaman;

mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat

sementara yang berbahasa daerah berdasarkan:

a) jumlah halaman risalah rapat sampai dengan
50 halaman;

b) jumlah halaman risalah rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;

€) jumlah halaman risalah rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;

d) jumlah halaman risalah rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan

e) jumlah halaman risalah rapat di atas 200
halaman;

menelaah dan menyerahkan risalah rapat

sementara kepada penyelenggara rapat untuk

dikoreksi;

melakukan perbaikan risalah rapat sementara

terhadap hasil koreksi penyelenggara/peserta

rapat untuk menjadi risalah rapat resmi;

menyusun laporan pelaksanaan tugas penyusunan

risalah rapat resmi yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan;

melakukan pengumpulan dokumen softcopy yang

akan dijadikan sebagai e-risalah;

menginventarisir dokumen softcopy yang akan

dijadikan sebagai e-risalah;

10



12. melakukan pembuatan e-risalah:
a) risalah rapat sementara;
b) risalah rapat resmi;
c) risalah rapat yang sudah divalidasi;
d) catatan rapat;
e) laporan singkat; dan
f) himpunan risalah rapat;
13. menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan
e-risalahyang meliputi:
a) bulanan;
b) triwulan;
c) semester; dan
d) tahunan;
14. menelaah kumpulan dokumen softcopy e-risalah;
15. menginventarisir dokumen softcopy e-risalah;
16. membuat sistem database informasi risalah;
17. melakukan pemasukkan e-risalahkedalam
database sistem informasi risalah:
a) risalah rapat sementara;
b) risalah rapat resmi;
c) risalah rapat yang sudah divalidasi;
d) catatan rapat;
e) laporan singkat; dan
f) himpunan risalah rapat;
18. menyusun laporan pelaksanaan tugas
pemuktahiran database risalah yang meliputi:
a) bulanan;

b) triwulan;
c) semester; dan
d) tahunan;

19. melakukan pengumpulan e-risalahyang akan
dipubikasikan;
20. menginventarisir e-risalahyang akan dipublikasi;

21. menelaah dan meminta persetujuan e-risalahyang

11



22.

23.

akan dipublikasikan;

melakukan publikasi dalam jaringan
intranet/internet:

a) risalah rapat sementara;

b) risalah rapat resmi;

c) risalah rapat yang sudah divalidasi;
d) catétan rapat;

e) laporan singkat; dan

f) himpunan risalah rapat; dan
menyusun laporan pelaksanaan tugas publikasi e-
risalahdalam jaringan intranet/internet yang
meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan.

b. Perisalah Legislatif Ahli Muda, meliputi:

ol

merencanakan pembuatan validasi risalah;
memeriksa kelengkapan validasi risalah rapat;
melakukan validasi risalah rapat;
menelaah dan menyerahkan risalah rapat yang
sudah divalidasi kepada pengguna/penyelenggara
rapat untuk mendapat pengesahan;
membuat klasifikasi validasi risalah rapat
vkradsargln:
a) risalah rapat sementara; dan
b) risalah rapat resmi;
membuat klasifikasi validasi risalah berdasarkan
pokok pembahasan;
menyusun laporan pelaksanaan tugas validasi
risalah rapat yang meliputi:
a) bulanan;
b) triwulan;

c) semester;

12



8. menyusun catatan rapat berbahasa Indonesia,
berdasarkan lamanya waktu rapat:
a) kurang dari 1 jam,;
b) 1 sampai kurang dari 2 jam;
c) 2 sampai kurang dari 3 jam;
d) 3 sampai kurang dari 4 jam;
e) 4 sampai kurang dari 5 jam; dan
f) 5 jam lebih;
9. menyusun catatan rapat berbahasa asing,
berdasarkan lamanya waktu rapat:
a) kurang dari 1 jam;
b) 1 sampai kurang dari 2 jam;
c) 2 sampai kurang dari 3 jam;
d) 3 sampai kurang dari 4 jam;
€) 4 sampai kurang dari 5 jam; dan
f) 5 jam lebih;
10. menyusun catatan rapat berbahasa daerah,
berdasarkan lamanya waktu rapat:
a) kurang dari 1 jam;
b) 1 sampai kurang dari 2 jam;
c) 2 sampai kurang dari 3 jam;
d) 3 sampai kurang dari 4 jam;
e) 4 sampai kurang dari 5 jam; dan
f) 5 jam lebih;
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan
catatan rapat yang meliputi:
a) bulanan;
b) triwulan;
c) semester; dan
d) tahunan;
12. menyusun laporan singkat berbahasa Indonesia,
berdasarkan lamanya waktu rapat:
a) kurang dari 1 Jam;

b) 1 sampai kurang dari 2 jam;

13



13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

c) 2 sampai kurang dari 3 jam;

d) 3 sampai kurang dari 4 jam;

e) 4 sampai kurang dari 5 jam; dan

f) 5 jam lebih;

membuat laporan singkat berbahasa asing,
berdasarkan lamanya waktu rapat:

a) kurang dari 1 jam;

b) 1 sampai kurang dari 2 jam,;

c) 2 sampai kurang dari 3 jam;

d) 3 sampai kurang dari 4 jam; dan

€) 4 sampai kurang dari 5 jam,;

f) 5 jam lebih;

membuat laporan singkat berbahasa daerah,
berdasarkan lamanya waktu rapat:

a) kurang dari 1 jam,;

b) 1 sampai kurang dari 2 jam;

c) 2 sampai kurang dari 3 jam;

d) 3 sampai kurang dari 4 jam;

€) 4 sampai kurang dari 5 jam; dan

f) 5 jam lebih;

menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan
laporan singkat yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan;

merencanakan penyusunan buku himpunan
risalah dalam satu pokok pembahasan;
mengelompokkan risalah rapat resmi ke dalam
satu pokok bahasan;

menyusun daftar urutan risalah rapat resmi dari
kelompok risalah rapat berdasarkan waktu
kegiatan;

menyusun buku himpunan risalah rapat;
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23.

24,

25.

26.

20. menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan
himpunan risalah rapat yang meliputi:
a) bulanan;
b) triwulan,;
c) semester;
d) tahunan,
21. melakukan pemasukkan e-risalahkedalam
database sistem informasi risalah:
a) risalah rapat sementara;
b) risalah rapat resmi;
c) risalah rapat yang sudah divalidasi;
d) catatan rapat;
e) laporan singkat;
f) himpunan risalah rapat;
22. menyusun laporan pelaksanaan tugas

pemuktahiran database risalah yang meliputi :

a) bulanan;
b) triwulan;
c) semester;
d) tahunan;
melakukan pengumpulan e-risalahyang akan
dipublikasikan;
menginventarisir e-risalahyang akan
dipublikasikan;
menelaah dan meminta persetujuan e-risalahyang
akan dipublikasikan;
melakukan publikasi dalam jaringan
intranet/internet:

a) risalah rapat sementara;

b) risalah rapat resmi,;

c) risalah rapat yang sudah divalidasi;
d) catatan rapat;

e) laporan singkat;

f) himpunan risalah rapat;
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C.

27. menyusun laporan pelaksanaan tugas publikasi e-

risalahdalam jaringan intranet/internet

meliputi:
a) bulanan;
b) triwulan;
c) semester; dan
d) tahunan.
Perisalah Legislatif Ahli Madya, meliputi:
1. melaksanakan otentifikasi risalah rapat;

yang

2. melaksanakan otentifikasi risalah rapat per pokok

bahasan;

berdasarkan lamanya waktu rapat:
a) kurang dari 1 Jam;

b) 1 sampai kurang dari 2 jam;

¢) 2 sampai kurang dari 3 jam,;

d) 3 sampai kurang dari 4 jam;

e) 4 sampai kurang dari 5 jam; dan
f) 5 jam lebih;

4. menyusun catatan rapat berbahasa

berdasarkan lamanya waktu rapat:
a) kurang dari 1 jam;

b) 1 sampai kurang dari 2 jam;

c) 2 sampai kurang dari 3 jam;

d) 3 sampai kurang dari 4 jam;

€) 4 sampai kurang dari 5 jam; dan
f) 5 jam lebih;

5. menyusun catatan rapat berbahasa

berdasarkan lamanya waktu rapat:
a) kurang dari 1 jam;

b) 1 sampai kurang dari 2 jam,;

¢) 2 sampai kurang dari 3 jam;

d) 3 sampai kurang dari 4 jam,;

e) 4 sampai kurang dari 5 jam; dan
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f) 5 jam lebih;
6. menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan
catatan rapat yang meliputi:
a) bulanan;
b) triwulan;
c) semester; dan
d) tahunan;
7. menyusun laporan singkat berbahasa Indonesia,
berdasarkan lamanya waktu rapat:
a) kurang dari 1 jam;
b) 1 sampai kurang dari 2 jam,;
c) 2 sampai kurang dari 3 jam;
d) 3 sampai kurang dari 4 jam;
e) 4 sampai kurang dari 5 jam; dan
f) 5 jam lebih;
8. membuat laporan singkat berbahasa asing,
berdasarkan lamanya waktu rapat:
a) kurang dari 1 jam,;
b) 1 sampai kurang dari 2 jam;
c) 2 sampai kurang dari 3 jam;
d) 3 sampai kurang dari 4 jam;
e) 4 sampai kurang dari 5 jam; dan
f) S jam lebih;
9. membuat laporan singkat berbahasa daerah,
berdasarkan lamanya waktu rapat:
a) kurang dari 1 jam;
b) 1 sampai kurang dari 2 jam;
c) 2 sampai kurang dari 3 jam,;
d) 3 sampai kurang dari 4 jam;
e) 4 sampai kurang dari 5 jam; dan
fy 5 jam lebih;
10. menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan
laporan singkat yang meliputi:

a) bulanan;
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

17
18.

19.

20.

21

b) triwulan,;

c) semester; dan

d) tahunan;

merencanakan penyusunan buku himpunan
risalah dalam satu pokok pembahasan;
mengelompokkan risalah rapat resmi ke dalam
;atu pokok bahasan; -

menyusun daftar urutan risalah rapat resmi dari
kelompok risalah rapat berdasarkan waktu
kegiatan;

menyusun buku himpunan risalah rapat;
menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan
himpunan risalah rapat yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;
c) semester;
d) tahunan;

merencanakan pembuatan analisis himpunan
risalah rapat;

membuat analisis himpunan risalah rapat;
menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan
analisis himpunan risalah rapat yang meliputi:

a) bulanan,

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan; dan

merencanakan pembuatan anotasi himpunan
risalah rapat;

membuat anotasi himpunan risalah rapat;

. membuat validasi anotasi himpunan risalah rapat;
22.

melakukan pembuatan e-risalah:
a) analisis risalah rapat;

b) anotasi himpunan risalah rapat;
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(2)

(3)

(4)

23. melakukan pemasukkan e-risalahkedalam
Database Sistem Informasi Risalah:
a) analisis risalah rapat;
b) anotasi himpunan risalah rapat;
24. melakukan publikasi dalam jaringan
intranet/intranet:
a) analisis risalah rapat;
b) anotasi himpunan risalah rapat;
25. melakukan kegiatan pengkajian sistem, yang
meliputi:
a) penyusunan risalah rapat;
b) pembuatan validasi risalah;
c) pembuatan catatan rapat;
d) pembuatan laporan singkat rapat;
e) pembuatan himpunan risalah rapat;
f) pembuatan analisis risalah rapat; dan
g) pembuatan anotasi himpunan risalah rapat;
dan
26. melakukan kegiatan pengembangan sistem.
Perisalah  Legislatif yang melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai
angka kredit tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Perisalah  Legislatif yang melaksanakan kegiatan
pengembangan profesi diberikan nilai angka Kkredit
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

oleh Instansi Pembina.
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Bagian Kedua
Hasil Kerja

Pasal 8

Hasil kerja tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional Perisalah

Legislatif sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
a. Perisalah Legislatif Ahli Pertama, meliputi:

1.
2.

il e

11;

12.

13.

14.

15.

16.
17.

laporan rekapitulasi rapat;

laporan inventarisasi hasil transkrip, kelengkapan,
dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat
sementara;

laporan pemeriksaan hasil inventarisasi bahan rapat
untuk penyusunan risalah rapat sementara;

dokumen risalah rapat sementara berbahasa
Indonesia;

dokumen risalah rapat sementara berbahasa asing;
dokumen risalah rapat sementara berbahasa daerah;
berita acara penyerahan risalah rapat sementara;
dokumen konsep risalah rapat yang sudah diperbaiki;

laporan pembuatan himpunan risalah rapat per bulan;

. laporan pembuatan himpunan risalah rapat per

triwulan;

laporan pembuatan himpunan risalah rapat per
semester;

laporan pembuatan himpunan risalah rapat per
tahun,;

kertas kerja pengumpulan dokumen softcopy yang
akan dijadikan sebagai e-risalah;

daftar inventaris dokumen softcopy yang akan
dijadikan sebagai e-risalah;

laporan pembuatan e-risalahrapat sementara;

laporan pembuatan e-risalah rapat resmi;

laporan pembuatan e-risalah rapat yang sudah
divalidasi;
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18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

laporan pembuatan e-risalah catatan rapat;

laporan pembuatan e-risalah laporan singkat;

laporan pelaksanaan pembuatan e-risalahper bulan;
laporan pelaksanaan pembuatan e-risalahper triwulan;
laporan pelaksanaan pembuatan e-risalahper
semester;

laporan pelaksanaan pembuatan e-risalahper tahun;
laporan hasil telaahan kumpulan dokumen softcopy e-
risalah;

daftar inventaris dokumen softcopy e-risalah;

dokumen kajian sistem database informasi risalah;
laporan pemasukkan e-risalah rapat sementara ke
dalam database sistem informasi risalah;

laporan pemasukkan e-risalah rapat resmi ke dalam
database sistem informasi risalah;

laporan pemasukkan e-risalah rapat yang sudah
divalidasi ke dalam database sistem informasi risalah;
laporan pemasukkan e-risalah catatan rapat ke dalam
database sistem informasi risalah;

laporan pemasukkan e-risalah laporan singkat ke
dalam database sistem informasi risalah;

laporan pemasukkan e-risalah himpunan risalah rapat
ke dalam database sistem informasi risalah,;

laporan pelaksanaan pembuatan pemuktahiran
database risalah per bulan;

laporan pelaksanaan pembuatan pemuktahiran
database risalah per triwulan;

laporan pelaksanaan pembuatan pemuktahiran
database risalah per semester;

laporan pelaksanaan pembuatan pemuktahiran
database risalah per tahun;

kertas kerja kegiatan pengumpulan e-risalahyang akan
dipublikasikan,;

daftar inventaris e-risalah yang akan dipublikasikan;
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39.

40.

41.

42,

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

laporan  hasil telaahan  e-risalahyang  akan
dipublikasikan;

kertas kerja publikasi risalah rapat sementara dalam
jaringan intranet/internet;

kertas kerja publikasi risalah rapat resmi dalam
jaringan intranet/internet;

kertas kerja publikasi risalah rapat yang sudah
divalidasi dalam jaringan intranet/internet;

kertas kerja publikasi catatan rapat dalam jaringan
intranet/internet;

kertas kerja publikasi laporan singkat dalam jaringan
intranet/internet;

kertas kerja publikasi himpunan risalah rapat dalam
jaringan intranet/internet;

laporan pelaksanaan publikasi dalam jaringan
intranet/internet per bulan;

laporan pelaksanaan publikasi dalam jaringan
intranet/internet per triwulan;

laporan pelaksanaan publikasi dalam jaringan
intranet/internet per semester; dan

laporan  pelaksanaan publikasi dalam jaringan

intranet/internet per tahun.

b. Perisalah Legislatif Ahli Muda, meliputi:

1.
2.

laporan rencana pembuatan validasi risalah rapat;
kertas kerja pemeriksaan kelengkapan validasi risalah
rapat;

laporan hasil validasi risalah rapat;

berita acara penyerahan risalah rapat yang sudah
divalidasi;

daftar klasifikasi risalah rapat sementara;

daftar klasifikasi risalah rapat resmi;

daftar klasifikasi validasi risalah berdasarkan pokok
pembahasan;

laporan pelaksanaan validasi risalah rapat per bulan;
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10.

1 [ 8

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

laporan pelaksanaan validasi risalah rapat per
triwulan;

laporan pelaksanaan validasi risalah rapat per
semester;

laporan pelaksanaan validasi risalah rapat per tahun;
dokumen catatan rapat berbahasa Indonesia;
dokumen catatan rapat berbahasa asing;

dokumen catatan rapat berbahasa daerah;

laporan pelaksanaan pembuatan catatan rapat per
bulan;

laporan pelaksanaan pembuatan catatan rapat per
triwulan;

laporan pelaksanaan pembuatan catatan rapat per
semester;

laporan pelaksanaan pembuatan catatan rapat per
tahun;

dokumen laporan singkat berbahasa Indonesia;
dokumen laporan singkat berbahasa asing;

dokumen laporan singkat berbahasa daerah;

laporan pelaksanaan pembuatan laporan singkat rapat
per bulan;

laporan pelaksanaan pembuatan laporan singkat rapat
per triwulan;

laporan pelaksanaan pembuatan laporan singkat rapat
per semester;

laporan pelaksanaan pembuatan laporan singkat rapat
per tahun;

laporan rencana penyusunan buku himpunan risalah
dalam satu pokok pembahasan;

kertas kerja hasil pengelompokan risalah rapat resmi
ke dalam satu pokok bahasan,;

laporan penyusunan daftar urut risalah rapat resmi
dari kelompok risalah rapat berdasarkan waktu
kegiatan;
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29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

4].

42.

43.

44,

45.
46.

buku himpunan risalah rapat;

laporan pelaksanaan pembuatan himpunan risalah
rapat per bulan;

laporan pelaksanaan pembuatan himpunan risalah
rapat per triwulan;

laporan pelaksanaan pembuatan himpunan risalah
rapat per semester;

laporan pelaksanaan pembuatan himpunan risalah
rapat per tahun;

laporan pemasukkan e-risalahrapat sementara ke
dalam database sistem informasi risalah;

laporan pemasukkan e-risalahrapat resmi ke dalam
database sistem informasi risalah;

laporan pemasukkan e-risalahrapat yang sudah
divalidasi ke dalam database sistem informasi risalah;
laporan pemasukkan e-risalahcatatan rapat ke dalam
database sistem informasi risalah;

laporan pemasukkan e-risalahlaporan singkat ke
dalam database sistem informasi risalah;

laporan pemasukkan e-risalahhimpunan risalah rapat
ke dalam database sistem informasi risalah;

laporan pelaksanaan pembuatan pemuktahiran
database risalah per bulan;

laporan  pelaksanaan pembuatan pemuktahiran
database risalah per triwulan;

laporan pelaksanaan pembuatan pemuktahiran
database risalah per semester;

laporan pelaksanaan pembuatan pemuktahiran
database risalah per tahun;

kertas kerja kegiatan pengumpulan e-risalahyang akan
dipubikasikan;

daftar inventaris e-risalahyang akan dipublikasikan;
laporan  hasil telaahan e-risalahyang  akan
dipublikasikan;
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47.

48.

49,

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

kertas kerja publikasi risalah rapat sementara dalam
jaringan intranet/internet;

kertas kerja publikasi risalah rapat resmi dalam
jaringan intranet/internet;

kertas kerja publikasi risalah rapat yang sudah
divalidasi dalam jaringan intranet/internet;

kertas kerja publikasi catatan rapat dalam jaringan
intranet/internet;

kertas kerja publikasi laporan singkat dalam jaringan
intranet/internet;

kertas kerja publikasi himpunan risalah rapat dalam
jaringan intranet/internet;

laporan pelaksanaan publikasi dalam jaringan
intranet/internet per bulan;

laporan pelaksanaan publikasi dalam jaringan
intranet/internet per triwulan;

laporan pelaksanaan publikasi dalam jaringan
intranet/internet per semester; dan

laporan pelaksanaan publikasi dalam jaringan

intranet/internet per tahun.

c. Perisalah Legislatif Ahli Madya, meliputi:

1.
2.

U S

laporan hasil otentifikasi risalah rapat;

laporan hasil otentifikasi risalah rapat per pokok
bahasan;

dokumen catatan rapat berbahasa Indonesia;
dokumen catatan rapat berbahasa asing;

dokumen catatan rapat berbahasa daerah;

laporan pelaksanaan pembuatan catatan rapat per
bulan;

laporan pelaksanaan pembuatan catatan rapat per
triwulan;

laporan pelaksanaan pembuatan catatan rapat per
semester;

laporan pelaksanaan pembuatan catatan rapat per
tahun;
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10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

dokumen laporan singkat berbahasa Indonesia;
dokumen laporan singkat berbahasa asing;

dokumen laporan singkat berbahasa daerah;

laporan pelaksanaan pembuatan laporan singkat rapat
per bulan;

laporan pelaksanaan pembuatan laporan singkat rapat
per triwulan;

laporan pelaksanaan pembuatan laporan singkat rapat
per semester;

laporan pelaksanaan pembuatan laporan singkat rapat
per tahun;

laporan rencana penyusunan buku himpunan risalah
dalam satu pokok pembahasan;

kertas kerja hasil pengelompokan risalah rapat resmi
ke dalam satu pokok bahasan;

laporan penyusunan daftar urut risalah rapat resmi
dari kelompok risalah rapat berdasarkan waktu
kegiatan;

buku himpunan risalah rapat;

laporan pelaksanaan pembuatan himpunan risalah
rapat per bulan;

laporan pelaksanaan pembuatan himpunan risalah
rapat per triwulan;

laporan pelaksanaan pembuatan himpunan risalah
rapat per semester;

laporan pelaksanaan pembuatan himpunan risalah
rapat per tahun;

laporan rencana pembuatan analisis himpunan risalah
rapat;

dokumen hasil analisis himpunan risalah rapat;
laporan pelaksanaan pembuatan analisis himpunan
risalah rapat per bulan;

laporan pelaksanaan pembuatan analisis himpunan

risalah rapat per triwulan;
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29,

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.
41,
42,
43.
44,
45.
46.

47.

laporan pelaksanaan pembuatan analisis himpunan
risalah rapat per semester;

laporan pelaksanaan pembuatan analisis himpunan
risalah rapat per tahun;

laporan rencana pembuatan anotasi himpunan risalah
rapat;

buku anotasi himpunan risalah rapat;

laporan hasil validasi anotasi himpunan risalah rapat;
laporan pembuatan e-risalah analisis risalah;

laporan pembuatan e-risalah anotasi himpunan
risalah;

laporan pemasukkan e-risalah analisis risalah ke
dalam database sistem informasi risalah;

laporan pemasukkan e-risalah anotasi himpunan
risalah ke dalam database sistem informasi risalah;
kertas kerja publikasi analisis risalah rapat dalam
jaringan intranet/internet;

kertas kerja publikasi anotasi himpunan risalah rapat
dalam jaringan intranet/internet;

dokumen kajian sistem penyusunan risalah rapat;
dokumen kajian sistem validasi risalah;

dokumen kajian sistem catatan rapat;

dokumen kajian sistem laporan singkat;

dokumen kajian sistem himpunan risalah rapat;
dokumen kajian sistem analisis risalah rapat;
dokumen kajian sistem anotasi himpunan risalah
rapat; dan

dokumen pengembangan sistem.

Pasal 9

Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Perisalah Legislatif
yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1),
Perisalah Legislatif yang berada satu tingkat di atas atau satu
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tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan
kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari

pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

a. Perisalah Legislatif yang melaksanakan tugas Perisalah
Legislatif yang berada satu tingkat di atas jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan paling
besar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit
setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

b. Perisalah Legislatif yang melaksanakan tugas Perisalah
Legislatif yang berada satu tingkat di bawah jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan paling
besar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir
kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11
Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan
Fungsional Perisalah Legislatif yaitu pejabat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Perisalah
Legislatif dilakukan melalui:
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&0 o p

(1)

()

(3)

(4)

pengangkatan pertama;
perpindahan dari jabatan lain;
penyesuaian (inpassing); dan

promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perisalah

Legislatif melalui pengangkatan pertama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)
bidang ekonomi, manajemen, hukum, ilmu
administrasi, dan sosial;

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai standar kompetensi yang telah
disusun oleh Instansi Pembina; dan

f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan

formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif melalui

pengadaan Calon PNS.

Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah

diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji

kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3
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(S)

(1)

(tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus
pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang risalah
legislatif.

Perisalah Legislatif yang belum mengikuti dan/atau tidak
lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perisalah
Legislatif melalui perpindahan dari jabatan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
memiliki integritas dan moralitas yang baik;
sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah Sarjana (SI)/Diploma IV (DIV);
mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,

o oo g

Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai standar kompetensi yang telah
disusun oleh Instansi Pembina;
f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang risalah legislatif paling sedikit 2 (dua) tahun;
g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir;
h. berusia paling tinggi:
1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
Ahli Pertama dan Perisalah Legislatif Ahli Muda;
dan
2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
Ahli Madya.
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pengangkatan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan
fungsional yang akan diduduki.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang
dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan
jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang
Berwenang menetapkan angka kredit.

Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 15

Asisten Perisalah Legislatif yang memperoleh ijazah

Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dapat diangkat ke dalam

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif, apabila

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Perisalah
Legislatif;

b. mengikuti dan lulus wuji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai standar kompetensi yang telah
disusun oleh Instansi Pembina; dan

c. memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a.

Asisten Perisalah Legislatif yang akan diangkat menjadi

Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan angka kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma

IV (DIV), ditambah paling banyak 65% (enam puluh lima

persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas jabatan,

dan pengembangan profesi dengan tidak

memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bagian Keempat

Pengangkatan Melalui Penyesuaian (Inpassing)

Pasal 16

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perisalah
Legislatif melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf c¢, harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
memiliki integritas dan moralitas yang baik;
sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);
memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang risalah legislatif paling sedikit 2 (dua) tahun;
dan
f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perisalah
Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri

o a0 o

ini ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih
melaksanakan tugas di bidang risalah legislatif
berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perisalah
Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan
yang akan diduduki.

Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (inpassing)
dalam Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif, tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (inpassing)
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku 1

(satu) kali selama masa penyesuaian (inpassing).
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(6) Tata cara penyesuaian (inpassing) ditetapkan lebih lanjut

oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima
Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 17

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perisalah
Legislatif melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai standar kompetensi yang telah
disusun oleh instansi pembina; dan

b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perisalah
Legislatif melalui promosi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk
jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perisalah
Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VIII
KOMPETENSI

Pasal 18
(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Perisalah
Legislatif harus memenuhi standar kompetensi sesuai
dengan jenjang jabatan.

(2) Kompetensi Perisalah Legislatif meliputi:
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a. Kompetensi Teknis;
b. Kompetensi Manajerial; dan
c. Kompetensi Sosial Kultural.

(3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan

(1)

(2)

(1)

(2)

3)

(4)

pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI

Pasal 19
Setiap PNS yang akan diangkat menjadi pejabat
fungsional Perisalah Legislatif wajib dilantik dan diambil
sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB X
PENILAIAN KINERJA

Pasal 20
Pada awal tahun, setiap Perisalah Legislatif wajib
menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu)
tahun berjalan.
SKP Perisalah Legislatif disusun berdasarkan penetapan
kinerja unit kerja yang bersangkutan.
SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari
kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit.
SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh

atasan langsung.
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(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

)

(1)

Pasal 21
Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang
didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat
individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan
memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang
dicapai, serta perilaku PNS.
Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif,
dan transparan.
Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh

atasan langsung.

Pasal 22
Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 20
ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit setiap
tahun.
Pencapaian angka kredit kumulatif digunakan sebagai
salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau
kenaikan jabatan.
Pencapaian angka kredit kumulatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan
pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

Pasal 23
Perisalah Legislatif setiap tahun wajib mengumpulkan
angka kredit dari wunsur diklat, tugas jabatan,
pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan
jumlah angka kredit paling sedikit sebagai berikut:
a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Perisalah Legislatif
Ahli Pertama;
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(2)

(3)

(1)

(2)

b. 25 (dua puluh lima) untuk untuk Perisalah Legislatif
Ahli Muda; dan

c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk untuk
Perisalah Legislatif Ahli Madya.

Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢, tidak berlaku bagi Perisalah Legislatif yang

menduduki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang

didudukinya.

Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Pasal 24

Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus

dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan

kenaikan jabatan dan/atau pangkat Perisalah Legislatif,
untuk:

a. Perisalah Legislatif dengan pendidikan Sarjana
(S1)/Diploma IV (DIV) tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;

b. Perisalah Legislatif dengan pendidikan Magister (S2)
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

c. Perisalah Legislatif dengan pendidikan Doktor (S3)
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dicapai

Perisalah Legislatif, yaitu:

a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka
kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub
unsur pendidikan formal; dan

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit

berasal dari unsur penunjang.
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(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 25

Perisalah Legislatif Ahli Pertama, yang akan naik jabatan
setingkat lebih tinggi menjadi Perisalah Legislatif Ahli
Muda, angka kredit yang disyaratkan paling banyak 4
(empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Perisalah Legislatif Ahli Muda yang akan naik jabatan
setingkat lebih tinggi menjadi Perisalah Legislatif Ahli
Madya, angka kredit yang disyaratkan paling banyak 6

(enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 26

Perisalah Legislatif yang memiliki angka kredit melebihi
angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan
dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka
kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan
jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

Perisalah Legislatif yang pada tahun pertama telah
memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan
untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa
pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan
seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20%
(dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit
yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau
pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas
jabatan.

Pasal 27

Perisalah Legislatif Ahli Madya yang menduduki pangkat
tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki

pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua

puluh) angka kredit dari kegiatan penyusunan analisis dan

anotasi himpunan risalah, pengembangan sistem risalah, dan

pengembangan profesi.
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(1)

Pasal 28

Perisalah Legislatif yang secara bersama-sama membuat

Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang risalah legislatif,

diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis, maka
pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh
persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh
persen) bagi penulis pembantu;

b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis, maka
pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen)
bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua
puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan

c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis, maka
pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20%

(dua puluh persen) bagi penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

(1)

(2)

(3)

ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB XI
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 29
Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,
Perisalah Legislatif mendokumentasikan hasil kerja yang
diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap
tahunnya.
Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
setiap Perisalah Legislatif wajib mencatat,
menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan
mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan
Angka Kredit (DUPAK).
DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat
kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap
tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.
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(4) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan sebagai
bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Perisalah
Legislatif.

BAB XII
PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT,
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA
KREDIT, DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usul penetapan angka kredit Perisalah Legislatif diajukan

oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
risalah di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia kepada Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk
angka kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli Madya di
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia;

b. Sekretaris Daerah Provinsi kepada Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk
angka kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli Madya di
lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat;

39



c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
untuk angka kredit Perisalah Legislatif Ahli Madya di
lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh;

d. Pejabat Administrator yang membidangi Kkepegawaian
pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang membidangi risalah di lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia untuk angka kredit bagi Perisalah
Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah Legislatif Ahli Muda
di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia;

e. Sekretaris Dewan pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Papua, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Barat kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk angka
kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah
Legislatif Ahli Muda di lingkungan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Papua, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Papua Barat; dan
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f. Sekretaris Dewan pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh kepada
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit
bagi Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah
Legislatif Ahli Muda di lingkungan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di
Aceh.

Bagian Kedua
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang Berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

a. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia untuk menetapkan angka kredit bagi Perisalah
Legislatif Ahli Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia, dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat di Papua, dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat di Papua Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
risalah pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia untuk menetapkan angka kredit bagi Perisalah
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Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah Legislatif Ahli Muda
di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia;

c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk menetapkan angka
kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah
Legislatif Ahli Muda di lingkungan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Papua, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Papua Barat; dan

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan
angka kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan
Perisalah Legislatif Ahli Muda di lingkungan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di
Aceh.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 32
Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai, yaitu:
a. Tim Penilai Pusat bagi:
1) Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia untuk angka kredit bagi Perisalah Legislatif
Ahli Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia,
Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik
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Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat di Papua,
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat di Papua
Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota di Aceh;

2) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi risalah pada Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia untuk menetapkan angka kredit bagi
Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah
Legislatif Ahli Muda di lingkungan Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

b. Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
yang membidangi risalah pada Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,
Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
untuk menetapkan angka kredit bagi Perisalah Legislatif
Ahli Pertama dan Perisalah Legislatif Ahli Muda di
lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia, dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

c. Tim Penilai Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi untuk
menetapkan angka kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli
Pertama dan Perisalah Legislatif Ahli Muda di lingkungan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Papua Barat; dan

d. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota untuk menetapkan angka kredit bagi
Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah Legislatif
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(1)

()

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

Ahli Muda di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.

Pasal 33

Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur
teknis yang membidangi risia.lah, unsur kepegawaian dan
organisasi, serta Perisalah Legislatif.
Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
a. seorang Ketua merangkap anggota;
b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, paling rendah Perisalah Legislatif Ahli Madya
atau pejabat Administrator.
Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, berasal dari unsur kepegawaian pada
instansi masing-masing.
Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Perisalah
Legislatif.
Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
a. menduduki jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi

dari jabatan/pangkat Perisalah Legislatif yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai

kinerja Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif; dan
c. aktif melakukan penilaian kinerja.
Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari
Perisalah Legislatif, maka anggota Tim Penilai dapat
diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk
menilai kinerja Perisalah Legislatif.
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9)

(10)

(11)

(12)

Dalam hal Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 huruf b belum dapat terbentuk, penilaian

angka kredit Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan

Perisalah Legislatif Ahli Muda dapat dilakukan oleh Tim

Penilai di Instansi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.

Dalam hal Tim Penilai Provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 huruf ¢ belum dapat terbentuk, maka

penilaian angka kredit Perisalah Legislatif Ahli Pertama
dan Perisalah Legislatif Ahli Muda dapat dilakukan oleh

Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.

Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud pada Pasal 32 huruf d belum dapat terbentuk,

penilaian angka kredit Perisalah Legislatif Ahli Pertama
dan Perisalah Legislatif Ahli Muda dilakukan oleh Tim

Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai

Provinsi yang bersangkutan, Tim Penilai Provinsi lain

terdekat atau Tim Penilai Pusat.

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Jabatan

Fungsional Perisalah Legislatif ditetapkan oleh:

a. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia untuk Tim Penilai Pusat;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
risalah pada Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis




Pasal 34
Tata kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
dan tata cara penilaian angka kredit Jabatan Fungsional
Perisalah Legislatif ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku Pimpinan
Instansi Pembina.

BAB XIII
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 35
Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dalam
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 36

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi
Perisalah Legislatif dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan
kebutuhan jabatan.

(3) Selain memenuhi syarat kinerja, Perisalah Legislatif yang
akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus
mengikuti dan lulus uji kompetensi.
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(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

BAB XIV
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 37
Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,
Perisalah Legislatif diikutsertakan pelatihan.
Pelatihan yang diberikan bagi Perisalah Legislatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau
pertimbangan dari Tim Penilai.
Pelatihan yang diberikan bagi Perisalah Legislatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam
bentuk:
a. pelatihan fungsional,
b. pelatihan teknis; dan
c. pelatihan manajerial.
Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Perisalah Legislatif dapat mengembangkan kompetensi
melalui program pengembangan kompetensi lainnya
terkait bidang risalah legislatif.
Program  pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dalam
bentuk:
a. maintain rating,
b. seminar;
c. lokakarya; atau
d. konferensi.
Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan
kompetensi serta pedoman penyusunan analisis
kebutuhan pelatihan fungsional Perisalah Legislatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia selaku Pimpinan Instansi

Pembina.
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BAB XV
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PERISALAH LEGISLATIF

Pasal 38

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional

(2)

(1)

Perisalah Legislatif dihitung berdasarkan beban kerja yang

ditentukan dari indikator antara lain:

a. jumlah alat kelengkapan majelis atau alat
kelengkapan dewan;

b. jumlah rapat;

c. jenis rapat; dan

d. volume waktu rapat.

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

Perisalah Legislatif diatur lebih lanjut oleh Sekretaris

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat

persetujuan dari Menteri.

BAB XVI
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 39

Perisalah Legislatif diberhentikan dari jabatannya apabila:

a. mengundurkan diri dari jabatan,;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan
Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Perisalah Legislatif yang diberhentikan karena alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai

48



dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan
jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif.

(3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional
Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir
yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit

dari pengembangan profesi.

BAB XVII
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Bagian Kesatu

Instansi Pembina

Pasal 40
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
adalah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tugas Instansi Pembina

Pasal 41
(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan
Fungsional Perisalah Legislatif yang bertanggung jawab
untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan
profesionalitas jabatan.

(2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional
Perisalah Legislatif;
b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional
Perisalah Legislatif;
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menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif;

menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman
penilaian kualitas hasil kerja Perisalah Legislatif;
menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya
ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan
Fungsional Perisalah Legislatif; B
menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif;
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jabatan
Fungsional Perisalah Legislatif;

. membina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
fungsional pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional
Perisalah Legislatif;

menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan
fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional
Perisalah Legislatif;

. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis Jabatan Fungsional Perisalah
Legislatif;

mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional
Perisalah Legislatif;

. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional
Perisalah Legislatif;

. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan
Fungsional Perisalah Legislatif;

memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik
profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional
Perisalah Legislatif;

. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan
mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh
Lembaga Administrasi Negara;

melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif; dan
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3)

(4)

(5)

(6)

(1)

r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna
dalam rangka pembinaan karier Perisalah Legislatif.
Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf i dapat dilakukan oleh instansi pemerintah
pengguna Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif setelah
mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf
1, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r,
menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan
Fungsional Perisalah Legislatif secara berkala sesuai
dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara.
Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap
tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p
kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji
kompetensi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diatur
dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.

BAB XVIII
ORGANISASI PROFESI

Pasal 42
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif wajib memiliki 1

(satu) organisasi profesi.
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(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

Perisalah Legislatif wajib menjadi anggota organisasi

profesi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif.

Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional

Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

difasilitasi Instansi Pembina.

Organisasi profesi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun

kode etik dan kode perilaku profesi.

Organisasi profesi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

mempunyai tugas:

a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;

b. memberikan advokasi; dan

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas
pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan

oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Perisalah

Legislatif setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan

Instansi Pembina.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional

Perisalah Legislatif dan hubungan kerja Instansi Pembina

dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Perisalah

Legislatif diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier,
Perisalah Legislatif dapat dipindahkan ke dalam jabatan

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.
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Pasal 44
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan
sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan
Fungsional Perisalah Legislatif ditetapkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama
2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 46
Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak
Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan
Fungsional Perisalah Legislatif diatur dengan Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
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pada tanggal 11 Oktober 2017
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN

49

PERISALAH LEGISLATIF DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN TUGAS
NO UNSUR BUB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGKA PELAKSANA
(SETIAP) KREDIT
1 2 3 4 6 7 8
I Pendidikan . |Pendidikan sekolah dan 1. |Doktor (S3) ljazah yang 200 Semua Jenjang
dapat ijazah terakreditasi
mERCApRS 2. |Magister (S2) € ' 150 Semua Jenjang
3. |Sarjana (S1)/ Diploma IV 100 Semua Jenjang
. |Pendidikan dan pelatihan 1. |Lamanya lebih dari 960 jam Sertifikat 15 Semua Jenjang
fungsional Perisalah Legislatif . ~
dan mendapat Surat Tanda 2. |Lamanya 641 - 960 jam 9 Semua Jenjang
Tamat Pendidikan dan Pelatihan |3, |Lamanya 481 - 640 jam 6 Semua Jenjang
(STTPL)
4. |Lamanya 161 - 480 jam 3 Semua Jenjang
5. |Lamanya 81 - 160 jam 2 Semua Jenjang
6. |Lamanya 30 - 80 jam 1 Semua Jenjang
7. |Lamanya kurang dari 30 jam 0,5 Semua Jenjang
. |pendidikan dan pelatihan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
prajabatan dan memperoleh
surat tanda tamat pendidikan 1. |Pendidikan dan pelatihan prajabatan PNS Sertifikat 2 Semua Jenjang
dan pelatihan 2. |Pendidikan dan pelatihan Ujian Dinas Golongan Sertifikat Semua Jenjang
111
3. |Pendidikan dan pelatihan Ujian Dinas Golongan Sertifikat Semua Jenjang
v
1. Penyusunan Risalah |A. |Penyusunan Risalah Rapat Mengoordinasikan kegiatan penyusunan risalah rapat Laporan 0,007 Perisalah Legislatif Ahli
Rapat Sementara sementara Pertama
Melakukan inventarisasi hasil transkrip, kelengkapan Laporan 0,008 Perisalah Legislatif Ahli
dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat Pertama
sementara
Memeriksa hasil inventarisasi bahan rapat untuk Laporan 0,009 Perisalah Legislatif Ahli
penyusunan risalah rapat sementara Pertama




9¢

NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGEA PELAKSANA
(SETIAP) KREDIT
1 2 3 4 6 7 8

Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat

sementara yang berbahasa Indonesia berdasarkan :

a. |[jumlah halaman risalah rapat paling kurang 50 dokumen 0,028 Perisalah Legislatif Ahli
halaman Pertama

b. |jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan dokumen 0,039 Perisalah Legislatif Ahli
100 halaman Pertama

¢. |jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan dokumen 0,048 Perisalah Legislatif Ahli
150 halaman Pertama

d. [jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan dokumen 0,058 Perisalah Legislatif Ahli

| |200 halaman Pertama

e. |jumlah halaman risalah rapat diatas 200 dokumen 0,068 Perisalah Legislatif Ahli

| |halaman Pertama

Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat

sementara yang berbahasa asing berdasarkan : |

a. |jumlah halaman risalah rapat paling kurang 50 dokumen 0,036 Perisalah Legislatif Ahli
halaman Pertama

b. |jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan dokumen 0,046 Perisalah Legislatif Ahli
100 halaman Pertama

c. |jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan dokumen 0,056 Perisalah Legislatif Ahli
150 halaman | Pertama

d. |jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan dokumen 0,067 Perisalah Legislatif Ahli
200 halaman Pertama

e. |jumlah halaman risalah rapat diatas 200 dokumen 0,078 Perisalah Legislatif Ahli
halaman Pertama

Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat

sementara yang berbahasa daerah berdasarkan : |

a. |jumlah halaman risalah rapat paling kurang 50 dokumen 0,027 Perisalah Legislatif Ahli
halaman Pertama

b. |jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan dokumen 0,035 Perisalah Legislatif Ahli
100 halaman Pertama

c. |jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan dokumen 0,046 Perisalah Legislatif Ahli
150 halaman Pertama

d. |jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan dokumen 0,055 Perisalah Legislatif Ahli
200 halaman Pertama

e. |jumlah halaman risalah rapat diatas 200 dokumen 0,067 Perisalah Legislatif Ahli
halaman ‘ Pe;

Menelaah dan menyerahkan risalah rapat sementara berita acara 0,017 Perisalah Legislatif Ahli

kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi Pertama

. |Penyusunan Risalah Rapat Melakukan perbaikan risalah rapat sementara dokumen konsep 0,016 Perisalah Legislatif Ahli
terhadap hasil koreksi penyelenggara/peserta rapat risalah rapat Pertama

untuk menjadi risalah rapat




LS

NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGKA PELAKSANA
(SETIAP) KREDIT
1 2 3 4 6 i 4 8

Menyusun laporan pelaksanaan tugas penyusunan

risalah rapat yang meliputi:

a. [bulanan laporan 0,015 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

b. |triwulan laporan 0,015 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

c. |semester laporan 0,019 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

d. [tahunan laporan 0,017 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

. |Validasi Risalah Rapat Merencanakan pembuatan validasi risalah rapat program kegiatan 0,021 | Perisalah Legislatif Ahli Muda

Memeriksa kelengkapan validasi risalah rapat laporan 0,031 | Perisalah Legislatif Ahli Muda

Melakukan validasi risalah rapat laporan validasi 0,034 | Perisalah Legislatif Ahli Muda

Menelaah dan menyerahkan risalah rapat yang sudah berita acara 0,023 | Perisalah Legislatif Ahli Muda

divalidasi kepada pengguna/penyelenggara rapat

untuk mendapatkan pengesahan

Membuat klasifikasi sederhana validasi risalah rapat

\berdasarkan:

a. |risalah rapat 1itara daftar klasifikasi 0,023 | Perisalah Legislatif Ahli Muda

b. |risalah rapat resmi daftar klasifikasi 0,022 | Perisalah Legislatif Ahli Muda

Membuat klasifikasi sederhana validasi risalah rapat daftar klasifikasi 0,022 | Perisalah Legislatif Ahli Muda

berdasarkan pokok pembahasan

Menyusun laporan pelaksanaan tugas validasi risalah

rapat yang meliputi:

a. |bulanan laporan 0,026 | Perisalah Legislatif Ahli Muda

b. [triwulan laporan 0,027 | Perisalah Legislatif Ahli Muda

c. |semester laporan 0,030 | Perisalah Legislatif Ahli Muda

d. [tahunan laporan 0,030 | Perisalah Legislatif Ahli Muda

. |Otentifikasi Risalah Rapat Melaksanakan otentifikasi risalah rapat dokumen 0,052 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
Melaksanakan otentifikasi risalah rapat per pokok dokumen 0,052 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
III. Penyusunan . |Penyusunan Catatan Rapat Menyusun catatan rapat berbahasa Indonesia
Dokumen berdasarkan lamanya waktu rapat:




8¢S

NO

UNSUR

KEGIATAN

SATUAN HASIL
ISETIAP)

ANGKA
KREDIT

PELAKSANA

a. |kurangdari 1 jam

dokumen

0,037

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

b. |1 sampai kurang dari 2 jam

dokumen

0,057

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

c. |2 sampai kurang dari 3 jam

dokumen

0,080

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

d. |3 sampai kurang dari 4 jam

dokumen

0,094

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

e. |4 sampai kurang dari 5 jam

dokumen

0,119

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

f. |5jam lebih

dokumen

0,140

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

Menyusun catatan rapat berbahasa asing
berdasarkan lamanya waktu rapat:

a. |kurang dari 1 jam

dokumen

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

b. |1 sampai kurang dari 2 jam

dokumen

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

c. |2 sampai kurang dari 3 jam

dokumen

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

d. |3 sampai kurang dari 4 jam

dokumen

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya |

e. |4 sampai kurang dari 5 jam

dokumen

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

f. |5 jam lebih

dokumen

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

Menyusun catatan rapat berbahasa daerah
berdasarkan lamanya waktu rapat:




65

NO

UNSUR

KEGIATAN

ANGEA
KREDIT

PELAKSANA

kurang dari 1 jam

0,053

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

1 sampai kurang dari 2 jam

dokumen

0,080

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

2 sampai kurang dari 3 jam

dokumen

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

3 sampai kurang dari 4 jam

dokumen

0,123

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

4 sampai kurang dari 5 jam

dokumen

0,143

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

5 jam lebih

dokumen

0,163

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

Menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan

catatan rapat yang meliputi:

a.

bulanan

laporan

0,027

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

triwulan

laporan

0,027

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
BCLL —

semester

laporan

0,034

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

tahunan

laporan

0,035

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

. |Penyusunan Laporan Singkat

Menyusun laporan singkat berbahasa Indonesia,

berdasarkan lamanya waktu rapat:

|kurang dari 1 jam

dokumen

0,018

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

1 sampai kurang dari 2 jam

dokumen

0,033

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya
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NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGEKA PELAKSANA
(SETIAP) KRED!
1 2 3 4 6 7 8
c. |2 sampai kurang dari 3 jam dokumen 0,058 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya
d. |3 sampai kurang dari 4 jam dokumen 0,078 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya
e. |4 sampai kurang dari 5 jam dokumen 0,102 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya
f. |5 jam lebih dokumen 0,118 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya
Menyusun laporan singkat berbahasa asing,
berdasarkan lamanya waktu rapat:
a. |kurang dari 1 jam dokumen 0,032 Perisalah Legislatif Ahli

Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya




19

NO

UNSUR

KEGIATAN

SATUAN HASIL
__SETIAP)

4

PELAKSANA

1 sampai kurang dari 2 jam

dokumen

0,055

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

2 sampai kurang dari 3 jam

dokumen

0,070

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

3 sampai kurang dari 4 jam

dokumen

0,100

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

4 sampai kurang dari 5 jam

dokumen

0,120

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

5 jam lebih

dokumen

0,144

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

Menyusun laporan singkat berbahasa daerah,
berdasarkan lamanya waktu rapat:

a.

kurang dari 1 jam

dokumen

0,040

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

1 sampai kurang dari 2 jam

dokumen

0,058

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

2 sampai kurang dari 3 jam

dokumen

0,070

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

3 sampai kurang dari 4 jam

dokumen

0,095

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

4 sampai kurang dari 5 jam

dokumen

0,115

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

5 jam lebih

dokumen

0,148

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

Menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan

laporan singkat yang meliputi:
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NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGKA PELAKSANA
___[SETIAP) KREDIT
1 2 3 4 6 7 8
v. Penyusunan Analisis |A. [Penyusunan Analisis Himpunan |Merencanakan pembuatan analisis himpunan risalah program kegiatan 0,145 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
dan Anotasi |Risalah Rapat rapat
Himpunan Risalah Membuat analisis himpunan risalah rapat buku 0,476 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
R
apat Menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan
himounan risalah rapat vang meliouti;
a. |bulanan laporan 0,038 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
b. |triwulan laporan 0,038 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
c. |semester laporan 0,053 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
d. |tahunan laporan 0,053 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
B. |Penyusunan Anotasi Himpunan [Merencanakan pembuatan anotasi himpunan risalah program kegiatan 0,157 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
Risalah Rapat rapat
Membuat anotasi himpunan risalah rapat buku 0,600 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
C. |Validasi Anotasi Himpunan Membuat validasi anotasi himpunan risalah rapat anotasi yang sudah 0,628 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
Risalah R jivalidasi
V. Pengembangan A. |Pembuatan e-Risalah Melakukan pengumpulan dokumen softcopy yang laporan 0,013 Perisalah Legislatif Ahli
Sistem Risalah akan dijadikan sebagai e-Risalah Pertama
Menginventarisir dokumen softcopy daftar inventarisir 0,013 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama
Melakukan pembuatan e-risalah:
a. |risalah rapat sementara dokumen 0,013 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama_
b. |risalah rapat resmi dokumen 0,017 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama
c. |risalah rapat yang sudah divalidasi dokumen 0,017 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama
d. |catatan rapat buku 0,017 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama
e. |laporan singkat dokumen 0,016 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama
f. |himpunan risalah rapat dokumen 0,017 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama
g. |analisis himpunan risalah rapat dokumen 0,090 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
h. |anotasi himpunan risalah rapat buku 0,608 |Perisalah Legislatif Ahli Madya




NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGEA PELAKSANA
(SETIAP) KREDIT
1 2 3 4 6 T 8
Menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan e-
risalah yang meliputi:
a. |bulanan laporan 0,013 Perisalah Legislatif Ahli
! Pertama
b. |triwulan laporan 0,013 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama_
c. |semester laporan 0,018 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama
d. [tahunan laporan 0,018 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama
. |Pembuatan Database Risalah Menelaah kumpulan dokumen softcopy e-risalah laporan 0,014 Perisalah Legislatif Ahli
‘ Pertama
Menginventarisir dokumen softcopy e-risalah daftar inventarisir 0,014 Perisalah Legislatif Ahli
| Pertama
Membuat sistem database informasi risalah sistem intranet Risalah 0,2?0 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama
Melakukan pemasukan e-risalah ke dalam database [
Sistem Informasi Risalah: ‘
a. |risalah rapat sementara dokumen 0,011 Perisalah Legislatif Ahli
| Pertama /Perisalah Legislatif
Ahli Muda
b. |risalah rapat resmi dokumen 0,011 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif
| Ahli Muda
c. |[risalah rapat yang sudah divalidasi dokumen 0,011 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif
| | Ahli Muda
d. |catatan rapat buku 0,011 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif
Ahli Muda
e. [laporan singkat dokumen O.qll Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif

Ahli Muda
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NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN BATUAN HASIL ANGKA PELAKSANA
(SETIAP) KREDIT
1 2 3 4 6 T 8
f. |himpunan risalah rapat dokumen 0,018 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif
Ahli Muda
g- |analisis himpunan risalah rapat dokumen 0,053 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
h. |anotasi himpunan risalah rapat buku 0,053 Perisalah Legislatif Madya
Menyusun laporan pelaksanaan tugas pemuktahiran
database risalah yang meliputi:
a. |bulanan laporan 0,013 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif
Ahli Muda
b. |triwulan laporan 0,013 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif
Ahli Muda
c. |semester laporan 0,015 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif
Ahli Muda
d. |tahunan laporan 0,015 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif
Ahli Muda
. |Publikasi e-Risalah Melakukan pengumpulan e-risalah yang akan laporan 0,010 Perisalah Legislatif Ahli
dipublikasikan Pertama/Perisalah Legislatif
Ahli Muda
Menginventarisir e-risalah yang akan dipublikasikan daftar inventarisir 0,010 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif
Ahli Muda
Menelaah dan meminta persetujuan e-risalah yang laporan persetujuan 0,010 Perisalah Legislatif Ahli

akan dipublikasikan

Pertama/ Perisalah Legislatif
Ahli Muda
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NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGKA PELAKSANA
_[SETIAP) KREDIT
1 2 3 4 6 T 8
Melakukan publikasi dalam jaringan
intranet/internet:
a. |risalah rapat sementara dokumen 0,010 Perisalah Legislatif Ahli
' | Pertama/Perisalah Legislatif
| Ahli Muda
b. |risalah rapat resmi dokumen 0,010 Perisalah Legislatif Ahli
| Pertama/Perisalah Legislatif
Ahli Muda
c. |risalah rapat yang sudah divalidasi dokumen 0,010 Perisalah Legislatif Ahli
‘ Pertama/Perisalah Legislatif
Ahli Muda
d. |catatan rapat dokumen 0,010 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif
Ahli Muda
e. |laporan singkat dokumen 0,010 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif
| Ahli Muda
f. |himpunan risalah rapat dokumen 0,010 Perisalah Legislatif Ahli
| Pertama/Perisalah Legislatif
| Ahli Muda
g [|analisis himpunan risalah rapat dokumen 0,030 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
h. |anotasi himpunan risalah rapat dokumen 0,080 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
Menyusun laporan pelaksanaan tugas publikasi e- ‘
risalah dalam jaringan intranet/internet yang |
|meliputi:
a. |bulanan laporan 0,011 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif
| Ahli Muda
b. |triwulan laporan 0,010 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif
Ahli Muda
c. [semester laporan Perisalah Legislatif Ahli

0 ,?!22

Pertama/Perisalah Legislatif
Ahli Muda




L9

ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang risalah
yang dipublikasikan

NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGEKA PELAKSANA
(SETIAP) KREDIT
1 2 3 4 6 7 8
d. |[tahunan laporan 0,022 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif
Ahli Muda
. |Pengkajian dan Pengembangan |Melakukan kegiatan pengkajian sistem, yang
Sistem meliputi:
a. |Sistem penyusunan risalah rapat naskah 0,445 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
b. |Sistem pembuatan validasi risalah naskah 0,445 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
c. |Sistem pembuatan catatan rapat naskah 0,445 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
d. |Sistem pembuatan laporan singkat naskah 0,445 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
e. |Sistem pembuatan himpunan risalah rapat naskah 0,445 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
f. |Sistem pembuatan analisis himpunan risalah naskah 0,445 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
g- |Sistem pembuatan anotasi himpunan risalah naskah 0,445 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
Melakukan kegiatan pengembangan sistem penetapan 1,046 |Perisalah Legislatif Ahli Madya
pengembangan
VL. Pengembangan . |Pembuatan Karya Tulis/Karya 1. |Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
Profesi [lmiah di bidang Risalah. survei / evaluasi di bidang risalah
a. |dalam bentuk buku yang diterbitkan dan Buku 12,5 Semua Jenjang
diedarkan secara nasional
b. |dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Makalah 6 Semua Jenjang
lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)
2. |Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang risalah yang tidak
dipublikasikan:
a. |dalam bentuk buku Buku 8 Semua Jenjang
b. |dalam bentuk makalah Makalah 4 Semua Jenjang
3. |Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
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Membuat ketentuan pelaksanaan terkait bidang

NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN BATUAN HASIL ANGKA PELAKSANA
(SETIAP) KREDIT
1 2 3 4 6 T 8
a. |dalam bentuk buku yang diterbitkan dan Buku 8 Semua Jenjang
diedarkan secara nasional
b. |dalam majalah yang diakui oleh lembaga Makalah 4 Semua Jenjang
pengetahuan indonesia (LIPI)
Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang risalah
yvang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasi
di perpustakaan instansi yang bersangkutan.
a. |dalam bentuk buku Buku 7] Semua Jenjang
b. |dalam bentuk makalah Makalah 3,5 Semua Jenjang
Tulisan ilmiah populer di bidang risalah yang Naskah 2 Semua Jenjang
disebarluaskan melalui media massa
Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, Makalah 2,5 Semua Jenjang
gagasan atau ulaséndalam pertemuan di bidang |
risalah
. |Menterjemahkan/menyadur Terjemahan/ saduran di bidang risalah ‘
buku bahan lainnya di
Bidan:ml;isalah - a. |dalam bentuk buku yang diterbitkan dan Buku T Semua Jenjang
diedarkan |
secara nasional
b. |dalam bentuk makalah ilmiah tingkat Makalah 3,9 Semua Jenjang
nasional
Menerjemahkan /menyadur di bidang risalah
dalam bentuk buku Buku 7 Semua Jenjang
.
b. |dalam bentuk makalah yang diakui oleh Makalah 2,5 Semua Jenjang
Instansi yang berwenang |
. |Membuat buku pedoman, Membuat buku pedoman terkait bidang risalah Pedoman 6 Semua Jenjang
ketentu laksanaan, atau
kct::tuz f:kma terkait Risalah Membuat ketentuan teknis terkait bidang risalah Juklak 8 Semua Jenjang
Juknis 3 Semua Jenjang
!

risalah
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NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGEKA PELAKSANA
(SETIAP) KREDIT
1 2 3 4 6 7 8
VIl. [Penunjang kegiatan . |pengajar atau pelatih pada Mengajar/melatih di bidang risalah setiap 2 jam Laporan/Materi 0,4 Semua Jenjang
Perisalah pendidikan dan pelatihan pelatihan
fungsional atau teknis Bidang
Risalah
. |peran serta dalam seminar, 1. |Mengikuti kegiatan
lokakarya, atau konferensi seminar/lokakarya/konferensi terkait bidang
terkait Bidang Risalah risalah,setiap kali, sebagai:
a. |Pemrasaran Materi 3 Semua Jenjang
b. |Moderator/Pembahas/Narasumber Laporan 2 Semua Jenjang
c. |Peserta Laporan 1 Semua Jenjang
2. |Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah
atau delegasi dalam pertemuan nasional atau
a. |Ketua Laporan 1,5 Semua Jenjang
b. |Anggota Laporan 1 Semua Jenjang
. |keanggotaan dalam organisasi Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :
profesi 1 [Pengurus aktif Tahun 1 Semua Jenjang
2 |Anggota aktif Tahun 0,75 Semua Jenjang
keanggotaan dalam Tim Penilai |Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan
Fungsional Perisalah Legislatif
1 |Ketua SK 1 Semua Jenjang
2 |Anggota SK 0,75 Semua Jenjang
. IMemperoleh piagam penghargaan 1. [Tanda jasa/kehormatan satyalancana karya
atau tanda jasa/kehormatan 2. |30 (tiga puluh) tahun Setiap piagam 3 Sermua Jenjang
b. |20 (dua puluh) tahun Setiap piagam Semua Jenjang
c. |10 (sepuluh) tahun Setiap piagam 1 Semua Jenjang
2. |Tanda penghargaan
a. |Regional/internasional Setiap piagam Semua Jenjang
b. |Nasional Setiap piagam Semua Jenjang
c. |Lokal Setiap piagam 1 Semua Jenjang
. |Memperoleh gelar kesarjanaan  |Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan
lainnya bi tu, 3
1 |Sarjana / Diploma IV Setiap ijazah 5 Semua Jenjang




NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGKA PELAKSANA
__(SETIAP) KREDIT
1 2 3 4 6 7 8
Pasca Sarjana (S2) Setiap {jazah 10 Semua Jenjang
Doktor (83) Setiap ijazah 15 Semua Jenjang

0L

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAS! REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

ASMAN ABNUR




IL

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PERISALAH LEGISLATIF DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1) /DIPLOMA IV

NO

UNSUR

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

AHLI PERTAMA

AHLI MUDA AHLI MADYA

m/a /b

Il/c 1m/d IV/a IV/b IV/e

UNSUR UTAMA :
A. PENDIDIKAN

1. Pendidikan

100 100

100 100 100 100 100

2. Diklat

B. PENYUSUNAN RISALAH

C. PENYUSUNAN DOKUMEN
KELENGKAPAN RISALAH RAPAT

D. PENYUSUNAN ANALISIS DAN
ANOTASI HIMPUNAN RISALAH

E. PENGEMBANGAN SISTEM RISALAH
F. PENGEMBANGAN PROFESI

2 80%

80 160 240 360 480

UNSUR PENUNJANG :

KEGIATAN YANG MENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS PERISALAH
LEGISLATIF

< 20%

20 40 60 90 120

JUMLAH

100%

100 150

200 300 400 550 700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PERISALAH LEGISLATIF DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (82)

NO

UNSUR

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

AHLI PERTAMA

AHLI MADYA

m/b

mje

mi/d

IV/a v/b IV/e

UNSUR UTAMA :
A. PENDIDIKAN
1. Pendidikan

150

150

150 150 150 150

2. Diklat
B. PENYUSUNAN RISALAH

C. PENYUSUNAN DOKUMEN
KELENGKAPAN RISALAH RAPAT

D. PENYUSUNAN ANALISIS DAN
ANOTASI HIMPUNAN RISALAH

E. PENGEMBANGAN SISTEM RISALAH
F. PENGEMBANGAN PROFESI

2 B0%

120 200 320

UNSUR PENUNJANG :

KEGIATAN YANG MENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS PERISALAH
LEGISLATIF

s 20%

10

30 50 80 110

JUMLAH

100%

150

200

300 400 550 700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR |
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGEAT
PERISALAH LEGISLATIF DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (83)

JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
NO UNSUR PERSENTASE AHLI MUDA AHLI MADYA
mi/c ijd V/a V/b /e
1 |UNSUR UTAMA -
A. PENDIDIKAN 200 200 200 200 200
1. Pendidikan
2. Diklat
B. PENYUSUNAN RISALAH
C. PENYUSUNAN DOKUMEN
KELENGKAPAN RISALAH RAPAT
D. PENYUSUNAN ANALISIS DAN ANOTASI =H0% - 80 160 280 400
HIMPUNAN RISALAH
E. PENGEMBANGAN SISTEM RISALAH
F. PENGEMBANGAN PROFESI
2 |UNSUR PENUNJANG -
KEGIATAN YANG MENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS PERISALAH < 20% g 20 40 70 100
LEGISLATIF
JUMLAH 100% 200 300 300 550 700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR




LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

bL

GOLONGAN ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN
IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT
RUANG < 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN/LEBIH

Il/a Sarjana (S1)/Diploma IV 100 112 125 137 148
Sarjana (S1)/Diploma IV 150 162 174 186 197

/b Magister (S2) 150 163 177 _ 188 199
Sarjana (S1)/Diploma IV 200 224 247 271 294

Il/c Magister (S2) 200 226 249 273 296
Doktor (S3) 200 228 251 275 298

Sarjana (S1)/Diploma IV 300 322 345 368 391

nr/d Magister (S2) 300 325 347 | 370 393
Doktor (S3) 300 327 349 372 395

Sarjana (S1)/Diploma IV 400 434 468 | 502 536

IV/a Magister (S2) 400 437 471 505 539
Doktor (S3) 400 440 474 508 542

Sarjana (S1)/Diploma IV 550 584 618 | 652 686

IV/b Magister (52) 550 587 621 655 689
Doktor (S3) 550 590 624 658 692

IV/c Sarjana (S1)/Diploma IV s.d Doktor (S3) 700 700 700 | 700 700

\
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR




PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH
LEGISLATIF



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI

JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38

1.

ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) huruf a Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah
Legislatif perlu disusun Pedoman Penyusunan
Formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Perisalah
Legislatif;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri  Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037);

15



Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5258);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan
Fungsional Perisalah Legislatif (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1417);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF.
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh. pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan




BAB I
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia ini adalah sebagai pedoman dalam
penyusunan Formasi JFPL.

Pasal 3 )
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah dan susunan JFPL
sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka
waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian
jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat.

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia ini meliputi:
a. tata cara penyusunan, penghitungan dan penentuan Formasi JFPL;
dan
b. tata cara pengusulan dan penetapan Formasi JFPL.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN, PENGHITUNGAN DAN PENENTUAN
FORMASI JFPL

Pasal 5
(1) Formasi JFPL disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan
dengan menghitung beban kerja organisasi.
(2) Pengangkatan PNS dalam JFPL pada dasarnya disebabkan
lowongnya Formasi jabatan tersebut sesuai jenjang jabatan.
(3) Lowongan Formasi JFPL terjadi apabila ada :
a. perubahan struktur organisasi;
b. kebutuhan formasi jabatan;
c. pejabat PL pindah, berhenti, pensiun, atau meninggal dunia;
dan/atau
d. peningkatan volume beban kerja.

Pasal 6
Penetapan kebutuhan PNS dalam JFPL dihitung berdasarkan beban kerja
yang ditentukan dari indikator antara lain:
a. jumlah Alat Kelengkapan Dewan/Majelis;
b. jumlah rapat;
c. jenis rapat; dan
d. volume waktu rapat.
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Pasal 7
Tata cara penyusunan dan penghitungan Formasi masing-masing
jenjang JFPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 8
Tabel penghitungan Formasi masing-masing jenjang JFPL sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 9
Contoh format penghitungan Formasi JFPL sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini.

BAB IV
TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN FORMASI JFPL

Pasal 10

Tata cara pengusulan dan penetapan Formasi JFPL sebagai berikut:

a. setiap instansi pengusul menyusun Formasi JFPL.

b. PPK instansi pengusul mengajukan usulan Formasi JFPL kepada
menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi dengan tembusan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara dan Pimpinan Instansi Pembina.

c. dalam hal pengajuan usul Formasi JFPL, PPK instansi pengusul
dapat melakukan konsultasi dengan Pimpinan Instansi Pembina
JFPL.

d. berdasarkan tembusan usul Formasi JFPL sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, Pimpinan Instansi Pembina JFPL membuat surat
pertimbangan penetapan Formasi JFPL kepada menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi, sebagai bahan untuk penetapan Formasi JFPL
pada instansi pengusul.

e. Formasi JFPL ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di
bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
berdasarkan usul dari PPK instansi pengusul, setelah
memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan
Pimpinan Instansi Pembina JFPL.

f. menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi menetapkan Formasi JFPL yang
disampaikan kepada PPK instansi pengusul.
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g. PPK instansi pengusul setelah méndsipat penetapan Formasi JFPL
sebagaimana dimaksud dalam huruf f menyampaikan penetapan
Formasi JFPL antara lain kepada:

1.
.8

3
4,

Kepala Badan Kepegawaian Negara;
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran; dan
Pihak yang berkepentingan. ———

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 2018

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR '3
NIP. 196611141997031001 -
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LAMPIRAN I .

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGHITUNGAN FORMASI JFPL

Penyusunan dan penghitungan Formasi masing-masing jenjang PL
pada setiap Alat Kelengkapan Dewan/Majelis di Instansi Pengusul
dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menginventarisir seluruh kegiatan risalah legislatif yang terdiri dari
unsur, sub unsur, dan butir kegiatan masing-masing jenjang
‘jabatan PL, yang dapat dinilai dengan Angka Kredit sebagaimana
tercantum dalam kolom 2, 3, dan 4 Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

2. Menginventarisir nilai Angka Kredit untuk setiap butir kegiatan
masing-masing jenjang jabatan, yang besaran Angka Kredit tersebut
telah sesuai standar Jam Kerja Efektif yang diperlukan untuk
menyelesaikan setiap kegiatan sebagaimana tercantum dalam
kolom 5 Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini.

3. Jam Kerja Efektif sebagaimana dimaksud dalam angka 2,

Kredit Tambahan (AKT) sebanyak 50;
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2) PL Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang

3)

4)

5)

6)

[I1/b dengan Angka Kredit 150, untuk dapat naik jabatan dan

pangkat menjadi PL Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan
ruang IlI/c harus mempunyai Angka Kredit 200, sehingga
diperlukan Angka Kredit Tambahan (AKT) sebanyak 50;

PL Muda, pangkat Penata golongan ruang IlI/c dengan Angka
Kredit 200, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Tingkat
[ golongan ruang Hi/d harus mempunyai Angka Kredit 300,
sehingga diperlukan Angka Kredit Tambahan (AKT) sebanyak
100;

PL Muda, pangkat Penata Tingkat [ golongan ruang III/d
dengan Angka Kredit 300, untuk dapat naik jabatan dan
pangkat menjadi PL Madya, pangkat Pembina golongan ruang
IV/a harus mempunyai Angka Kredit 400, sehingga
diperlukan Angka Kredit Tambahan (AKT) sebanyak 100;

PL Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a dengan
Angka Kredit 400, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina
Tingkat I golongan ruang IV/b harus mempunyai Angka Kredit
550, sehingga diperlukan Angka Kredit Tambahan (AKT)
sebanyak 150;

PL Madya, pangkat Pembina Tingkat [ golongan ruang IV/b
dengan Angka Kredit 550, untuk dapat naik pangkat menjadi
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c harus mempunyai
Angka Kredit 700, sehingga diperlukan Angka Kredit
Tambahan (AKT) sebanyak 150;

. Menetapkan Konstanta (Kt).

Berdasarkan besaran Angka Kredit Tambahan (AKT) untuk
kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka
dapat dihitung Konstanta (Kt} untuk masing-masing jenjang
jabatan yaitu dengan cara, Angka Kredit Tambahan (AKT) untuk
setiap kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat dibagi hasil
perkalian antara standar Jam Kerja Efektif (1250 jam) dengan
masa kerja dalam pangkat 4 tahun, atau dengan formula sebagai

berikut:
Kt = AKT : (1250 x 4)
Keterangan:
Kt - Konstanta masing-masing jenjang jabatan per
jam efektif dalam 1 (satu) tahun.
AKT = Angka Kredit Tambahan untuk setiap kenaikan

jenjang jabatan dan/atau pangkat.
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1250

Jumlah standar Jam Kerja Efektif dalam 1
(satu) tahun.

4 = Jumlah tahun masa kerja dalam pangkat
secara normal untuk Kkenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi, yaitu 4 (empat) tahun.

Dengan demikian penghitungan Konstanta (Kt) untuk PL adalah
sebagai berikut:

1) Konstanta (Kt) PL Pertama, pangkat Penata Muda (III/a)
sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = 50 : (1250 x 4)
= 0,010; (terdapat pada kolom 6 pada Tabel 1 Lampiran II)

2) Konstanta (Kt) PL Muda, pangkat Penata (Il /c) sampai dengan
Penata Tingkat I (III/d) = 100 : (1250 x 4) = 0,020; (terdapat
pada kolom 6 pada Tabel 2 Lampiran II)

3) Konstanta (Kt} PL Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai
dengan Pembina Tingkat I (IV/b) = 150 : (1250 x 4) = 0,030.
(terdapat pada kolom 6 pada Tabel 3 Lampiran 1I)

5. Menghitung Waktu Penyelesaian setiap butir Kegiatan (WPK) adalah
dengan cara membagi Angka Kredit Butir kegiatan (AKB) dengan
Konstanta (Kt} untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan
standar Jam Kerja Efektif (terdapat pada kolom 7 pada Lampiran
II), atau dengan menggunakan formula sebagai berikut:

WPK = AKB:Kt
Keterangan:
WPK = Waktu Penyelesaian setiap butir Kegiatan dalam 1
(satu) tahun;
AKB = Angka Kredit Butir kegiatan masing-masing dalam 1
(satu) tahun;
Kt = Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan

berdasarkan standar Jam Kerja Efektif.

6. Menghitung volume (V) masing-masing kegiatan untuk setiap
jenjang jabatan PL dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan
hasil masing-masing kegiatan berdasarkan pengamatan/
pengalaman dan penghitungan dari instansi. (terdapat pada kolom
8 pada Lampiran II)

7. Menghitung Waktu Penyelesaian Volume (WPV) masing-masing
kegiatan untuk setiap jenjang jabatan PL dengan cara mengalikan
Waktu Penyelesaian setiap butir Kegiatan (WPK) dengan volume (V)
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masing-masing butir kegjatan untuk setiap jenja.ﬁg jabatan PL
(terdapat pada kolom 9 pada Lampiran II), atau dengan formula
sebagai berikut:

WPV = WPKxV
Keterangan:
WPV = Waktu Penyelesaian Volume masing-masing kegiatan
dalam 1 (satu) tahun
WPK = Waktu Penyelesaian setiap butir kegiatan dalam 1
(satu) tahun.
v = Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

. Penentuan Formasi setiap Butir Kegiatan (PFK) (terdapat pada
kolom 10 pada Lampiran II) dengan formula sebagai berikut:

Formasi JFPL =  YWPV: 1250

Keterangan:

Formasi = Jumlah PL masing-masing jenjang jabatan yang

JFPL diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan di
bidang risalah pada Instansi Pusat dan/atau Instansi
Daerah.

SWPV = Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1
(satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan.

1250 = Jumlah standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu)

tahun.

. Penghitungan jumlah Formasi JFPL didasarkan atas penghitungan
Formasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut Formasi JFPL
(Formasi JFPL) memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka tidak
dapat ditetapkan Formasi untuk jabatan PL.

b. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut Formasi JFPL
(Formasi JFPL) memperoleh nilai dibelakang koma 0,50, atau
lebih maka dapat ditetapkan 1 (satu) Formasi untuk jabatan PL

Contoh :

Kegiatan risalah legislatif pada suatu Alat Kelengkapan
Dewan/Majelis dalam setahun adalah sebagai berikut :
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1)

2)

Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan penyusunan
risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah
rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif
dalam 1 (satu) tahun untuk jenjang Pertama adalah 2.454,87.
Maka Formasi JFPL untuk jenjang Pertama adalah :

Formasi l
= Y WPV 2.454.87
JFPL X orang = = 1.96 orang
1.250 1.250

2 orang (pembulatan ke atas)

Jadi jumlah Formasi JFPL untuk jenjang Pertama adalah 2
orang.

Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan penyusunan
risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah
rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah
rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif
dalam 1 (satu) tahun untuk jenjang Muda adalah 1.569,68.
Maka Formasi JFPL untuk jenjang Muda adalah :

Formasi
= WPV 1.569.68
JFPL LWV X orang =

1.250 1.250

= 1.25 orang

1 orang (pembulatan ke bawah)

Jadi jumlah Formasi JFPL untuk jenjang Muda adalah 1
orang.

SEKRETARIS JENDERAL,
INDRA ISKANDAR %
NIP. 196611141997031001 -

85



98

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FOFMASI JABATAN
FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF ‘

TABEL 1

PENGHITUNGAN FORMASI JFPL PERTAMA

&

TAHUN 2018

VOLUME

WAKTU ! WAKTU w 4
ANGRA | PENYELESAIAN | KEGUATAND | pyyvpiesanan | PENENTUAN
Krgprr | KONSTANTA BUTIR DALAM | g JUMLAT
KEGIATAN (SATIY | KEGIATAN FORMAS
" BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN TAHUN %)
No e AR PN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) ‘
(Formasi
(AKR) (Kn) (Wrk) V) | (Wry) JEPL)
o | e 3
a.mn AKB : Kt ! WrPKa Vv 1.250
1 2 3 4 ] 6 7 ] L 9 10
L. Penyusunan Risalah Penyusunan Risalah Mengoordinasikan  kegiatan  penyusunan ||
Rapat Rapat Sementara risalah rapat sementara 0.007 0.010 0.70 o | 0,000 0,000
Melakukan  nventarisasi  hasil  transknp, |
kelengkapan  dan  bahan  rapal  untuk 0.008 0.010 0.80 o | 0,000 0,000
penyusunan risalah mpat sementara |
Memeriksa hasil inventarisasi  baban rapat I
untuk penyusunan risalah rapat sememtan e 0.010 Lo ° 0,000 0,000
Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat
sementura  yang  herbahasa  Indonesia
berdasarkan |
. ﬂl:::; Slau!nmnn risalah rapat paling 0.028 0.010 280 o | 0,000 0.000
0 . || pee———
b. L‘;’;‘;"n prpr Sisalah‘rapet 55} ssropai 0.039 0010 390 0 0,000 0.000
i |
jumish halsman dsalsh eapat (0] 0.048 0.010 480 0 0,000 0.000

sampai dengan 150 halaman
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VOLUME

WAKTU s WAKTU o
b KEGIATAN y PENENTUAN
;:;"')‘G_ KONSTANTA ""”‘;"d_‘r':‘;’“"" DALAM 1 "'“‘?(:_'l'l'."s‘."” JUMLAR
> KEGIAR AN (SATU) KE{." ’.’l‘."' FORMASI
BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN TAHUN ki
NO UNSHIR SUB UNSUR q (Forniasi
BERDASARKAN UNSUR UTAMA) (AKE) (Kt) (WPK) ") WPv) JFPL)
0.010 AKIE < Kt WPKaV oLy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
jumlah balaman nisalah rapat 151
d sumpai dengan 200 halaman 0.058 0.010 5.80 0 0,000 0.000
- - —
. {‘l:l‘;‘:]‘m"'""““ risalah ropat. diatos. 200 0.068 0.010 6.80 0 0,000 0.000
Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat
sementara yang berbahasa asing berdasarkan .
2 {L‘;‘.':: R cisniak Tepel peling. 0.036 0.010 360 0 0.000 0.000
b. L‘:‘“;hn m’umm m:lah rapal 51 sampai 0.046 0.010 460 0 0.000 0.000
jumlah halaman risalah  rapat 0]
& sampai dengun 150 halaman 0.056 0.010 mwS.Hl o 0.000 B 0,000
jumlah  halaman risalah rapat 151
d. sampai dengan 200 hal ; 0.067 0.010 6.70 o 0.000 0,000
i _li:;mlah halaman nisalah rapat diatas 200 0.078 0010 7.80 0 0.000 0.000
Mengolah hasil transkrip menjodi risalah rapat | | | h
scmenlara yang berbahasa daerah berdasarkan |
" {““‘"“ ;;":‘:‘“‘“, rsalali Tapal paling 0.027 0.010 2.70 0 0.000 0,000
N sty somme e TIE 0.010 350 0 0.000 0,000 -
. jumlah halaman risalah rtapat 101
& | ‘sampai dengan 150 halaman 0.046 n.oto 4.60 0 0.000 0,000
jumlzh  halaman  risaloh  rapat 151 s o,
d. sampai dengan 200 halaman 0.055 0.010 5.50 (1] 0,000 .000
e {:"‘h:;'::“"‘"‘“‘ risalsh mpat diatas 200 0.067 0.010 670 0 0,000 0.000
Menelaah dan  menyerahkan nisalah  rapat
sementara kepada penyelenggara rapal untuk 0017 0010 L.70 0 0,000 0,000

dikoreksi
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YOLUME

WAKTU ; WAKTU
o FRLES KEGIATAN | . . | PENENTUAN
“MM”_.»_. KONSTANTA _.szncﬂn AN DALAM |} n._..z;w-“..__,_p_,n_bﬂnb? JUMLAN
KEGIATAN vy KEGIATAN PORMAS)
INSUR SUR UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAR TAHUN * G
NO L i BERDASARKAN UNSUR U'TAMA) (Fornsasi
(AKB) (L] (WPK) ) (WpY) JFPL)
n s wey
ome AKD : Kt , WPK ¥ F
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10
Penyusunan Risalah | Melakukan perbaikan risalah rapat sementara
Rapat terhadap hasil koreksi penvelenggara/pesertn 0.016 0,010 1.60 0 0,000 0,000
rapat untuk menjoadi nsalah rapat
Menyusun  laporan  pelaksanann  lugas
penyusunan risalah rapat yang meliputi;
a bulanan 0018 0.010 1.50 0 0,000 0.000
b. triwulan 0.0s 0.010 L50 0 || 0,000 0,000
L semester 0.019 LLUT T 1.90 0 0,000 0.000
d fahunan 0.017 0.010 L70 0 0,000 0,000
n Pengembangan Pembuatan e- Melakukan pengumpulan dokumen softcopy
Sistem Risalah Risalah yang akan dijadikan sebagai e-Risaloh i R L v B - i
Menginventarisir dokumen soficopy 0.013 0.010 1.30 o | 0,000 0,000
Meclakukan pembuatan e-risalah: |
a. | risaloh rapat sementars 0013 0.010 130 o | 0,000 0.000
b | risaluh rapat resmi 0.017 0.010 170 o I 0,000 0,000
¢. | risalah mpat yang sudah divalidasi 0.017 0.010 L.70 o | 0,000 0,000
d | catatan rapat 0.017 0.010 1.70 0o 0,000 0.000
e laporan singkat 06 0.010 1.60 0 _ 0,000 0,000
f. | himpunan risalah mpat 0.017 0.010 1.70 e | 0,000 0,000
Menyusun  laporan  pelaksanaan  tugas _
pembuatan e-risalah yang meliputi: |
a. bulanan 0.013 0.010 1.30 0 il 0,000 0,000
b | tiwulan 0.013 0010 1.30 0 0.000 0,000
©; semester 0.018 0.010 1.80 L 0,000 0000
d tahunan 0.018 0.010 L8O 0 L 0,000 0.000
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VOLUME

WAKTU WAKTU
_— ML ety KEGIATAN ey PENENTUAN
ARy | KonsTANTA PNt N | mAtamy | PEROSEESEAN | susnan
| VOLUME ;
KECIATAN {BATD) KEGIATAN FORMASS
i UNSUR SUBUNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN 2 TAIUN %) il
- £ BERDASARKAN UNSUR 1I'TAMA) {Formasi
{AKT) (Kt (WPK) ") (WiPY) J¥PL)
3 : , LWpy
0.010 AKB: K WPK 2 ¥ -13#
| 2 3 4 s 6 * ] ° 0
B. | Pembuatan Menelagh kumpulan dokumen softcopy e
Database Risalah risalah 0.014 mn.mn 140 0 0,000 u.uono )
Menginventarisir dokumen softcopy e-risalah 0.014 0.010 1.40 0 0,000 0,000
Membuat sistem database informasi risalah 0.200 0010 20.00 n 0,000 0,000
Mclakukan pemasukan c-risalah ke dalam
latat Sistem Infe Risalah:
a risalah rapat sementara 0011 0.010 L10 [ 0,000 0,000
b risalah rapat resmi 0.011 0.010 L10 0,000 0.000
c risalah rapat vang sudah divalidasi 0.011 0.010 Lo 0,000 0,000
d. calatan rapat 0011 0.010 Li0 0,000 0,000
e laporan singkat 0011 0.010 L10 ] 0,000 0,000
r himpunan risalah rapat 0.018 0.010 1.80 0 0,000 0,000
Menyusun  Japoran  pelaksanaun  tugas
pemuktahiran database risalah yang meliputi:
a bulanan 0.013 0.010 130 ] 0,000 0,000
b. triwulan 0.013 0.0 130 0 0,000 0,000
¢ | semester 0.015 0.010 1.50 n 0,000 0,000
d. tahunan 0.015 0.010 1.50 o 0,000 0,000
C. | Publikasi ¢-Risalah Melakl_aqu pengumpulan e-risalah yang akan 0.010 0.010 1.00 0 0.000 0,000
dipublikasikan
Menginventansir  e-risalah  yang  akan
dipublikasikan 0010 D010 1.00 0 0,000 0,000
Menclaah dan n}cmi_nla persetujian e-risalah 0.010 0.010 00 o 0.000 0,000
yang akan dipublikasikan
Melakukan  publikasi  dalam  jaringan
mtranct/
a risalah rapat sementara 0.010 0010 1.00 0 0,000 0,000
b. risalah rapat resmi 0.010 n.om L.00 0 0,000 0,000
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VOLUMFE

KETERANGAN :

")

WAKTU ; WAKTU .
ANGKA : PENVELESAIAN | REGIATAN || vpiesaian | PENENTUAN
- . KONSTANTA DALAM | : JUMLAN
KREDIT BUTIR : VOLUME b
KEGIATAN SATH) KEGIATAN FORMASI
P SUBLINSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN TAIUN *) g
NO 1NSI C . BERDASARKAN UNSUR UTAMA) (Formasi
(AKH) (K1) (WPK) V) (Wry) JFPL)
e i T Wey
0.010 AKB: Kt | WPKx ¥ e
| 2 3 4 H] 6 ? 8 I 9 n
[ risalah rapat yang sudah divalidasi 0010 0.010 1.00 0 0,000 0,000
d calatan rapal 0.010 0.010 Lo 0 0.000 0,000
e laporan singkat 0.010 0.010 100 0.000 0,000
[ himpunan risalah rapat 001 0.010 1.00 0.000 0,000
Menyusun laporan pelaksanaan tugas publikasi
e-risalah dalam jaringan intranct/intemet  yang
meliputi:
a bulanan 001 0.010 1.10 1] i 0,000 0.000
b. triwulan 0.010 0.010 100 0 0,000 0,000
c. | semester 0.022 0.010 220 o | 0,000 0,000
|
d. tahunan 0.022 0.010 2.20 0 0,000 0,000
JUMLAN | 0,000
Lwev | 0,000 "
1.250 1.250
0 Perisalah
I ilatan Legistatif
Pertamn

Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.
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TABEL 2
PENGHITUNGAN FORMASI JFPL MUDA

VOLUME
WAKTU WAKTU
- i ¥ o KEGIATAN Fark e PENENTUAN
ANGKA | wonstanta | PEAYELEMIAN | Cpapamy | PERVRLESSAN | sumean
KEGIATAN e, KEGIATAN FORMASI
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTURKAN TANUN* ' :
e E. BERDASARKAN UNSUR UTAMA) "
(Formasi
(AKE) (Ky) (WPK) vy (WPY) AFPL)
0.020 AKR : Kt WPK ¥ 5—%‘%
1 2 3 4 5 6 L 1 8 92 10
i Penyusunan Risalah Validasi Risalah Merencanakan pembuatan validasi risalah
Ranat Rapat p— 0.021 0.020 105 0 0,000 0,000
Memeriksa kelengkapan validasi risalah rapat 0.031 0.020 1.55 0 0,000 0,000
Melakukan validasi risalah rapat 0.034 0.020 1.70 n 0,000 0,000
Menclaah dan menyerahkan risalah rapal yang
sudah divalidasi kcpada
pengguna/penyelenggan rapat untuk 0.023 0.020 LIS o 0,000 0,000
Membuat klasifikasi sederhana validasi risnlah
rapal berdasarkan:
a. risalah rapal sementara 0.023 0.020 LIS 0,000 0,000
b, risalah rapat resimi 0.022 0.020 L0 0,000 0,000
Membuat klasitikasi sederhana validasi risalah
tapat berdasarkan pokok pembahasan 0.022 0.020 110 0 0,000 0,000
Menyusun laporan pelaksanaan tugas validasi
nisalah rapat yang meliputi:
a bulanan 0,026 0.020 1.30 0 0,000 0,000
b triwulan 0.027 0,020 135 0 0,000 0,000
c. seinester 0.030 0020 1.50 0 0,000 0,000
d. tahunan 0.030 0.020 L.50 0 0,000 0,000
Il | Penyusunan Penyusunan Catatan | pjenyusun catatan rapat berbahasa Indonesia
Dokumen Rapat berdasarkan lamanya waku rapal.
Kelengkapan
Risalah Rapat A kurang dari | jam 0.037 0.020 1.BS 0 0,000 0,000
b. | sampai kurang dari 2 jam 0.057 0020 185 0 0,000 0.000
2 sampai kurang dari 3 jam 0.080 0.020 4,00 0 0,000 0,000
3 sampai kurang dari 4 jam 0.094 0.020 4.70 0 0,000 0,000
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YOLUME

WAKTU WAKTU
ANGKA ¢ PENYELESAIAN | REGIATAN 1 v ELESAIAN
KREDNS KONSTANTA BT DALAM 1 VOLOME
KEGIATAN SEATEY KEGIATAN FLIAN
NSUR R NSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN TANUN » 8
NO UNS . BERDASARKAN UNSUR UTAMA) (Farmiasi
(AKB) (Kt) (WPK) vy (WIrv) JFPL)
A = 2 Y WPy
0.020 AKE Kt WPK x V —-—ﬂum
1 2 3 4 ] 6 7 8 9 10
¢ 4 sampai kurang duri 5 jam 01y 0.020 595 0 0,000 0,000
I 5 jam lebih 0.140 0.020 7.00 0 0,000 0,000
Menyusun catatan rapat berbahasa asing
berdasarkan lamanya wakiu rapal:
a | kurangdari | jam 0.050 0.020 2.50 o | 0,000 0,000
b | 1 sampai kurang dari 2 jam 0.075 0.020 375 o | 0,000 0.000
& 2 sampai kurang dari 3 jam 0.09% 0.020 450 0 r 0,000 0,1KI0
d. | 3 sompai kurang dari 4 jam 0.110 0.020 5.50 0 0,000 0,000
€& 4 sompai kurang dari 5 jam 0.130 0.020 6.50 0 0,000 0,000
[ 5 jam lebih 0.150 0.020 7.50 n 0,000 0,000
Menyusun catatan rapat berbahasa dacrah
berdasarkan lamanya wakiu rapat:
a | kurangdari | jam 0,053 0.020 2.65 0 0,000 0.000
b. | sampai karang dari 2 jam 0.080 0.020 4.00 LU 0.000 0,000
(X 2 sampai kurang dari 3 jam LAT 0.020 545 0 ! 0,000 0,000
d. 3 sampai kurang dari 4 jam 0.123 0.020 615 o i 0,000 0,000
¢. | 4 sampai kurang dari 5 jam 0.143 0,020 7.15 0 0,000 0,000
. | 5jam kcbih 0.163 0.020 .15 0o | 0,000 0,000
Menyusun laporan pelaksanaan tugas
pembuatan catatan rapat yang meliputi: ‘
a2 | bulanan 0.027 0.020 135 o | 0,000 0,000
b. | triwulan 0,027 0.020 1.35 [ 0,000 0,000
semester 0.034 0.020 170 0| 0.000 0,000
Lahunan 0.035 0.020 LTS 0 0,000 0,000
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VOLUME

WAKTU iy WAKTU . .
ANGKA e pENVELESALAN | REGIATAN | ppyvppsaan | TERERTUAR
KREDIT ONSTANTA BUTIR l!.«l.l‘.-\- 11 VOLUME JUMLAN
KEGIATAN (SATH) KEGIATAN FORMAS1
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (IMTENTUKAN TAHUN* r
X ; BERDASARKAN UNSUR UTAMA) (Formasi
(AKB) (Kiy (WIPK) ¥) (WPY) JFrL)
N y TWEY
0020 AKE: Kt WPK 1V 7150
I 2 3 4 s 6 7 8 b 10
B. | Penyusunan Laporan | Menyusun laporan singkat berbahasa
Singkat Indonesia, berdasarkan lamanya waktu eapat:

a. kurang dari | jam 0.018 0.020 090 0 0,000 0,000
b. I sampai kurang dari 2 jum 0.033 0.020 L65 [ 0,000 0,000
c 2 sampai kurang dari 3 jam 0.058 .oz 2.90 U] 0.000 0,000
d 3 sampai kurang dari 4 jam 0.073 0,020 3.65 1] 0,000 0,000
e 4 sumpai kurang dari 5 jam 0.102 0.020 5.10 0 0.000 0,000
f 5 jam lebih 0.118 0.020 5.90 0 0.000 0,000
Menyusun laporan singkat herhahasa asmg,
berdasarkan lamanya waktu rapat:
a. | kurang dari | jam 0.033 0.020 1.65 0 0,000 0,000
b | sumpai kurang dari 2 jam 0.055 0.020 275 0 0.000 0,000
¢. | 2sampai kurang dari 3 jam 0.070 0.020 3.50 0 0,000 0.000
d. 3 sampai karang dari 4 jam 0.100 0.020 500 0 0,006 0,000
e 4 sampai kurang dan 5 jam 0.120 0.020 6.00 0 0,000 0,000
f 5 jam lebih 0.144 0.020 7.20 0 0,000 0,000
Menyusun laporan singkat berbahasa daerah,
berdasarkan lamanya waktu rapat:
a. | kurang dari 1 jam 0.040 0.020 2.00 0 0,000 0,000
b 1 sampai kurang dari 2 jam 0.058 0.020 2.90 0 0,000 0,000
¢ | 2 sampai kurang dan 3 jam 0.070 0.020 3.50 0 0,000 0,000
d. | 3 sanpai Kurang dari 4 jam 0.095 0.020 475 L 0,000 0,000
c. | 4 sampai kurang dari § jam 0115 0.020 %15 0 0,000 0.000
i 5 jam lebih 0.148 0.020 7.40 0 0,000 0.000
Menyusun laporan pelaksanuan tugas

pembuatan faporan singkat yang meliputi;




VOLUME

WAKTU ; WAKTU
4 : KEGIATAN . x PENENTUAN
Sheny | KONSTANTA i el W7 FROELAIS. | Ly
CEGIAT NTIUK KEGIATAN BSAT KEGIATAN FORMAS!
INSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN TAHUN * L
NO L ; BERDASARKAN UNSUR UTAMA) (Formesi
(AKB) (K1) (WPK) v) (WPY) JFPL)
n—_— i rwry
0.020 AKE : Kt Wika v TI%
1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 0
a. | bulanan 0.026 0.020 1.30 1] [ 0,000 0,000
b. triwulan 0.026 0.020 1.30 0 0,000 0,000
< semesler 0.039 0.020 195 0 | 0.000 0,000
d tahunan 0.038 0.020 1.90 0 | 0,000 0,000
Penyusunan -
. : Merencanakan penyusunan buku himpunan
'l-{hmpunan Risalah risalah dalarm sat pokok pembahasan 0.095 0.020 4.75 ] | 0,000 0,000
I B i b Ll S e Ay e T T I | TS P |
Mengelompokkan risalah mpat Resmi ke
dalam salu pokok pombahasan 609 0.020 480 0 0.000 0,000
Menyvusun daftar urt risalah rapat resmi dari |
kelompok risalah rapat berdasarkan wakiu 0.033 0.020 1.65 0 0,000 0,000
kegiatan |
Menyusun buku himpunan risalah rapat 0.098 0.020 490 o0 0,000 0,000
Menyusun laporan pelaksanaan tugas ]
pembuatan himpunan risalah rapat yang,
meliputi: j
a. | bulanan 0.025 0.020 125 L 0,000 0.000
b | triwulan 0.025 0.020 1.25 o | 0,000 0,000
¢ | semester 0.035 0.020 175 o | 0,000 0,000
d tahunan ) 0.0_54 0.020 L.70 0 | 0,000 0,000
iii”| Pengembangan Pembuatan Datahase | Melakukan pemasukan c-risalah ke dalam |
Sistent Risalah Risulsh database Sistem Informasi Risalah, {
a | risalah rapat semerttara 0.011 0.020 0.55 [ 0,000 0,000
b. | risalah rapat resmi 0.011 0.020 055 | 0,000 0,000
¢ risalah rapat yang sudah divalidasi 0.011 0.020 0.58 0 I 0,000 0,000
d | catatan rapat o011 0.020 0.55 [ 0.000 0,000
¢ | taporan singkat 0011 0.020 0.55 | 0.000 1,000
f himpunan risalah rapal 0.018 0.020 0.90 ] I 0,000 0000




g6

VOLUME

WARTE WARTU
- ” drgdod KEGIATAN Tl i . PENENTUARN
ANGKA | konsTANTA | PENYELESAAN | “papamy | PEORLESSIAN | sumian
‘ KEGIATAN [SAT) KEGIATAN FURNNS
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN 4 TANUN * &
3 i = BERDASARKAN UNSUR UTAMA) (Formasi
{AKB) (K1) (WI'k) V) {WrYy) JFPL)
s o rwey
0.020 AKB : Kt WPK « ) 7:,:_%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Menyusun laporan pelaksanaan tugas
pemuktahiran database risalah yang meliputi.
a bulanan 0.013 0.020 0.65 0 0,000 1,000
b, triwulan 0.013 0.020 0.65 L] 0,000 0,000
¢ | semester 0.015 0.020 0.75 0 0.000 0000 |
d. tahunan 0.015 0.020 0.5 0 0,000 0,000
Publikasi c-Risalah Melakukan pengumpulan e-risalah yang akan
dipublikasikan 0010 0.020 0.50 0 0,000 0,000
Menginventarisir ¢-risalah yang akun
dipublikasikan 0010 0,020 0.50 0 0,006 0,000
Menclash dan meminta persctujuan e-risalah 0.010 0.020 0.50 o 0,000 0,000
yang akan dipublikasikan
Meclakukan publikas: dalam jaringan -
intranel/imternet.
“a | risatah rapat sementara 0.010 0.020 0.50 o 0,000 0.000
b. risalah rapal resmi 0.010 0.020 0.50 o 0,000 0,000
¢ | risalah rapot yang sudah divalidasi 0.010 0.020 0.50 [ 0,000 0,000
d. catatan rapat 0.010 0.020 0.50 0 0,000 0,000
. laporan singkat LX) 0.020 0.50 0 0.000 0,000
f. himpunan risalah rapat 0.010 0.020 0.50 0 0.000 0,000
Menyusun laporan pelaksanaan tugas publikasi
e-risalah dalam jarmgan intranet/intemel  yang
melipuli:
a. bulanan 0011 0.020 055 0.000 0,000
b, trisvulan 0.010 0.020 050 0,000 0,000
C semesier 0.022 0.020 Lo 0 0,000 0,000




e VOLUMY.
WAKTU b WAKTU .
ANGKA ! PENYELESAIAN | BEGIATAN | vmLesaan | PENENTUAN
y KONSTANTA DALAM | - » TUMLAT
KREDIT BUTIR 3 VOLUME
KEGIATAN (SATIH KEGIATAN FORMASI
- SUB UNSUR AUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN » : TAHUN = 4y
NG b Lt : BERDASARKAN UNSUR U'TAMA) (Formasi
(AKI (Kt (WPK) ™ (WPY) JFrL)
o i o WPy
0.020 AKR : Kt WPK ¥ Ly
) 2 3 4 5 6 7 s | 9 10
tahunan 0.022 0,020 L10 0 0,000 0,000
JUMLANI 0,000
ey 0000 .
1.250 1.250
0 Perisalah
Fembulatan Legislatif
Muda

KETERANGAN :

*} Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.
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TABEL 3

PENGHITUNGAN FORMASI JFPL MADYA

YOLUME

WAKTU _ WAKTU
; ; . | KEGIATAN " : PENENTUAN
ANGRA | xonsTanta | PENYELESUAN | “papamy | PERVELESSIAN | jumiLan
KEGIATAN (SATL) KEGIATAN FORMASL
2 UNSLR SUIL LINSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN TAHUN*
NG e " BERDASARKAN UNSUIL UTAMA) Wikiad
(AKI) (K1) (WPK) V) (WPY) J¥FPL)
0.030 AKB : Kt WP x ¥ ‘—ﬁ%
1 2 3 4 5 6 7 % 9 n
] ::;ya‘:sunnn Risalah g;:;l‘iﬁkaﬁl Risalah Melaksanakan otentifikast risalah rapat 0.052 0.030 1.73 0 0,000 0,000
Melaksanakan otentifikasi risalah rapat per
pokok bahasan 0.052 0.030 173 0 0,000 0,000
i1 | Penyusunan Penyusunan Calatan | Menyusun catatan rapat berbahasa Indonesia 7
Dokumen Rapat berdasarkan lamanya waktn rapat’
Kelengkapan
Risalah Rapat a kurang dari | yam 0.037 0.030 1.23 o 0,000 0,000
b. 1 sampai kurang dari 2 jam 0.057 0.030 1.90 0 0,000 0,000
e 2 sampai kurang dari 3 jam 0.080 0.030 2.67 0 0,000 0,000
d, 3 sampai kurang dari 4 jam 0.094 0.030 313 0 0,000 0,000
c 4 sumpar kurang dari 5 jam 0.119 0.030 3.97 0 0,000 0.000
[# 5 jam lebih 0.140 0.030 4.67 0 0,000 0.000
Menyusun catalan rapat berbahasa asing
berdasarkan lamanya wakio rapat.
a | kurang dari I jam ' 0.050 0.030 1.67 0 0,000 0,000
b, I sampati kurang dari 2 jam 0.075 0.030 .50 0 0,000 01,000
2 sampai kurang dari 3 jam 0.090 0.030 .00 0 0,000 0.000
d 3 sampai kurang dari 4 jam 0.110 0.030 3.67 ] 0,000 0,000
e 4 sampai kurang dari 5 jam 0.130 0.030 433 0 0,000 0,000
f, 5 jum lebih 0.150 0.030 500 0 0,000 0.000

Menyusun catatan rapal berbahasa daerah
berdasarkan lamanva waktu rapat:




86

VOLUME

WAKTU WAKTU
. . KEGIATAN | ok PENENTUAN
incoa | woremana | PEMYSLEAWAN | Tgayani M ool T
3 E :
KEGIATAN (SATU) KEGIATAN FORMASI
: ekt St BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN 2 TAMUN G
NO UNHUR } BERDASARKAN UNSUR UTAMA} (Formnsi
(AK) (Kt) (WPK) vy (WPY) IFPL)
: o
a0 AKB: Kt WKtV —IE’;&‘-
1 3 3 4 5 6 7 8 9 10
u kurang dani | jam 0.053 0030 1.77 0 0,000 0,000
b | sampai kurang dari 2 jam 0.080 0.030 2,67 0 0,000 (L000
[ 2 sumpai kurang dari 3 jam 0.109 0.030 363 0 0,000 0,000
d | 3 sempai kurang dart 4 jam 0.123 0.030 410 0 0,000 0000 |
[} 4 sampai kurang dari 5 jam 0.143 0.030 4.7m 0 0,000 0,000
3 5 jam lehih 0163 0.030 543 0 ] 0,000 0,000
Menyusun laporan pelaksanaan tugas |
pembuatan catatan rapat yang meliputi: ‘
a, bulanan 0.027 0.030 0.90 0 | 0,000 0.000
b, | wriwulan 0.027 0.030 0.90 o 0,000 0,000
¢ | scmester 0.034 0.030 113 0 0,000 0,000
d tahunan 0.035 0.030 .17 0 0,000 0.000
Pemyusunan Laporan | Menyusun laporan singkal berbahasa |
Singkat Indonesia, berdasarkan lamanya waktu rapat: | _
a | kurangdari 1 jam 0.018 0,030 0.60 0o 0,000 0,000
b. | sampai kurang dan 2 jam 0.033 0.030 LD ] L 0,000 0,000
. | 2sampai kurang dari 3 jam 0.058 0.030 1.93 o 0,000 0,000
d | 3sampai kurang dari 4 jam 0.073 0.030 243 0 0,000 0,000
¢ | 4 sampar kurang dari 5 jam 0102 0.030 340 o | 0,000 0.000
£ | 5 jam lebih 0118 0,030 393 0o 0,000 0,000
| I - B -
Menyusun laporan singkat berbahash asing,
berdasarkan lamanya wahiu rapat.
a. | kurang dari I jam 0.033 0,030 10 o | 0,000 0.000
b | 1 sampai kurang dari 2 jam 0.055 0.030 183 o | 0,000 0,000




YOLUME

WAKTU e : WARTU
- fa- o . KEGIATAN , PENENTUAN
KRenn | wonsTanta | PENVELESAMN | Cppamn | ) gl BT
i KEGIATAN ASAT KEGIATAN FORMASL
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (MNTENTUKAN Z TANUN * :
i P & BERDASARKAN UINSUR UTAMA) (Formasi
(AKB) (K1) (WI'K) ) AWPY) JEPrL)
e = T wWrey
0.030 AKB : Kt WPKay i2s5
1 2 3 4 5 3 7 ] o 10
c 2 sampai kurang dari 3 jam 0.070 0.030 233 0 0,000 0,000
d 3 sampai kurang dart 4 jam 0.100 0.030 3.33 0 0,000 0,000
e 4 sampai kurang dari S jam 0.120 0.030 4.00 0 0,000 0,000
r 5 jam lebih ) 0,144 0.030 4.80 0 0,000 0,000
Menyusun laporan singkat berbahasa dacrah,
berdasarkan lamanya waktu rapat
o kurang dari | jam 0.040 0030 1.33 tI 0,000 {1,000
b. [ 1 sampai kurang dari 2 jam 0.058 0.030 1.93 0 0.000 0,000
c 2 sampai kurang dari 3 jam 007 0.030 2.33 n 0.000 0,000
d_ 3 sampai kfg@jlg_:._lﬁiﬂ:l jam 0.095 0.030 317 0 0,000 0,000
e 4 sampai karang dart S jam 0115 0.030 3183 0 0.000 0000
f 5 jam lebih 0.148 0.030 493 L] 0,000 0,000
Menyusun laporan pelaksanaan jugas
pembuatan laporan singkat yang meliputi:
a bulanan 0.026 0.030 0.87 0 0,000 0,000
b trivlan 0.026 0.030 0.87 1 0.000 0,000
. semester 0.039 0.030 1.30 ] 0,000 0,000
d. tahumnan 0.038 0030 1.27 0 0,000 0,000
C. | Penyusunan Merencanakan penyusunan buku himpunan
Himpunan Risalah risalah dalam satu pokok pembahasan 0.095 0.030 37 0 0,000 0,000
Rapal
Mengelompokkan risalah rapat Kesmi ke
et auiy ekt soabhiws 0,096 n.030 320 0 0,000 0,000
Menyusun daflar urut risalah rapat resmi dari
kelompok risalah rapat berdasarkan wakiu 0.033 0.030 110 0 0,000 0,000
kegintan
Menyusun buku himpunan nisalah rapat 0.098 0.030 n ] 0,000 0,000




001

YOLUME

WAKTU rhpis WAKRTU
o - KEGIATAN . : PENENTUAN
SREeer | WomTanea | FEYRLSAMN | Tpaiami | PRVELESAMKN | T usman
KEGIATAN (BATY) KEGIATAN FORMASI
N UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (MTENTUKAN = TAHUN * %
o # N = BERDASARKAN UNSUR UTAMA) (Farmasi
(AKH) (LU (WPK) vy Wy J¥rL)
o " TWPY
0030 AKB : K1 WPKa ¥ 1250
] 2 3 4 5 6 T L] 9 1]
Menyusun laporan pelaksanaan tugas
pembuatan himpunan nisalah rapat yang
melipuli:
8, bulanan 0.025 0.030 0.83 0 0,000 0,000
b. trnwulan 0.025 0.030 0.83 0 0,000 0.000
¢ | semester 0.035 0.030 117 0 0,000 0,000
d tahunan 0.034 0.030 1.13 1] 0,000 0,000
11l | Penyusunan 2 Lokt
i A | Pen Analisis | Merencanakan
Analisis dan # A i o d 0.145 0.030 4.83 0 0,000 X
Anotasi Himpunan Ellﬂl'llﬂlﬂ Risalah risalah rapat 4 0,000
Risalah Rapat upat
Membuat analisis himpunan risalah rapat 0.476 0.030 1537 0 0,000 0,000
Menyusun laporan pelaksansan wigas
pembuatan himpunan risalah rupal yang
meliputi:
n bulanan 0.038 0.030 127 n 0,000 0,000
b. | triwulan 0.038 0.030 127 0 0,000 0,000
c semester 0.053 0.030 L7 0 0,000 0,000
d. | tahunan 0,053 0030 177 0 0,000 0,000 .
B | Penyusunan Anotasi Merencanakan pembuatan anotasi himpunan
Himpunan Risalah risalah mpat 0157 0.030 a3 R Gnp ey
Rapat L .
Membuat anotasi himpunan risalah rapat 0.600 0.030 20,00 o 0.000 0,000
C. | Validasi Anotasi Membuat validasi anatasi himpunan risalah Vi 105 2093 0 0.000 2,000

Himpunan Risalah
Rapat

rapat
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YOLUME

WAKTU oA WAKTU
. i3l REGIATAN o PENENTUAN
AnGKRA | monsTanTa | PENVELESAIAN | Cparam 1 PR A | ™ (et 5
é oo : (SATU) 4 & FORMASI
BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN REGIATAN NS ERGIATAN )
NO UNSUR SUB UNSUR sm bl FAHDN
BERDASARKAN UNSUR UTAMA) (Formasi
(AKB) (K1) (WPK) (\3] (WPY) JFPL)
(] AKE: Kt WPKx v 350
1 2 3 4 s 6 7 L] L 10
IV, | Pengembangan Pembuatan e-Risalah | Melakukan pembuatan c-risalah
Sister Risalah
a analisis himpunan risalah rapat 0.090 0.030 3.00 0 0,000 0,000
b anotasi himpunan risalah rapat 0.608 0.030 20.27 0 0,000 0,000
Pembuatan Database | Melakukan pemasukan e-risalah ke dalam
Risalah dalabase Sistem Informasi Risalah.
a analisis himpunan risalah rapat 0.053 0.030 L77 0 0,000 0,000
b. | anotasi himpunan nsalah apat 0.053 0,030 177 0 0,000 0,000
Publikasi e-Risalah Melakukan publikasi dalam jaringan
intranct/internet:
a analisis himpunan risalah rapat 0.030 0.030 1L.00 0,000 0,000
b. anolasi himpunan nisalah rapat 0.090 0.030 3.00 0 0,000 0,000
Pengkajian dan Melakukan keginlan pengkajian sisiem, yang
Pengembangan meliputi:
Sistem ;
a Sistem penyusunan risalah mpat 0.445 0.030 14.83 0 0,000 0,000
b. Sisten pembuatan validasi risalab 0.445 0.030 14.83 n 0.000 0,000
c Sistem pembuatan calatan rapat 0.445 0.030 14.83 0 0.000 0.000
Sistem pembuatan laporan singkat 0.445 0.030 14.83 1 0,000 0,000
w | SIS risalah 0.445 0.030 1483 0 0.000 0.000
r Sistem pembuatan analisis himpunan 0445 0.030 14.83 0 0.000 0,000
risalah rapat o B
" Sistem pembuatan anotasi himpunan 0.445 0.030 14.83 0 1,000 0,000

risalah rapat




YOLUME

WAKTU WAKTU '
ANGKA | oo | PENVELESAAN | KEGIATAN | pppvpipsaan | PENENTUAN
KREMT BUTIR VOLUME JUMLAN
o (SATU) s FORMASI
i ) KEGIATAN i KEGIATAN
BUTIR KEGIA TAN (DITENTUKAN TAHUN
N o i SURUNSUR BERDASARKAN UNSUR UTAMA) (e
(AKB) (K (WPK) ) (WPv) AFPL)
— b\
0.030 AKB : Kt WPKxV )
1 2 3 4 s & ? R 9 10
Melakukan kegiatan pengembangan sistem 1.046 0030 3487 0 0.000 0L.000
JUMLAH 0,000
LWPY 0,000 i
1.250 1.250
. 0 Perisalah
Pembulatan Legistatif
Madya
KETERANGAN : ‘ .
*)  Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

SEKRETARIS JENDERAL,

w

INDRA ISKANDAR

s

%

NIP. 196611141997031001 ~




LAMPIRAN 111
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR . TAHUN 2018

€01

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

CONTOH PENGHITUNGAN FORMASI JFPL PERTAMA

2 YVOLUME 7
WAKTE WAKTU " 2
ANGKA wonsTANTA | PENVELESATAN Ry | penveLESAIAN ke
KREDIT ¥ . BUTIR i VOLUME hay
KEGIATAN {HATU) KEGIATAN FORMASI
NO UNSUR SUR UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN TANUN **)
e o : BERDASARKAN UNSUR UTAMA)®) .
(Formasi
(AKB) (K1) (WPK) %) (WPV) I¥PLY
. 0 - » )k 2 4
0.010 AKD : Kt WPK Y Ml.zsn
1 2 3 4 H 6 7 B 9 10
I Penyusunan Risalah Penyusunan Risalah | Mengoordinasikan kegiatan penyusunan
Rapat Rapit Sementara rlsslafy repet ek 0.007 0.010 0.70 s 3.50 000
Melakukan invenlarisasi hasil transkrip,
kelengkapan dan bahan rapat untuk 0.008 0.010 0.80 100 B0.00 006
penvusunan risalah rapat sementara
Memeriksa hasil inventarisasi bahan rapal P
untuk penyusunan risalah rapat sementara woay s.mo i Iow .00 b
Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat
yang herhahasa Ind i
berdasarkan :
n _!nmlnh halaman risalab. raput paling 0.028 0.010 2.80 12 33.60 .
) g 50 halaman s c N
jumilah halaman risalah rapat 51 sampai 0.010 190 12 124.80 o
k. dengan 100 halaman i i :
Jjumiah halaman risalah rapat 101
c sampai desigan 150 holaman 0.048 0.010 4.80 30 144.00 0z




¥01

WARTU

VOLUME

WARTU

n LESA KEGIATAN > PENENTUAN
::S;I‘Ar KONSTANTA mmm AN DALAM I "'.'NJ ;::;"EM N JUMEAN
KEGIATAN (SA1th KEGIATAN FORMASI
i P SO UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN TAHUN ) —_—_—
i BERDASARKAN UNSUR UTAMA)* = (Form
- a (AKD) (K1) (WPK) ") (WPv) IFPL)
0.016 K g LWPY
AKB : Kt WPKV T35
1 2 3 4 L] & v L 9 1
!
Jumilah halaman risalah rapat 151 ; |
& sampai dengan 200 halaman 0.058 0.010 580 & [ 34.80 0.03
Jumiah halaman risalah rapat diatas 200
% | Wataman 0.068 0.010 6.80 0 0.00 0.00
Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat
scmentara yang berbahasa asing berdasarkan . |
Jumlah halaman risalah rapat paling |
* | kurang 50 hataman o i 3.60 : 7.20 ot
Jjumlah halaman risalah rapat 51 sampai |T
h' dengan 100 halaman s sa10 o 1 | 920 0.0
Jumlah halaman risalah rapat 104
€ sampai 150 hal 0.056 0010 £.60 i ‘ 5.60 000
Jumiah halaman risalah rapat 151 ||
d ot 0.067 0.010 670 0 |L 0.00 00
jumlah halaman risalah rapat diatas 200
& hislisoan 0.078 0.010 7.80 0 l Jn neo
Mengolah hasil transkrip menjadi nisalah rapat |
sementara yang berbahasa dacrah berdasarkan . |
jumlal halaman risnlah rapat paling il
& kurang S0 halaman o.027 o.010 7 0 0.00 000
jumlah halaman risalah rapat S| sampai f :
b. dengan 100 balaman 0.035 0.010 1.50 ‘ 0.00 ono
jumlah halaman risalah rapat 101 T
© | sampai dengan 150 halaman 0846 0.010 460 o ! 0.00 .00
jumlah halaman risalah rapat 151
4 sampai dengan 200 halaman 2958 0.010 S50 o { .00 b
Jumlah halaman risalah rapat diatas 200 :
e |1 sn 0.067 0.010 670 [ L ............. o00 0.00
Menelaah dan menyerahkan risalah rapat
sementara kepada penyelenggara rapal untuk 0.017 0.010 LT 160 170.00 (AP

dikoreksi




S0l

VOLUME

TU AT AKTU
" ; BUTIR KEGIATAN (DITENTHKAN KT TFI::":[:*) BEGIATAN e
NO LSt BUBUNSUR BERDASARKAN UNSUR UTAMA)*) y ; ) ) : {Formsi
(AKB) (Kt) (WPK) V) (Wry) IFPL)
0010 AKB: Kt WPK sV —;‘JE_%
1 2 3 4 ] 6 7 8 9 10
B. | Penyusunan Risalah | Melakukan perbaikan risalah rapal sementara
Rapat terhadap hasil koreksi penyelenggara/pescrta 0.016 0.010 1.60 50 80.00 0.06

rapat untuk menjadi risalah r

Menyusun laporan pelaksanaan gas

penyusunan risalaly rapat yang meliputi:

a bulanan 0.015 0.010 1.50 12 18.00 0o

b. riwulan 0,015 0.010 1.50 4 6.00 0,00

c semester 0019 0.010 1.90 2 380 0.00

d. tohunan 0.017 0.010 1.70 1 1.70 0.00
. ?::5?&:2%:: 5 mﬁﬁ"" - mﬁﬁmdﬁfmmdfk:m:;w 0.013 0.010 130 s 6.50 ann

Menginventarisir dokumen softcopy 0013 n.o1o 1.30 100 130.00 0,10

Melakukan pembuatan e-risalah:

a | risulah rapat sementara 0.013 0.010 130 ) IOIJ 130.00 win

bh. risalah rapat resmi 0.017 0.010 170 100 170.00 ni4

[ risalah rapat vang sudah divalidasi 0.017 0.010 179 100 170,00 0.14

d. calatan rapat 0017 0.010 1.70 100 170.00 nid4

¢ | taporun singkat 0.016 0.010 160 w o 160.00 03

[ himpunan risalah rapat 0.017 0.010 L7 4 6.80 o1

Menyusun laporan pelaksanaan tugns

pembuatan c-risalah yang meliputi:

a bulanun 0.013 0.010 130 12 15.60 001

b triwulan 0.013 0.010 130 4 520 0.00

[ semester 0.018 0.010 1.80 2 3.60 000
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WAKTU

VOLUME

WAKTU

- ; Y REGIATAN ioypl PENENTUAN
ANGKA KONSTANTA | PENYELESAIAN DALAM 3 PENYELESAIAN JORTEAN
KREDIT BUTIR YOLUME 5
- KEGIATAN fBATY) KEGIATAN FORMASI
INSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (MITENTUKAN TAIUN *4) GIATAD
NO UNSt HERDASARKAN UNSUR UTAMA)*) (Formasi
(AKB) (k) WPrk) (R3] (WPY) J¥PL)
" . WPy
0010 AKB : Kt WPK ¥ )
1 2 3 4 5 6 7 ] L] 19
d. | tahunan 0.018 0.010 1.80 1 1.80 000
Pembuatan Datab Menclaah k lan dok: sollcopy e- i |
Risalah risalah 0.014 0.010 140 100 140.00 o
Menginventarisir dokumen softcopy e-fisalah 0.014 0.010 1.40 100 } 140.00 0
Membuat sistem database inf risalah 0.200 0.010 20.00 i { 20.00 00
Melakukan pemasukan e-risalah ke dalam [
database Sistem Informasi Risalah:
& nisalah rapat sementara 0.011 0ol L1 20 22.00 nao2
b | risalah rapat resmi 0.011 0.010 110 0 22,00 a2
c. risafah rapat yang sudah divalidasi 0.011 0.010 L0 20 22,00 0,02
d | catatan rapat 0.011 010 1.10 20 22.00 0oz
€ laporan singkat 0.0 0.0t LI0 20 i 22.00 0.2
£ himpunan nisalah rapal 0.018 0.010 1.80 o 0.00 000
Menyusun laporan pelaksanaan tugas |
pemukiahtran database nisalah vang meliputi:
a bulanan 0.013 0.010 130 12 I 15.60 004
b. triwulan 0.013 0.010 L3 4 5.20 0.00
(5 semester 0.015 0.010 150 2 J.00 060
d. tahunan 0.018 0.010 1.50 1 1.50 0,00
Publikasi e-Risalah Melakukan pengumpulan e-risalah yang akan
dipublikasikan o0.010 0.010 1.00 0 0.00 000
Menginventarisir e-risalah yang akan
dioubiikauika 0.010 0010 1.0 1] ) E{IOM‘ ) ﬂ_‘f
Menclaah dan meminta persetujuan e-risalah 0.010 0.010 1.00 0 0.00 il

vang akan dipublikasikan

Melakukan publikoas: dalam jaringan
intranel/intemel.




LOT

YOLUME

WAKTH Ricispbal WARTE e
5 Mg it KEGIATAN el il PENENTUAN
ANGEA 1 monsyanta, | FENUELEBMAN | aacamy | PEURUEAAR L sumuan
3 1 g VOLUME i H
KFGIATAN i Th) KEGIATAN EOSMASE
NO LINSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTURKAN TAHUN ##) N
E : BERDASARKAN UNSUR I'TAMA)*) {Formnsi
AR K1) (WIK) (¥) (WPY) JFPE)
g s YWY
0010 ARB: Kt WPKV —.—I.Hll
| 3 4 5 6 7 8 ] 10
o risalah rapat sementara 0.010 0ol 1.00 20 20.00 042
h. risalah rapat resimi 0.010 0.010 100 20 20.00 0,02
(- risalah rapat vang sudah divalidas: 0.010 (XL LO0 20 20.00 om
d catatan rapat 0.010 0.010 1.00 20 20,00 o2
.3 laporan singkat 0010 w010 1.00 20 20.00 0oz
£ himpunan risalah rapat 0.010 0.010 1.00 0 0.00 000
Menyusun laporan pelaksanaan (ugas publikasi
e-risalah dalam jaringan intranct/intemet yang
meliputi:
a. bulanan 0.011 0010 L0 12 13.20 0.01
b trivulan 0.010 0.010 o0 4 4.00 000
[ semester 0.022 0.010 .20 2 4.40 0o
d. tahunan 0.022 0.010 2.20 1 2.20 .00
s 92
Jumlah 1.250 138

Total Formasi JFPL Pertama pada Alat Kelengkapan Dewan/Majelis*) untuk Tahun 2018 adalah :

Formasi
JFPL

*) disesuaikan dengan Alat Kelengkapan Dewan/Majelis yang akan dihitung kebutuhannya.

]

It

L WPV

X orang

1.250

2.343,92

= = 1.88 orang

1.250

2 orang (pembulatan ke atas)




Jika pada tahun 2018 terdapat 2 orang Perisalah Legislatif Pertama, 1
orang akan masuk menjadi Perisalah Legislatif Pertama dari Asisten
Perisalah Legislatif Penyelia pada tahun 2019, serta diperkirakan ada 1
orang akan naik menjadi Perisalah Legislatif Muda, dan 1 orang akan
pensiun dari Jabatan Perisalah Legislatif Pertama pada tahun 2019.
Dengan demikian jumlah Lowongan Formasi JFPL (LFJFPL) Pertama
pada tahun 2019 adalah:

LFJFPL = TFJFPL - (JPLP + APL Masuk - JPLP Naik ~ JPLP Berhenti)
=2-(2+1-1-1)
= 1 orang

LFJFPL : Lowongan Formasi JFPL

TFJFPL : Total Formasi JFPL

JPPLP : Jumlah Perisalah Legislatif Pertama
APL : Asisten Perisalah Legislatif

SEKRETARIS JENDERAL,

7

INDRA ISKANDAR i\
NIP. 196611141997031001 ~
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PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH
LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN/
INPASSING



SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PERISALAH LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
16 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017
tentang Jabatan  Fungsional Perisalah

Legislatif, perlu disusun Pedoman
Pengangkatan Ke dalam Jabatan Fungsional
Perisalah Legislatif Melalui

Penyesuaian/ Inpassing;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
tentang Pedoman Pengangkatan Ke dalam
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
Melalui Penyesuaian/ Inpassing;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5494):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang

109



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 235);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1417);

Peraturan  Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Repubhk Indonesia Nomor
7 Tahun 2018;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.

o1}

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi

dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Perisalah Legislatif yang selanjutnya disingkat PL adalah PNS yang
diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk
melakukan kegiatan di bidang risalah legislatif.

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif yang selanjutnya disingkat
JFPL adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di
bidang risalah legislatif.

. Kegiatan Risalah Legislatif adalah kegiatan yang meliputi

penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan
risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah
rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif.
Penyesuaian/Inpassing JFPL adalah pengangkatan ke dalam JFPL
dengan persyaratan tertentu bagi PNS yang telah dan masih
melaksanakan tugas di bidang risalah guna memenuhi kebutuhan
organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam jangka waktu tertentu.

Tim Penguji adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh instansi
pembina JFPL yang bertugas melaksanakan seleksi administrasi
dan wawancara.

Angka Kredit dalam penyesuaian/inpassing adalah satuan nilai
kumulatif yang diperoleh seorang calon PL dari hasil seleksi yang
ditetapkan oleh Tim Penguji untuk Penyesuaian/Inpassing JFPL.

. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur
Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di
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instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

10.Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur
Sipil Negara sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

11.Instansi Pembina JFPL adalah Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat -Republik Indonesia. yang
selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI.

12.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

BABII
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia ini adalah sebagai pedoman dalam
melaksanakan Penyesuaian / Inpassing JFPL.

Pasal 3
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini bertujuan agar proses Penyesuaian/Inpassing JFPL
berjalan secara efektif, teratur dan profesional.

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia ini meliputi:
a. kriteria dan persyaratan Penyesuaian/npassing JFPL;
b. prosedur Penyesuaian/Inpassing JFPL; dan
¢. pengangkatan.

BAB 111
KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYESUAIAN/ INPASSING JFPL

Pasal 5
(1) Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing JFPL harus didasarkan pada
ketersediaan formasi JFPL.
(2) Penghitungan ketersediaan formasi JFPL mengacu pada Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
mengenai Pedoman Penyusunan Formasi JFPL.
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Pasal 6

Penyesuaian / Inpassing JFPL ditujukan bagi:

a.

PNS yang pernah memiliki pengalaman dan masih menjalankan
tugas di bidang risalah legislatif yang akan diduduki berdasarkan
keputusan PyB; dan

Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas,
dan Pejabat Pelaksana yang memiliki kesesuaian antara jabatan
terakhir yang diduduki dengan JFPL yang akan didudukinya.

Pasal 7

Pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing JFPL harus memenuhi
syarat sebagai berikut:

Mo pe o

s

s
.

berstatus PNS;

memiliki integritas dan moralitas yang baik;

sehat jasmani dan rohani;

berijasah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV);

pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang I11/a;

memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang risalah
legislatif paling sedikit 2 (dua) tahun;

tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai baik tingkat
sedang maupun berat;

tidak menduduki jabatan fungsional tertentu lainnya;

nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir; dan

mengikuti dan lulus seleksi administrasi dan wawancara.

Pasal 8

(1) PNS yang akan mengikuti Penyesuaian/Inpassing JFPL harus

melengkapi persyaratan administratif sebagai berikut:

a. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;

b. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah
dilegalisir;

c. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir
yang telah dilegalisir;

d. fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah
dilegalisir;

e. daftar riwayat hidup;

f. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai
pelaksanaan tugas di bidang risalah legislatif secara kumulatif
paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh
PyB;

g. surat pernyataan yang menyatakan:

1. bersedia diangkat menjadi PL;

2. tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya;

3. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan

4. kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di b:dang risalah
legislatif secara aktif.
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h. Surat keterangan dari PyB yang menyatakan bahwa tidak
sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun
berat.

(2) Format surat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ef,g, dan h

dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II,

IIl, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
ini.

BAB IV
PROSEDUR PENYESUAIAN/INPASSING JFPL

Pasal 9
Prosedur Penyesuaian/Inpassing JFPL terdiri dari:
a. pengusulan oleh instansi pengguna; dan
b. seleksi administrasi dan wawancara.

Bagian Kesatu
Pengusulan oleh Instansi Pengguna

Pasal 10

(1) PNS yang telah memenuhi persyaratan Penyesuaian/Inpassing JFPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diusulkan oleh PPK Instansi
Pengusul kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina JFPL.

(2) Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi PNS yang
diusulkan untuk diangkat melalui Penyesuaian/Inpassing JFPL.

(3) Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
membentuk Tim Penguji untuk melakukan seleksi PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Seleksi Administrasi dan Wawancara

Pasal 11

(1) Seleksi administrasi dan wawancara dilakukan oleh Tim Penguji.

(2) Jumlah Tim  Penguji  disesuaikan dengan  kebutuhan
penyelenggaraan seleksi administrasi dan wawancara, dengan
susunan sebagai berikut:

a. ketua;

b. wakil ketua;

c. sekretaris; dan
d. anggota.

(4) Anggota Tim Penguji terdiri dari unsur kepegawaian, organisasi dan
tata laksana, persidangan, serta unsur jabatan fungsional.

(5) Dalam kondisi tertentu, Tim Penguji dapat melibatkan pihak di luar
Instansi Pembina.
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{6) Tugas Tim Penguji meliputi :

a. melakukan verifikasi administratif dan kesesuaian berkas
usulan yang diajukan oleh Instansi Pengusul dengan
persyaratan Penyesuaian/Inpassing JFPL,

b. melakukan wawancara terhadap PNS yang akan dilakukan
Penyesuaian /Inpassing JFPL;

c. memberikan penilaian terhadap hasil seleksi administrasi dan
wawancara; dan

d. melaporkan hasil penilaian seleksi administrasi dan wawancara
terhadap PNS yang mengikuti Penyesuaian/Inpassing JFPL
kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina JFPL.

Pasal 12

Tim Penguji melakukan verifikasi administratif dan kesesuaian

persyaratan berkas usulan yang diajukan oleh Instansi Pengusul

dengan hasil verifikasi sebagai berikut:

a. jika tidak memenuhi persyaratan Penyesuaian/Inpassing JFPL,
maka Tim Penguji melalui Instansi Pembina akan memberitahukan
kepada Instansi Pengusul bahwa yang bersangkutan tidak
memenuhi persyaratan Penyesuaian/Inpassing JFPL.

b. jika memenuhi persyaratan Penyesuaian/Inpassing JFPL, maka Tim
Penguji melalui Instansi Pembina akan memberitahukan kepada
Instansi Pengusul bahwa yang bersangkutan memenuhi
persyaratan Penyesuaian/Inpassing JFPL, dan akan diproses untuk
mengikuti wawancara.

Pasal 13
(1) Penyelenggaraan wawancara JFPL dilaksanakan oleh Instansi
Pembina secara mandiri atau bekerjasama dengan instansi lain.
(2) Wawancara diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
tahun.

Pasal 14
PNS yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi administrasi dan
wawancara Penyesuaian/Inpassing JFPL, dapat diusulkan menjadi PL
melalui proses pengangkatan perpindahan dari jabatan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
(1) Setelah peserta mengikuti seleksi administrasi dan wawancara,
Instansi Pembina akan mengumumkan hasil seleksi administrasi
dan wawancara melalui website www.dpr.go.id.
(2) Instansi Pembina menyampaikan surat rekomendasi pengangkatan
bagi PNS yang dinyatakan lulus kepada Instansi Pengusul.
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(3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat
dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 16
Pembiayaan untuk pelaksanaan seleksi administrasi dan wawancara
ditanggung oleh Instansi Pengusul berkoordinasi dengan Instansi
Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENENTUAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

(1) Jenjang PL ditetapkan setelah PNS lulus seleksi administrasi dan
wawancara serta ditetapkan Angka Kredit oleh Instansi Pembina.

(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
pendidikan, masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang
terakhir.

(3) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengacu pada tabel angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini.

(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku 1
(satu) kali pada saat Penyesuaian/Inpassing JFPL.

BAB VI
PENGANGKATAN

Pasal 18
Pengangkatan PNS dalam JFPL melalui Penyesuaian/npassing JFPL
dilaksanakan sebelum berakhirnya masa Penyesuaian/npassing JFPL.

Pasal 19

(1) PPK Instansi Pengusul menetapkan keputusan pengangkatan
Penyesuaian/Inpassing JFPL PNS.

(2) PPK Instansi Pengusul menyampaikan salinan keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pembina serta
ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) PPK Instansi Pengusul menyampaikan rekapitulasi pengangkatan
Penyesuaian/Inpassing JFPL kepada Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS JENDERAL,

f /
INDRA ISKANDAR 4
NIP. 196611141997031001 -
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LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10

TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Pas
foto
3x4
1. Data Pribadi
1. Nama lengkap
2. |NIP
3. Pangkat/GolonganRuang
4. | TMT pangkat
5. | Tempat dan tanggal lahir
6. Jenis kelamin : | Laki-laki/Perempuan *
7. Instansi
8. | Alamat rumah
Kode Pos:
9. No. Telepon : | Rumah:
Kantor:
HP:
10. | E-mail
2. Pendidikan ‘
!
No. | JENsANG | pERGURUAN | JURUSAN/PROGRAM | TArUN
TINGGI
1t 9 e - - — e
2
3
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4

. Kursus/Pelatihan di dalam dan di luar negeri

NO.

NAMA KURSUS/
PELATIHAN

LAMANYA
KURSUS/
PELATIHAN

TEMPAT
KURSUS/

PELATIHAN

TAHUN

4 ': . .. :' o

. Riwa

t Jabatan Struktural

NAMA
JABATAN

ESELON

NOMOR
KEPUTUSAN

T.M.T
JABATAN

URAIAN
TUGAS
JABATAN

t Jabatan Fungsional

NAMA JABATAN

NOMOR
KEPUTUSAN

T.M.T
JABATAN

JABATAN

URAIAN
TUGAS

W N =

. Tanda Jasa/Penghargaan

NO.

NAMA TANDA
JASA/

KEPUTUSAN

NOMOR

PEROLEHAN

TAHUN

INSTANSI
YANG

PENGHARGAAN
9

3 :‘:: - - :. " e

MEMBERIKAN
- 5 f;: : :'
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NAMA TAND INSTANSI
NO. unsa) | NOMOR | taHun | TERES

PENGHARGAAN MEMBERIKAN
3

- Pengalaman Kerja di Bidang Risalah Legislatif

NO. PEKERJAAN/KEGIATAN DI BIDANG JABATAN TAHUN

RISA
e s 2

W[

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya
sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila dikemudian
hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima
segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Perisalah Legislatif,

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat,

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP:

............................................

SEKRETARIS JENDERAL,

i,

INDRA ISKANDAR i
NIP. 196611141997031001 ¥
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LAMPIRAN II

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

KOP SURAT
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan dibawah ini,
Nama 3
NIP
Jabatan
Instansi

Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama :
NIP

Pangkat/Gol. Ruang/TMT

Unit Kerja

Yang bersangkutan memiliki pengalaman kerja atau jabatan di bidang
risalah legislatif selama ...... (T ) tahun, yaitu pada tahun .... s/d
BN - - . ST . %)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat keterangan,

Pyb

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP:

----------------------------------------------

) Diisi sesuai dengan unit kerja.
SEKRETARIS JENDERAL,
{ /
INDRA ISKANDAR P
NIP. 196611141997031001 2
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LAMPIRAN III

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF
MELALUI PENYESUAIAN /INPASSING

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama 4
NIP
Jabatan
Instansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Bersedia diangkat dalam JFPL.

2. Tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya.

3. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bidang risalah
legislatif,

4. Bersedia melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat pernyataan,

Mengetahui,
Jabatan Atasan Langsung, NAMA JELAS DAN GELAR
', 2 R Y ST W A
NAMA JELAS DAN GELAR
1§ e DT e - R
SEKRETARIS JENDERAL,
INDRA ISKANDAR

NIP. 196611141997031001 ﬁ
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LAMPIRAN IV

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini,
Nama H

NIP

Jabatan

Instansi

Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/TMT

Unit Kerja

Yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dengan
tingkat hukuman disiplin tingkat sedang, maupun berat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

{tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat keterangan,
Jabatan Atasan Langsung,

NAMA JELAS DAN GELAR
5 11> O ONOR NS O | R

SEKRETARIS JENDERAL,
§ /
INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001 4
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LAMPIRAN V

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

KOP SURAT

REKOMENDASI] SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

Berdasarkan surat usulan dari ............... BOWMOF isanss s tanggal ........ hal
........... , maka nama-nama dengan data sebagai berikut :

PANGKAT/ | JENJANG | ANGKA |
NO NAMA NIP GOL.RUANG | JABATAN | KREDIT |
1.
3

dapat disesuaikan/diinpassing dalam JFPL.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

............................................

TEMBUSAN :

1. Kantor Regional BKN yang bersangkutan;

2. Kepala BKD Provinsi/ Kabupaten/ Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
Instansi yang bersangkutan;*)

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
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4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian
Keuangan daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu atau disesuaikan.
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NIP. 196611141997031001 %




LAMPIRAN VI



PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 10 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN

KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PERISALAH LEGISLATIF MELALUI
PENYESUAIAN/INPASSING



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 10
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF MELALUI
PENYESUAIAN/INPASSING

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan angka kredit
untuk penyesuaian jabatan fungsional
Perisalah Legislatif dan untuk
menindaklanjuti ketentuan dalam Lampiran V
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Lampiran VI
Peraturan  Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional
Perisalah Legislatif melalui
Penyesuaian/ Inpassing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494):

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,



Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik  Indonesia (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 235);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1417);

Peraturan  Sekretaris  Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik



Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH
LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

Pasal |

Mengubah Lampiran VI Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Perisalah
Legislatif =~ melalui Penyesuaian/Inpassing  sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal II
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS JENDERAL,

d

INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001




LAMPIRAN

PERATURAN SEKRETARIS  JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH
LEGISLATIF MELALUI
PENYESUAIAN/INPASSING.

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

"

r

INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001

o GOLONGAN UAZ\?:N/(?TTB ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN
' RUANG <1 1 2 3 >4
SETINGKAT
TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN

1 2 3 4 | 5 6 | 7 8

1 Il/a Sarjana (81)/ 100 112 125 137 148
Diploma IV

2 /b Sarjana  (S1)/ 150 162 174 186 197
Diploma IV
Magister (S2) 150 163 177 188 199

3 /e Sarjana  (S1)/ 200 224 7 271 294 |
Diploma IV
Magister (S2) 200 226 249 273 296
Doktor (S3) 200 228 251 275 298

4 Hi/d Sarjana  (S1)/ 300 322 345 368 391
Diploma IV
Magister (S2) 300 325 347 370 393
Doktor (S3) 300 327 349 372 395

5 IV/a Sarjana  (S1)/ 400 434 468 502 536 |
Diploma IV
Magister (S2) 400 437 471 505 539
Doktor (S3) 400 440 474 508 542

6 IV/b Sarjana  (S1)/ 550 584 618 652 686 |
Diploma IV B
Magister (S2) 550 587 621 655 689 |
Doktor (S3) 550 590 624 658 692

7 V/c Sarjana  (S1)/ 700 700 700 700 700 |
Diploma IV s.d 1
Doktor (S3) _ B

SEKRETARIS JENDERAL,



e  PUE

ASISTEN PERISALAH
LEGISLATIF




PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PERISALAH LEGISLATIF



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,




Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5650);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 89);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan
Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

130



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan  melaksanakan  proses  pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan
Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di
bidang persiapan penyusunan risalah legislatif.
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10.

11.

12.

13.

14.

Pejabat Fungsional Asisten Perisalah Legislatif yang
selanjutnya disebut Asisten Perisalah Legislatif adalah PNS
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
untuk melakukan kegiatan di bidang persiapan penyusunan
risalah legislatif.

Kegiatan Persiapan Penyusunan Risalah Legislatif adalah
kegiatan yang meliputi perekaman, pembuatan transkrip,
dan pelaporan hasil transkrip legislatif.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS.

Angka kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan
dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus
dicapai oleh Asisten Perisalah Legislatif dalam rangka
pembinaan karier yang bersangkutan.

Angka kredit kumulatif adalah akumulasi nilai angka
kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten Perisalah
Legislatif sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan
jabatan.

Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim
yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang
berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil
kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai
kinerja Asisten Perisalah Legislatif.

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh Asisten Perisalah Legislatif baik perorangan
atau kelompok di bidang persiapan penyusunan risalah
legislatif.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
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BAB II
RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif termasuk

dalam rumpun manajemen.

(1)

(2)

(1)

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Asisten Perisalah Legislatif berkedudukan sebagai
pelaksana teknis di bidang persiapan penyusunan risalah
legislatif pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.

Asisten Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4
Jabatan  Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.
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(2)

(3)

(4)

(5)

Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang
terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Asisten Perisalah Legislatif Terampil;

b. Asisten Perisalah Legislatif Mahir; dan

c. Asisten Perisalah Legislatif Penyelia.

Jenjang pangkat Asisten Perisalah Legislatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional
Asisten Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif ditetapkan berdasarkan angka kredit yang
dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang
menetapkan Angka Kredit.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif yaitu
melaksanakan kegiatan di bidang persiapan penyusunan

risalah legislatif, yang meliputi perekaman, pembuatan

transkrip, dan pelaporan hasil transkrip legislatif.
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Bagian Kedua
Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Pasal 6

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten

(2)

(3)

Perisalah Legislatif yang dapat dinilai angka kreditnya,
terdiri atas:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas:

pendidikan;

perekaman,;

pembuatan transkrip;

pelaporan; dan

o o oo

pengembangan profesi.
Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), terdiri atas:
a. pendidikan, meliputi:
1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis
di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif
serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. diklat Prajabatan;
b. perekaman, meliputi:
1. persiapan perekaman,;
2. pelaksanaan perekaman; dan
2 penyerahan dan penyimpanan perekaman;
c. pembuatan transkrip, meliputi:
1. persiapan transkrip;
2. pelaksanaan transkrip; dan
3. penyerahan dan penyimpanan transkrip.
d. pelaporan, meliputi:
1. pelaporan perekaman; dan

2. pelaporan transkripsi; dan
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e.

pengembangan profesi, meliputi:

1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang
persiapan penyusunan risalah legislatif;

2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan
lainnya di bidang persiapan penyusunan risalah
legislatif; dan

3. penyusunan buku pedoman/ketentuan
pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang persiapan
penyusunan risalah legislatif.

(4) Unsur Penunjang, meliputi:

a.

pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di
bidang persiapan penyusunan risalah legislatif;
peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di
bidang persiapan penyusunan risalah legislatif;

keanggotaan dalam organisasi profesi;

d. keanggotaan dalam Tim Penilai;

Keanggotaan dalam tim penyusun kurikulum/
modul/bahan  ajar/bimbingan  teknis dan/atau
manajerial di bidang persiapan penyusunan risalah
legislatif;

perolehan penghargaan/tanda jasa; dan

perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

BABV
URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Uraian Kegiatan Sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 7

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai
berikut:
a. Asisten Perisalah Legislatif Terampil, meliputi:

1. melakukan kegiatan penelaahan jadwal rapat

dewan per masa sidang;
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10.

L1,

melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas teknis
tempat rapat sebelum melakukan kegiatan
perekaman rapat;

mengumpulkan data dan bahan untuk persiapan
rekaman rapat;

melakukan kegiatan penyusunan kodefikasi dan
pemberian label pada kaset/compact disk/media
rekam;

menyusun rencana kerja sesuai dengan jadwal
rapat per masa sidang;

menyusun rencana kebutuhan media rekam dalam
rangka pelaksanaan rapat;

melakukan perekaman rapat dengan kaset
berdasarkan:

a) rapat dengan waktu singkat;

b) rapat dengan waktu sedang; dan

c) rapat dengan waktu lama;

melakukan perekaman rapat dengan alat rekam
suara digital berdasarkan:

a) rapat dengan waktu singkat;

b) rapat dengan waktu sedang; dan

c) rapat dengan waktu lama;

melakukan perekaman rapat dengan alat rekam
audio visual berdasarkan:

a) rapat dengan waktu singkat;

b) rapat dengan waktu sedang; dan

c) rapat dengan waktu lama;

melakukan perekaman rapat dengan alat voice to
text berdasarkan:

a) rapat dengan waktu singkat;

b) rapat dengan waktu sedang; dan

c) rapat dengan waktu lama,;

melakukan kegiatan identifikasi berdasarkan
urutan, nama, dan jumlah pembicara rapat
berdasarkan:
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21,

a) rapat dengan waktu singkat;
b) rapat dengan waktu sedang; dan
c) rapat dengan waktu lama;
melakukan validasi terhadap labeling rekaman;
melakukan kegiatan validasi serta klarifikasi
urutan dan nama pembicara rapat;
mengindentifikasi waktu dan klarifikasi nama
pembicara rapat;
menyusun serta melengkapi tambahan data dan
bahan rapat tertulis;
menyerahkan hasil rekaman rapat dilengkapi
bahan rapat dan data pendukung untuk dilakukan
transkrip;
melakukan alih media rekaman dari alat kerja
rumit;
melaksanakan kegiatan duplikasi hasil rekaman;
melakukan penyimpanan hasil rekaman rapat;
mengumpulkan kelengkapan bahan transkrip;
melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa
Indonesia dari alat kerja sederhana:
a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;
3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;
4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman;
5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200
halaman; dan
b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang
jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;
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2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman,;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan
5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200
halaman; dan
22. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa
Indonesia dari alat kerja rumit:
a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman,;
3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;
4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan
5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200
halaman; dan
b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang
jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;
3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;
4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan
5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200
halaman;
23. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa
Daerah dari alat kerja sederhana:
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a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;
3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
- dengan 150 halaman;
4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan
5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200
halaman,;
b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang
jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;
3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;
4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman;
5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200
halaman;
24. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa
Daerah dari alat kerja rumit:
a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;
3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;
4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan
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25.

26.

27.

28.

29.

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200
halaman;
b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang
jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;
3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;
4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan
5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200
halaman;
melakukan pemeriksaan kelengkapan hasil
transkrip rapat;
melakukan penyimpanan transkrip rapat;
melakukan penyerahan hasil transkrip dilengkapi
bahan rapat dan data pendukung sebagai bahan
pembuatan risalah sementara,;
menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman
rapat yang meliputi:
a) bulanan;
b) triwulan;
c) semester; dan
d) tahunan;
menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman
rapat per alat kelengkapan majelis atau alat
kelengkapan dewan yang meliputi:
a) bulanan;
b) triwulan;
c) semester; dan

d) tahunan;
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30. menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman

31

32

rapat yang dilaksanakan selama
1 (satu) tahun di seluruh alat kelengkapan majelis
atau alat kelengkapan dewan;

.menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi

rapat yang meliputi:

~ a} bulanan; -

b) triwulan;

.menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi

rapat per alat kelengkapan majelis atau alat
kelengkanan dewa:! yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan.

b. Asisten Perisalah Legislatif Mahir, meliputi:

1.

menentukan kualitas hasil rekaman dari alat kerja
sederhana berdasarkan:
a) kualitas hasil rekaman jelas; dan
b) kualitas hasil rekaman kurang jelas;
menentukan kualitas hasil rekaman dari alat kerja
rumit berdasarkan:
a) kualitas hasil rekaman jelas; dan
b) kualitas hasil rekaman kurang jelas;
merencanakan kegiatan pembuatan transkrip
rapat;
mengidentifikasi kelengkapan bahan transkrip;
mengumpulkan kelengkapan bahan transkrip;
melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa
Indonesia dari alat kerja sederhana:
a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;



3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200
halaman;

b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang

jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;
3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;
4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan
5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200
halaman;
7. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa
Indonesia dari alat kerja rumit:
a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;
3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;
4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan
5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200
halaman;
b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang
jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;




jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;
jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan
jumlah halaman transkrip rapat diatas 200
halaman;
8. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa
Daerah dari alat kerja sederhana:
a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;
3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;




a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:

1)

2)

3)

4)

S)

jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman,;

jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan

jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang

jelas:

1)

2)

3)

4)

S)

jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman,;

jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

10. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa

Asing dari alat kerja sederhana:

a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:

1)

2)

3)

jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

~ dengan 150 halaman;

4)

jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan
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5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200
halaman;
b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang
jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;
3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;
4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan
5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200
halaman;
11. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa
Asing dari alat kerig rimit-



12.

13.

14

16.

17.

18.

19.

4) jumlah halamanp transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;
melakukan pemeriksaan kelengkapan hasil
transkrip rapat;
membuat klasifikasi sederhana untuk

penyimpanan transkrip rapat;

. melakukan penyimpanan transkrip rapat;
15.

melakukan penyerahan hasil transkrip dilengkapi
bahan rapat dan data pendukung sebagai bahan
pembuatan risalah sementara;

menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman
rapat yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan;

menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman
rapat per alat kelengkapan majelis atau alat
kelengkapan dewan yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan;

menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman
rapat yang dilaksanakan selama
1 (satu) tahun di seluruh alat kelengkapan majelis
atau alat kelengkapan dewan,;

menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi
rapat yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan;
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20. menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi
rapat per alat kelengkapan majelis atau alat
kelengkapan dewan yang meliputi:

a) bulanan;
b) triwulan;
c) semester; dan
d) tahunan,; dan
c. Asisten Perisalah Legislatif Penyelia, meliputi:

1. menentukan kualitas hasil rekaman dari alat kerja

sederhana berdasarkan:
a) kualitas hasil rekaman jelas; dan
b) kualitas hasil rekaman kurang jelas;
2. menentukan kualitas hasil rekaman dari alat kerja
rumit berdasarkan:
a) kualitas hasil rekaman jelas; dan
b) kualitas hasil rekaman kurang jelas;
3. merencanakan kegiatan pembuatan transkrip

rapat;

4. mengidentifikasi kelengkapan bahan transkrip
rapat,

5. mengumpulkan kelengkapan bahan transkrip
rapat;

6. melakukan kegiatan penilaian terhadap transkrip
rapat berdasarkan tingkat kesulitan rapat:
a) tingkat kesulitan rendah;
b) tingkat kesulitan sedang; dan
c) tingkat kesulitan tinggi;
7. melakukan kegiatan koordinasi dalam rangka
pelaksanaan tugas transkripsi rapat;
8. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa
Indonesia dari alat kerja sederhana:
a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;
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2)

3)

4)

S)

jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan

jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang

jelas:

1)

2)

3)

4)

S)

jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan

jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

9. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa

Indonesia dari alat kerja rumit:

a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:

1)

2)

3)

4)

5)

jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan

jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;
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b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang

jelas:

1)

2)

3)

4)

S)

jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan

jumlah halaman transkrip rapat diatas 200
halaman;

10. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa
Daerah dari alat kerja sederhana:
a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:

b)

1)

2)

3)

4)

S)

jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan

jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang

jelas:

1)

2)

3)

4)

jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan
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5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200
halaman;
11. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa
Daerah dari alat kerja rumit:
a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;
3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;
4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan
5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200
halaman;
b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang
jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;
3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;
4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan
5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200
halaman;
12. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa
Asing dari alat kerja sederhana:
a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;

151



b)

3)

4)

S)

jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan

jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang
jelas:

1)

2)

3)

4)

S)

jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan

jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

13. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa
Asing dari alat kerja rumit:
a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:

b)

1)

2)

3)

4)

5)

jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;

jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan

jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang

jelas:
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14.

15.

16.
17,

18.

19.

20.

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 halaman,;
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman;
3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman;
4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman; dan
5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200
halaman;
melakukan pemeriksaan kelengkapan hasil
transkrip rapat;
membuat klasifikasi sederhana untuk
penyimpanan transkrip rapat;
melakukan penyimpanan transkrip rapat;
melakukan.. ngoxetahifliin  hasil transkrip rapat
dilengkapi bahan rapat dan data pendukung
sebagai bahan pembuatan risalah sementara;
menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman
rapat yang meliputi:
a) bulanan;
b) triwulan;
c) semester; dan
d) tahunan;
menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman
rapat per alat kelengkapan majelis atau alat
kelengkapan dewan yang meliputi:
a) bulanan;
b) triwulan;
c) semester; dan
d) tahunan;
menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman
rapat yang dilaksanakan selama
1 (satu) tahun di seluruh alat kelengkapan majelis

atau alat kelengkapan dewan;
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(2)

21. menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi
rapat yang meliputi:
a) bulanan;

b) triwulan;
c) semester; dan
d) tahunan;

22. menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi
rapat per alat kelengkapan majelis atau alat
kelengkapan dewan yang meliputi:

a) bulanan;
b) triwulan;
c) semester; dan
d) tahunan;

23. menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi
rapat bidang Risalah.

Asisten Perisalah Legislatif yang melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka
kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Asisten Perisalah Legislatif yang melaksanakan kegiatan

(4)

pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Hasil Kerja

Pasal 8

Hasil kerja tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

a.

Asisten Perisalah Legislatif Terampil, meliputi:
1. kertas kerja penelaahan jadwal rapat-rapat dewan per

masa sidang;
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

kertas kerja pengenalan lokasi dan fasilitas teknis
tempat rapat sebelum melakukan kegiatan perekaman
rapat;

laporan data dan bahan untuk persiapan rekaman

rapat;

. laporan penyusunan kodefikasi label per rapat dan

pemberian label pada kaset/compact disk/media
rekam;

rencana Kerja sesuai jadwal rapat per masa sidang.
rencana kebutuhan media rekam dalam rangka
pelaksanaan rapat;

kaset rekaman  hasil rapat dengan waktu

pendek/sedang/panjang;
file digital rekaman rapat dengan waktu
pendek/sedang/panjang;
file digital audio visual rekaman rapat dengan waktu
pendek/sedang/panjang;

file digital dan dokumen transkrip dari alat voice to text
yang belum terkoreksi dengan waktu
pendek/sedang/panjang.

rekapitulasi nama pembicara rapat dengan waktu
pendek/sedang/panjang;

kertas kerja validasi terhadap labeling rekaman rapat.
kertas kerja validasi serta klarifikasi urutan dan nama
pembicara rapat;

kertas kerja identifikasi waktu dan klarifikasi nama
pembicara rapat;

rekapitulasi kelengkapan tambahan data dan bahan
rapat tertulis;

tanda terima penyerahan hasil rekaman rapat
dilengkapi bahan rapat dan data pendukung untuk
dilakukan transkrip;

dokumen digital alih media rekaman dari alat kerja

rumit;
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18.
19.
20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27,

28.

29.

30.

31.

32.

dokumen digital duplikasi hasil rekaman rapat;
dokumen digital penyimpanan hasil rekaman rapat;
kertas kerja kelengkapan bahan transkrip;

lembar transkripsi rekaman suara berbahasa
Indonesia dari alat kerja sederhana;

lembar transkripsi rekaman suara berbahasa
Indonesia dari alat kerja rumit;

lembar transkripsi rekaman suara berbahasa daerah
dari alat kerja sederhana;

lembar transkripsi rekaman suara berbahasa daerah
dari alat kerja rumit;

laporan pemeriksaan kelengkapan hasil transkrip
rapat;

dokumen penyimpan transkrip rapat;

berita acara penyerahan hasil transkrip rapat
dilengkapi bahan rapat dan data pendukung sebagai
bahan pembuatan risalah sementara;

laporan  pelaksanaan tugas perekaman rapat
bulanan/triwulan/semester/tahunan.

laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat per alat
kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan per
bulan/triwulan/semester/ tahunan;

laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat yang
dilaksanakan selama 1 (satu) tahun di seluruh alat
kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan;
laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat per
bulan/triwulan/semester/tahunan; dan

laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat per alat
kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan per
bulan/triwulan/semester/tahunan;

b. Asisten Perisalah Legislatif Mahir, meliputi:

kertas kerja penentuan kualitas rekaman dari alat
kerja sederhana dengan hasil rekaman jelas/rekaman

kurang jelas;
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kertas kerja penentuan kualitas rekaman dari alat
kerja rumit dengan hasil rekaman jelas/rekaman
kurang jelas;

laporan perencanaan kegiatan pembuatan transkrip
rapat;

kertas kerja identifikasi kelengkapan bahan transkrip.

5. kertas kerja pengumpulan kelengkapan bahan

10.

11.

12.

13.

14.

1R

transkrip;

lembar transkripsi rekaman suara berbahasa
Indonesia dari alat kerja sederhana;

lembar transkripsi rekaman suara berbahasa
Indonesia dari alat kerja rumit;

lembar transkripsi rekaman suara berbahasa daerah
dari alat kerja sederhana;

lembar transkripsi rekaman suara berbahasa daerah
dari alat kerja rumit;

lembar transkripsi rekaman suara berbahasa asing
dari alat kerja sederhana dengan kualitas rekaman
jelas/rekaman kurang jelas;

lembar transkripsi rekaman suara berbahasa asing
dari alat kerja rumit dengan kualitas rekaman
jelas/rekaman kurang jelas;

laporan pemeriksaan kelengkapan hasil transkrip
rapat;

daftar klasifikasi sederhana untuk penyimpanan
transkrip rapat;

dokumen penyimpan transkrip rapat;

1 L5 Lkrrd~ acara~ peayeeanbor ohss’l Gtansslipe .apact

16.

7 g8

dilengkapi bahan rapat dan data pendukung sebagai
bahan pembuatan risalah sementara;
laporan  pelaksanaan tugas perekaman rapat
bulanan/triwulan/semester/tahunan;
laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat per alat
kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan per

bulan/triwulan/semester/ tahunan;
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18.

19.

20.

laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat yang
dilaksanakan selama 1 (satu) tahun di seluruh alat
kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan;
laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat per
bulan/triwulan/semester/tahunan; dan

laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat per alat
kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan per

bulan/triwulan/semester/ tahunan;

c. Asisten Perisalah Legislatif Penyelia, meliputi:

1.

kertas kerja penentuan kualitas rekaman dari alat
kerja sederhana dengan hasil rekaman jelas/rekaman
kurang jelas;

. kertas kerja penentuan kualitas rekaman dari alat

kerja rumit dengan hasil rekaman jelas/rekaman
kurang jelas;
laporan perencanaan kegiatan pembuatan transkrip

rapat,

4. Kkertas kerja identifikasi kelengkapan bahan transkrip.

10.

11.

12.

kertas kerja pengumpulan kelengkapan bahan
transkrip;

kertas kerja kegiatan penilaian terhadap transkrip
rapat  berdasarkan  tingkat  kesulitan rapat
rendah/sedang/tinggi;

laporan hasil koordinasi dalam rangka pelaksanaan
tugas transkripsi rapat;

lembar transkripsi rekaman suara berbahasa
Indonesia dari alat kerja sederhana;

lembar transkripsi rekaman suara berbahasa
Indonesia dari alat kerja rumit;

lembar transkripsi rekaman suara berbahasa daerah
dari alat kerja sederhana;

lembar transkripsi rekaman suara berbahasa daerah
dari alat kerja rumit;

lembar transkripsi rekaman suara berbahasa asing
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13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21

22,

23.

dari alat kerja sederhana dengan kualitas rekaman
jelas/rekaman kurang jelas;

lembar transkripsi rekaman suara berbahasa asing
dari alat kerja rumit dengan kualitas rekaman
jelas/rekaman kurang jelas;

laporan pemeriksaan kelengkapan hasil transkrip
rapat;

daftar klasifikasi sederhana untuk penyimpanan
transkrip rapat;

dokumen penyimpan transkrip rapat;

berita acara penyerahan hasil transkrip rapat
dilengkapi bahan rapat dan data pendukung sebagai
bahan pembuatan risalah sementara;

laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat
bulanan/triwulan/semester/tahunan;

laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat per alat
kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan per
bulan/ triwulan/semester/ tahunan;

laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat yang
dilaksanakan selama 1 (satu) tahun di seluruh alat
kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan;
laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat per
bulan/triwulan/semester/tahunan;

laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat per alat
kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan per
bulan/triwulan/semester/ tahunan; dan

laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat yang
dilaksanakan selama 1 (satu) tahun di seluruh alat
kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan.

Pasal 9

(1) Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Asisten

Perisalah Legislatif yang sesuai dengan jenjang jabatannya

untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 7 ayat (1), Asisten Perisalah Legislatif yang
berada di atas jenjang jabatannya dapat melakukan
kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis
dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

(2) Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Asisten
Perisalah Legislatif yang sesuai dengan jenjang jabatannya
untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1), Asisten Perisalah Legislatif yang
berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat
melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan
secara tertulis dari pimpinan wunit kerja yang
bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

a. Asisten Perisalah Legislatif yang melaksanakan tugas
Asisten Perisalah Legislatif yang berada satu tingkat di
atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh
ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari
angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini; dan

b. Asisten Perisalah Legislatif yang melaksanakan tugas
Asisten Perisalah Legislatif yang berada di bawah jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan paling
besar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir
kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif yaitu pejabat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Asisten
Perisalah Legislatif dilakukan melalui:

a.

b
(-
d

(1)

pengangkatan pertama;

. perpindahan dari jabatan lain;

penyesuaian (inpassing); dan

. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif melalui pengangkatan pertama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Diploma III (D-III) bidang
ekonomi, manajemen, ilmu administrasi, dan sosial,

e. mengikuti dan Ilulus wuji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun

oleh Instansi Pembina; dan

161



(2)

3)

(4)

()

(1)

f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.
Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan
formasi jabatan fungsional Asisten Perisalah Legislatif
melalui pengadaan Calon PNS.
Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah
diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji
kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam
Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif.
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3
(tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus
pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang persiapan
penyusunan risalah legislatif.
Asisten Perisalah Legislatif  yang belum mengikuti
dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari
jabatannya.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif melalui perpindahan dari jabatan lain
sebagaimana . glissalirsda "alnam™rashu * T2 nur(ir' b,* narus
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Diploma III (D-III) bidang
ekonomi, manajemen, ilmu administrasi, dan sosial;
e. mengikuti dan lulus wuji Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
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(2)

(3)

(4)

(1)

Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun
oleh Instansi Pembina;,

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang persiapan penyusunan risalah legislatif paling
sedikit 2 (dua) tahun;

g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir; dan

h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.

Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan

fungsional yang akan diduduki.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang

dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan
jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang

Berwenang menetapkan Angka Kredit.

Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Keempat
Pengangkatan Melalui Penyesuaian (Inpassing)

Pasal 15

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf ¢, harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

atau setara;

e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
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(2)

3)

(4)

(S)

(6)

(1)

bidang persiapan penyusunan risalah legislatif paling
sedikit 2 (dua) tahun; dan
f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri
ini ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih
melaksanakan tugas di bidang persiapan penyusunan
risalah legislatif berdasarkan keputusan Pejabat yang
Berwenang.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan
yang akan diduduki.
Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (inpassing)
dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif,
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (inpassing)
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku 1
(satu) kali selama masa penyesuaian (inpassing).
Tata cara penyesuaian (inpassing) ditetapkan lebih lanjut

oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima
Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 16
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. mengikuti dan lulus wuji Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun
oleh instansi pembina; dan
b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif melalui promosi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk
jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VII
KOMPETENSI

Pasal 17
PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten
Perisalah Legislatif harus memenuhi standar kompetensi
sesuai dengan jenjang jabatan.
Kompetensi Asisten Perisalah Legislatif meliputi:
a. Kompetensi Teknis;
b. Kompetensi Manajerial; dan

c. Kompetensi Sosial Kultural.

Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan
pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VIII
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI

Pasal 18
Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Pejabat
Fungsional Asisten Perisalah Legislatif wajib dilantik dan
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diambil sumpah/janji menurut agama atau

kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

’ RABDX
PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

(1) Pada awal tahun, setiap Asisten Perisalah Legislatif wajib
menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu)
tahypel o= alan.

(2)

(3)

(4)

(2)

SKP Asisten Perisalah Legislatif disusun berdasarkan
penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari
kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit
dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat
kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh

atasan langsung.

Pasal 20
Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif untuk menjamin objektivitas pembinaan yang

didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja
pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi,
dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat
yang dicapai, serta perilaku PNS.

Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel,

partisipatif, dan transparan.
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(4)

(1)

()

(&)

(1)

(2)

(3)

Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

oleh atasan langsung.

Pasal 21
Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 19
ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit setiap
tahun.
Pencapaian angka kredit kumulatif digunakan sebagai
salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau
kenaikan jabatan.
Pencapaian angka kredit kumulatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan
pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

Pasal 22
Asisten Perisalah Legislatif setiap tahun wajib
mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas
jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang
dengan jumlah angka kredit paling sedikit sebagai berikut:
a. 5 (lima) untuk Asisten Perisalah Legislatif Terampil;
b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk untuk Asisten
Perisalah Legislatif Mahir; dan
c. 25 (dua puluh lima) untuk untuk Asisten Perisalah
Legislatif Penyelia.
Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, tidak berlaku bagi Asisten Perisalah Legislatif
yang menduduki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan
yang didudukinya.

Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai dasar untuk penilaian SKP.
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(1)

(2)

Pasal 23

Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus

dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan

kenaikan jabatan dan/atau pangkat Asisten Perisalah

Legislatif dengan pendidikan Diploma III tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dicapai Asisten

Perisalah Legislatif, yaitu:

a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) angka kredit
berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur
pendidikan formal; dan

b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit

berasal dari unsur penunjang.

Pasal 24

Asisten Perisalah Legislatif Mahir yang akan naik jabatan
setingkat lebih tinggi menjadi Asisten Perisalah Legislatif
Penyelia, angka kredit yang disyaratkan sebanyak 4 (empat)

berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(1)

(2)

Pasal 25

Asisten Perisalah Legislatif yang memiliki angka kredit
melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan
angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk
kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

Asisten Perisalah Legislatif yang pada tahun pertama telah
memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan
untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa
pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan
seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20%
(dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit
yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau
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pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas

jabatan.

Pasal 26
Asisten Perisalah Legislatif Penyelia yang menduduki pangkat
tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki
pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh)
angka kredit dari kegiatan pembuatan transkrip, pelaporan,

dan pengembangan profesi.

Pasal 27
(1) Asisten Perisalah Legislatif yang secara bersama-sama
membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang persiapan
penyusunan risalah legislatif, diberikan angka kredit
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis, maka
pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh
persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh
persen) bagi penulis pembantu;

b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis, maka
pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen)
bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua
puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan

c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis, maka
pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20%
(dua puluh persen) bagi penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.
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BAB X
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 28

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,
Asisten Perisalah Legislatif mendokumentasikan hasil
kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan
setiap tahunnya.

(2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
setiap Asisten Perisalah Legislatif wajib mencatat,
menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan
mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan
Angka Kredit (DUPAK).

(3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat
kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap
tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.

(4) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan sebagai
bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Asisten
Perisalah Legislatif.

BAB XI
PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT
YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,
DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29
Usul penetapan angka kredit Asisten Pegicalah ILegislatif
diajukan oleh:
a. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat
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Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang membidangi risalah pada Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia untuk angka kredit bagi Asisten
Perisalah Legislatif Penyelia di lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
Sekretaris Dewan pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh kepada Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama yang membidangi risalah pada Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia untuk angka kredit bagi Asisten
Perisalah Legislatif Penyelia di lingkungan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Papua, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Papua Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Kabupaten/Kota, dan  Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh;

Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
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Pratama yang membidangi risalah pada Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
untuk angka kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif
Terampil sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif Mahir
di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia;

Sekretaris Dewan pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua,
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat
kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk angka kredit
bagi Asisten Perisalah Legislatif Terampil sampai dengan
Asisten Perisalah Legislatif Mahir di lingkungan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Papua Barat; dan

Sekretaris Dewan pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh kepada
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit
bagi Asisten Perisalah Legislatif Terampil sampai dengan
Asisten Perisalah Legislatif Mahir di lingkungan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.
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Bagian Kedua
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 30

Pejabat yang Berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi risalah
pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menetapkan
angka kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif Penyelia di
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi risalah
pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia untuk menetapkan angka kredit bagi
Asisten Perisalah Legislatif Terampil sampai dengan
Asisten Perisalah Legislatif Penyelia di lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia;
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c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk menetapkan angka
kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif Terampil sampai
dengan Asisten Perisalah Legislatif Mahir di lingkungan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Papua Barat; dan

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan
angka kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif Terampil
sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif Mahir di
lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.

Bagian Ketiga
Tim Penilai

Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai, yaitu:

a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
yang membidangi risalah pada Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia untuk:

1) Angka Kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif Penyelia di
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Daerah  Republik Indonesia, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Papua, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Papua Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
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b.

(2)

(3)

(1)

Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh; dan
2) Angka Kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif Terampil
sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif Mahir di
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
yang membidangi risalah pada Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk
menetapkan angka kredit bagi Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia.
Tim Penilai Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi untuk
menetapkan angka kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif
Terampil sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif Mahir
di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.
Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota untuk menetapkan angka kredit bagi
Asisten Perisalah Legislatif Terampil sampai dengan
Asisten Perisalah Legislatif Mahir di lingkungan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.

Pasal 32
Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur
teknis yang membidangi risalah, unsur kepegawaian dan

organisasi, serta Asisten Perisalah Legislatif.
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(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

)

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

C.

paling kurang 3 (tiga) orang anggota.

Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganijil.

Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, paling rendah Asisten Perisalah Legislatif

Penyelia atau pejabat Administrator.

Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, berasal dari unsur kepegawaian pada

instansi masing-masing.

Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Asisten

Perisalah Legislatif.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi
dari jabatan/pangkat Asisten Perisalah Legislatif yang
dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
kinerja Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif; dan

c. aktif melakukan penilaian kinerja.

Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Asisten

Perisalah Legislatif, maka anggota Tim Penilai dapat

diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk

menilai kinerja Asisten Perisalah Legislatif.

Dalam hal Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud

pada Pasal 32 huruf b belum dapat terbentuk, maka

penilaian angka kredit Asisten Perisalah Legislatif

Terampil sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif

Mahir dapat dilakukan oleh Tim Penilai di Instansi lain

terdekat atau Tim Penilai Pusat.
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(10) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum dapat terbentuk,
maka penilaian angka kredit Asisten Perisalah Legislatif
Terampil sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif
Mahir dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain
terdekat atau Tim Penilai Pusat.

(11) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat
terbentuk, maka penilaian angka kredit Asisten Perisalah
Legislatif Terampil sampai dengan Asisten Perisalah
Legislatif Mahir dapat dimintakan kepada Tim Penilai
Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang
bersangkutan, Tim Penilai Provinsi lain terdekat, Tim
Penilai Instansi terdekat, atau Tim Penilai Pusat.

(12) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Jabatan
Fungsional Asisten Perisalah Legislatif ditetapkan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
risalah pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk
Tim Penilai Pusat;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
risalah pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia, dan  Sekretariat Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk Tim
Penilai Pusat;

c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai
Provinsi; dan

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai
Kabupaten/Kota.

Pasal 33
Tata kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif dan tata cara penilaian angka kredit Jabatan
Fungsional Asisten Perisalah Legislatif ditetapkan oleh
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Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Asisten Perisalah Legislatif.

BAB XII
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 34
(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan
Fungsional Asisten Perisalah Legislatif dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan
kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 35
(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Asisten
Perisalah Legislatif dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan
kebutuhan jabatan.

(3) Selain memenuhi syarat kinerja, Asisten Perisalah
Legislatif yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih
tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

178



BAB XIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 36

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,
Asisten Perisalah Legislatif diikutsertakan pelatihan.

(2) Pelatihan yang diberikan bagi Asisten Perisalah Legislatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau
pertimbangan dari Tim Penilai.

(3) Pelatihan yang diberikan bagi Asisten Perisalah Legislatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam
bentuk:

a. pelatihan fungsional;
b. pelatihan teknis; dan
c. pelatihan manajerial.

(4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Asisten Perisalah Legislatif dapat mengembangkan
kompetensi melalui program pengembangan kompetensi
lainnya terkait bidang persiapan penyusunan risalah
legislatif.

(5) Program  pengembangan  kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
a. maintain rating;

b. seminar;
c. lokakarya; atau
d. konferensi.

(6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan
kompetensi serta pedoman penyusunan analisis
kebutuhan pelatihan fungsional Asisten Perisalah
Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku Pimpinan

Instansi Pembina.
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BAB XIV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN

(1)

(2)

(1)

PERISALAH LEGISLATIF

Pasal 37

Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional
Asisten Perisalah Legislatif dihitung berdasarkan beban
kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
a. jumlah alat kelengkapan majelis atau alat kelengkapan

dewan;
b. jumlah rapat;
c. jenis rapat; dan
d. volume waktu rapat.
Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional
Asisten Perisalah Legislatif diatur lebih lanjut oleh
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah

mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XV
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 38

Asisten Perisalah Legislatif diberhentikan dari jabatannya
apabila:

a. mengundurkan diri dari jabatan,;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

o

ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan
Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
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(2) Asisten Perisalah Legislatif yang diberhentikan karena
alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali
sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia
kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif.

(3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten
Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir
yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit

dari pengembangan profesi.

BAB XVI
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Bagian Kesatu

Instansi Pembina

Pasal 39
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif adalah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tugas Instansi Pembina

Pasal 40
(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan
Fungsional Asisten Perisalah Legislatif yang bertanggung
jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan
profesionalitas jabatan.
(2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional
Asisten Perisalah Legislatif;
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menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional
Asisten Perisalah Legislatif;

menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif;
menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman
penilaian kualitas hasil kerja Asisten Perisalah
Legislatif;

menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya
ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan
Fungsional Asisten Perisalah Legislatif;

menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan
Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif;
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jabatan
Fungsional Asisten Perisalah Legislatif;

. membina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
fungsional pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional
Asisten Perisalah Legislatif;

menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan
fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten
Perisalah Legislatif;

melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif;

mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional
Asisten Perisalah Legislatif;

. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional
Asisten Perisalah Legislatif;

. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan
Fungsional Asisten Perisalah Legislatif;

memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik
profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Asisten
Perisalah Legislatif;

melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan
mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh

Lembaga Administrasi Negara;
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(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

g. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan
Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif; dan
r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna
dalam rangka pembinaan karier Asisten Perisalah
Legislatif.
Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
i dapat dilakukan oleh instansi pemerintah pengguna
Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif setelah
mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf
1, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r,
menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan
Fungsional Asisten Perisalah Legislatif secara berkala
sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan
kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara.
Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap
tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p
kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji
kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i,
diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB XVII
ORGANISASI PROFESI

Pasal 41
Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif wajib

memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
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(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

Asisten Perisalah Legislatif wajib menjadi anggota

organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif.

Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional

Asisten Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) difasilitasi Instansi Pembina.

Organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.

Organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif mempunyai tugas:

a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;

b. memberikan advokasi; dan

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas
pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan

oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif setelah mendapat persetujuan dari

Pimpinan Instansi Pembina.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional

Asisten Perisalah Legislatif dan hubungan kerja Instansi

Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional

Asisten Perisalah Legislatif diatur dengan Peraturan

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier,
Asisten Perisalah Legislatif dapat dipindahkan ke dalam
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jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina

Kepegawaian.

Pasal 43
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat
dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan
Fungsional Asisten Perisalah Legislatif ditetapkan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS
dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA),
Diploma I (D-I), dan Diploma II (D-II) yang diangkat dalam
Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif melalui
penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 harus memiliki ijazah minimal Diploma III (D-III)
ekonomi, manajemen, ilmu administrasi, dan sosial
untuk paling lama 6 (enam) tahun.

(2) Asisten Perisalah Legislatif yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberhentikan dari Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk
paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini
diundangkan.
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Pasal 46
Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak
Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan
Fungsional Asisten Perisalah Legislatif diatur dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 48
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1418

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,
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RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF DAN ANGKA KREDITNYA

pelaksanaan rapat

UNSUR BUB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL ARGEA PELAKBANA
KREDIT
2 a3 4 6 7 8
Pendidikan Pendldﬂm:l sekolah dan Diploma I11 ljazah Yang 60 Semua Jenjang
mendapat ijazah 2. |SLTA / Sederajat (Untuk Inpassing) Terakreditasi Semua Jenjang
Pendidikan dan pelatihan Lamanya lebih dari 960 jam 15 Semua Jenjang
fungsional Asisten Perisalah
Legislatif dan mendapat Surat |2 Lamanya 6411 960 jer 9 Semua Jenjang
Tanda Tamat Pendidikan dan 3. |Lamanya 481 - 640 jam 6 Semua Jenjang
Pelatihan (STTPL) 4. |Lamanya 161 - 480 jam Sertifikat 3 Semua Jenjang
5. |Lamanya 81 - 160 jam 2 Semua Jenjang
6. |Lamanya 30 - 80 jam 1 Semua Jenjang
7 |Lamanya kurang dari 30 jam 0.5 Semua Jenjang
Pendidikan dan pelatihan |Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
prajab dan leh s
L ¥ 1. |Pendidikan dan pelatihan jabatan PNS
surat tanda tamat pendidikan pra Sertifikat 2 Semua Jenjang
dan pelatihan 2. |Pendidikan dan pelatihan Ujian Dinas Golongan Il Sertifikat Semua Jenjang
i Rapat Persia Perekaman t -
Perekaman Rapal pan Rapal Melakukan kegiatan penelaahan jadwal rapat-rapat dewan Kerja 0,0080 st Legislatif T pil
per masa sidang Perisalah ST
Melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas teknis tempat 2 ot .
rapat sebelum melakulan kegi perel fapat Kertas Kerja 0,0080 Ast. Perisalah Legislatif Terampil
:‘;‘t“’"”““"" e [ o Laporan 0,0080 | Ast. Perisalah Legislatif Terampil
Melakukan kegiatan penyusunan kodefikasi dan pemberian .
I 1a ) / disk /media rel Laporan Label per Rapat| 0,0080 Ast. Perisalah Legislatif Terampil
Menyusun rencana kerja sesuai dengan jadwal rapat per Ren Kerja 0,0080 Ast. Peri salatif T pil
masa sidang = salah Legis BT
Mesiyusil lectpu media € Rencana Kebutuhan 0,0080 Ast. Perisalah Legislatif Terampil
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NO 8UB UNSBUR KEGIATAN SATUAN HASBIL KREDIT PELAKSANA
1 3 4 6 7 8
Pelaksanaan Perekaman Rapat |Melakukan perekaman rapat dengan kaset berdasarkan :
a. rapat dengan waktu singkat Banct "‘m“'m“mt rhasil | 00100 | Ast. Perisalah Legislatif Terampil
b. rapat dengan waktu sedang Easet mklmtnn bantt 0,0120 Ast. Perisalah Legislatif Terampil
c. rapat dengan waktu lama Eanct m:n hasil | 00140 | Ast. Perisalah Legislatif Terampil
Melakukan perekaman rapat dengan alat rekam suara digital
berdasarkan :
a. rapat dengan waktu singkat Frle Dightal R:“““" 0,0102 | Ast. Perisalah Legislatif Terampil
b, rapat dengan waktu sedang File D“‘:P.R"""t "an | 0120 | Ast. Perisalah Legislatif Terampil
6, Cokpat dengan wiskt sk File Digital "“""""t " | 00140 | Ast. Perisalah Legislatif Terampil
Melakukan perek n rapat dengan alat rekam audio visual
berdasarkan :
a. rapat dengan waktu singkat File W:P"“"mt 80 | 0,0160 | Ast. Perisalah Legislatif Terampil
b. rapat dengan waktu sedang Flle Digital : 0,0200 Ast, Perisalah Legislatif Terampil
c. rapat dengan waktu lama File Dighal Rekaman | 6,0260 |  Ast. Perisalah Legislatif Terampil
Melakukan perekaman rapat dengan alat voice to text
berdasarkan :
File Digital dan
a. |rapat dengan waktu singkat dokumen transkrip yang| 0,0102 Ast. Perisalah Legislatif Terampil
belum terkoreksi
File Digital dan
b. |rapat dengan waktu sedang dokumen transkrip yang| 0,0120 Ast. Perisalah Legislatif Terampil
belum terkoreksi
File Digital dan
c. |rapat dengan waktu lama dokumen transkrip yang| 0,0140 Ast. Perisalah Legislatif Terampil
belum terkoreksi
Melakukan kegiatan identifikasi berdasarkan urutan, nama,
dan jumlah pembicara rapat berdasarkan :
a. rapat dengan waktu singkat Relampitulanl Nad 0,0120 Ast. Perisalah Legislatif Terampil

Pembicara Rapat
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ANGKA

NO SUB UNSUR KEGIATAN BATUAN HASIL KREDIT PELAKSANA
1 3 4 6 7 8
b. Tepat dengsn waktu sedang s meiiaralll T R T T ———
Pembicara Rapat
Rekapitulasi Nama
c. rapat dengan waktu lama Pembi " 0,0151 Ast. Perisalah Legislatif Terampil
Melakukan validasi terhadap labelling rekaman Kertas Kerja 0,0200 Ast. Perisalah Legislatif Terampil
Melakukan kegiatan validasi serta klarifikasi urutan dan
pembl ripat Kertas Kerja 0,0200 Ast. Perisalah Legislatif Terampil
::n‘?dmﬂﬂkni waktu dan klarifikasi nama pembicara Kertas Kerja 0,0200 | Ast. Peri alatif T pil
Menentukan kualitas hasil rekaman dari alat kerja
sederhana berdasarkan :
a. kualitas hasil rekaman jelas Kertas Kerja 0,0300 ‘ A"'Pwhl ; !I‘E"l‘ Ilm.ltfdf Pt:h& !.IML
|
. || Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
1 ku el A | lat "
b. kualitas hasil rekaman kurang jelas Kertas Kerja 0,0400 Pe Legislatif Penyeli
|Menentukan kualitas hasil rekaman dari alat kerja rumit
berdasarkan :
x : ) | Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
7
a. kualitas hasil rekaman jelas Kertas Kerja 0,01 5. Perisalah Legialatif Penyeli
. Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
b. kualitas hasil rekaman kurang jelas Kertas Kerja 0,0316 latif Pen
Penyerahan dan Penyimpanan serta melengka bahan Sahan
Perckaman Rapat :;n;{ut:;nuua i Pl tacm data dan Rekapitulasi Data 0,0109 Ast. Perisalah Legislatif T pil
¢ .
Manyeratiu sl vepanm spnt dicigiegt lsbin sepat Tanda Terima 0,0061| | Ast. Perisalah Legislatif Terampil

dan data pendukung untuk dilakukan transkrip
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ANGKA

NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL KREDIT PELAKSANA
1 2 3 4 6 7 8
Melakukan alih media rekaman dari alat kerja rumit Dokumen 0,0088 Ast. Perisalah Legislatif Terampil
Melaksanakan kegiatan duplikasi hasil rekaman Dokumen 0,0113 Ast. Perisalah Legislatif Terampil
Melakukan penyimpanan hasil rekaman rapat Dokumen 0,0119 Ast, Perisalah Legislatif Terampil
Ill. |Pembuatan Transkrip Persiapan Transkrip Rapat . Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
Rapat Merencanakan kegiatan pembuatan transkrip rapat Laporan 0,0159 Peri latif Pen
; . Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
Mengidentifikasi kelengkapan bahan transkrip rapat Kertas Kerja 0,0250 Perisalah Legislatif Penyel
Mengumpulkan kelengkapan bahan krip rapat Kertas Kerja 0,0100 Semua Jenjang
Melakukan kegiatan penilaian terhadap transkrip rapat
berd kan tingkat kesulitan rapat:
a. Tingkat kesulitan rendah Kertas Kerja 0,0194 Ast. Perisalah Legislatif Penyelia
b. Tingkat kesulitan sedang Kertas Kerja 0,0319 Ast. Perisalah Legislatif Penyelia
c. Tingkat kesulitan tinggi Kertas Kerja 0,0562 Ast. Perisalah Legislatif Penyelia
Melakukan kegiatan koordinasi dalam rangka pelaksanaan A ; i 8
kripsi rapat Laporan hasil kordinasi [ 0,0390 Ast. Perisalah Legislatif Penyelia
Pelaksanaan Transkrip Rapat Melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa Indonesia
dari alat kerja sederhana :
a. |Berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas :
;:)Jumlnh halaman transkrip rapat sampai dengan Eeiiibsis 0,0207 Bemiia Jeiilang
2) Jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai Lembar 47 i
dengan 100 halaman 0,02 Semua Jenjang
3) Jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai .
a 150 Lembar 0,0287 Semua Jenjang
4) Jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai Lembar 0.0327 .
dengan 200 halaman g Semua Jenjang
5) Jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 P 0,0340 Semua Jenjang

|halaman
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NO 8UB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL KREDIT PELAKSBANA
1 3 4 6 7 8
b.
Berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang jelas :
1) Jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan .
50 Lembar 0,0238 Semua Jenjang
2) Jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman Lembar 0,0280 Semua Jenjang
3) Jumiah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman Lembar 0,0300 Semua Jenjang
4) Jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai R
dengan 200 halaman Lembar 0,0340 ‘ Semua Jenjang
5) Jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 )
Lembar 0,0380 Semua Jenjang
Melakukan transkripsi rek suara berbah Ind i
dari alat kerja rumit
a.
Berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas :
1) Jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan T 0,0220 T
50 i jang
2) Jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai
dengan 100 halaman Lembar 0,0260 Semua Jenjang
3) Jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman Lembar 0,0280 Semua Jenjang
4) Jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai
dengan 200 halaman Lembar 0,0340 | Semua Jenjang
5) Jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 I
Lembar 0,0380‘ Semua Jenjang
b.
Berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang jelas :
|
1) Jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan Lambar 0,0260 e

50
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SUB UNSUR KEGIATAN BATUAN HASIL KREDIT PELAKSANA
3 4 (] : 4 8

2) Jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman Lembar 0,0300 Semua Jenjang

3) Jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai o

4 150 Lembar 0,0340 Semua Jenjang

4) Jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai A

dengan 200 halaman Lembar 0,0380 Semua Jenjang

5) Jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 .
Lembar 0,0400 Semua Jenjang

Melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa Daerah
dari alat kerja sederhana :
a.

Berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas :

;};’““‘m‘ R renat sl dong Lembar 0,0220 Semua Jenjang

2) Jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai gos

|dengan 100 halaman Lembar 0,0240 Semua Jenja:

3) Jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai .

dengan 150 halaman Lembar 0,0300 Semua Jenjang

4) Jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai .

4 200 Lembar 0,0340 Semua Jenjang

5) Jumlah hal krip rapat diatas 200 .
Lembar 0,0380 Semua Jenjang

b.

Berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang jelas :

;’:)J Ip repat sataped ceng Lembar 0,0246 Semua Jenjang

2) Jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai .

|dengan 100 halaman Lembar 0,0281 Semua Jenjang

S5 JOIalL hal lrip zapat 101 sampal Lembar 0,0339 Semua Jenjang

d 150 halaman

bt
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NO SUB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL KREDIT FELABBARA
3 a 4 6 7 8
:; -“ '2';; slaman krip rapat 151 sampai Lembar 0,0379 Semua Jenjang
5) Jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 Lembar 0,0420 Semua Jenjang
Melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa Daerah
dari alat kerja rumit
* |Berdasarkan iualitas hasil rekaman jelas :
2: Jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan Lembar 0,0220 r Semua Jenjang
‘::gu:lihmhﬂmﬂn transkrip rapat 51 sampai Lembar 0,0260 ‘ Semua Jenjang
3) Jjn't.hlhsohﬂman transkrip rapat 101 sampai Lembar 0,0300 Semua Jenjang
:L;I;Tlhzhmh-hmn transkrip rapat 151 sampai Lembar 0,0332 Semua Jenjang
5) Jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 Lembar 0,0380 ' Semua Jenjang
b. Berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang jelas :
;]o Jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan Lenibar 0,0257 Semua Jenjang
.2-’ Jllmlalhmh:h‘man transkrip rapat 51 sampai Lembar 0,0302 Semua Jenjang
g::mmihmmmmamp rapat 101 sampai Lembar 0,0347 Semua Jenjang
;;J:xl;hmhahmn transkrip rapat 151 sampai Lembar 0,0380 Semua Jenjang
5) Jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 Lembar 0,0420 Semua Jenjang

halaman
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NO 8UB UNSUR KEGIATAN BATUAN HASIL KREDIT PELAKBANA
1 3 4 6 7 8
Melakukan transkripsi rek 1 suara berbahasa Asing dari
alat kerja sederhana
a.
Berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas :
1) Jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan Laibas 0,0700 Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
50 2 Perisalah Legislatif Penyelia
2) Jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai Teriliar 00808 | Ast Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
dengan 100 halaman ' Perisalah Legislatif Penyelia
3) Jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai LEfbaE 0,0850 Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
dengan 150 halaman ' Perisalah Legislatif Penyelia
4) Jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai Lembar 0,0950 Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
dengan 200 halaman ' Perisalah Legislatif Penyelia
5) Jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 Lemibiar 0.1050 Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
halaman ! Perisalah Legislatif Penyelia
b.
Berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang jelas :
1) Jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
50 Lembes aan Perisalah Legislatif Penyelia
2) Jumlah halaman transkrip ﬁmt 51 sampai Lembar 0.0867 Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
dengan 100 halaman ’ Perisalah Legislatif Penyelia
3) Jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai TR 0,0067 Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.

dengan 150 halaman

Perisalah Legislatif Penyelia
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NO SUB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL KREDIT PELAKSANA
1 3 4 6 7 8
4) Jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai Lembar 0.1050 Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
dengan 200 hal : Perisalah Legislatif Penyelia
5) Jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 L 0.1150 Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
|halaman 4 Perisalah Legislatif Penyelia
Melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa Asing dari
alat kerja rumit
8. |Berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas :
1) Jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan Lsmbar 0.0900 Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
50 ’ Perisalah Legislatif Penyelia
2) Jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai LB 0.1000 Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
|dengan 100 halaman > Perisalah Legislatif Penyelia
3) Jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai fdsibas 0.1100 Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
dengan 150 halaman g Perisalah Legislatif Penyelia
4) Jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai febas 0.1175 Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
dengan 200 halaman * Perisalah Legislatif Penyelia
5) Jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 Lembar 0,1250 | Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
halaman ' Perisalah Legislatif Penyelia
b. Berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang jelas :
1) Jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan Lembar 0,0950 Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
50 : Perisalah Legislatif Penyelia
2) Jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai o 0,1050 Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.

dengan 100 halaman

Perisalah Legislatif Penyelia
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(SUR SUB UNSUR KEGIATAN SBATUAN HASIL KREDIT
2 3 4 6 7 8
3) Jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai laabas 0.1150 Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
dengan 150 halaman t Perisalah Legislatif Penyelia
4) Jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai Lenibar 0.1250 Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
dengan 200 halaman ! Perisalah Legislatif Penyelia
5) Jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 Lenibar 0.1350 Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
halaman ' Perisalah Legislatif Penyelia
Penyerahan dan Penyimpanan
v Melakukan pemeriksaan kelengkapan hasil transkrip rapat Laporan 0,0111 Semua Jenjang
Membuat klasifikasi sederhana untuk penyimpanan Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.
Daftar Klasifikasi 0
transkrip rapat ety Perisalah Legislatif Penyelia
Melakukan penyimpanan transkrip rapat Dokumen 0,0111 Semua Jenjang
Melakukan penyerahan hasil transkrip rapat dilengkapi
|bahan rapat dan data pendukung sebagai bahan pembuatan Berita Acara 0,0113 Semua Jenjang
risalah sementara
Pembuatan Laporan Pelaporan Perekaman Rapat Menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat yang
meliputi :
a. laporan bulanan Laporan 0,0052 Semua Jenjang
b. laporan triwulan Laporan 0,0053 Semua Jenjang
c. laporan semester Laporan 0,0065 Semua Jenjang
d. laporan tahunan Laporan 0,0065 Semua Jenjang
Menyusun laporan pelak n tugas perel rapat per
alat kelengkapan majelis atau alat kelengkapan d yang
meliputi :
a. |laporan bulanan Laporan 0,0052 Semua Jenjang
b. |laporan triwulan Laporan 0,0053 Semua Jenjang
c. |laporan semester Laporan 0,0065 Semua Jenjang
d. |laporan tahunan Laporan 0,0065 Semua Jenjang
Menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat yang
dilaksanakan selama 1 (satu) tahun di seluruh alat Laporan 0,0065 Semua Jenjang
kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan
Pelaporan Transkripsi Rapat Menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat yang
meliputi :
la. Ilnpnran bulanan Laporan 0,0060 Semua Jenjang
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UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN BATUAN HASIL KREDIT PELAKSANA
2 3 % 6 7 8

b. |laparan triwulan Laporan 0,0060 Semua Jenjang
c. |laporan semester Laporan 0,0073 Semua Jenjang
d. |laporan tahunan Laporan 0,0075 Semua Jenjang

Menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat per

alat kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan yang

meliputi :
a. |laporan bulanan Laporan 0,0060 Semua Jenjang
b. |laporan triwulan Laporan 0,0060 Semua Jenjang
c. |laporan semester Laporan 0,0073 Semua Jenjang
d. |laporan tahunan Laporan 0,0075 Semua Jenjang

Menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat yang

dilaksanakan selama 1/(satu) tahun di seluruh alat Laporan 0,0375 Ast. Perisalah Legislatif Penyelia

kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan

Pengembangan Profesi Pembuatan Karya Tulis/Karya 1. |Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei
limiah di bidang persiapan / evaluasi di bidang persiapan penyusunan risalah
penyusunan risalah.
a. |dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan Buku 12,5 Semua Jenjang
secara nasional
b. |dalam majalah ilmiah yang diakui oleh lembaga Makalah 6 Semua Jenjang
pengetahuan indonesia (LIPI)

2. |Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei
/ evaluasi di bidang persiapan penyusunan risalah yang
tidak dipublikasikan:
a. |dalam bentuk buku Buku 8 Semua Jenjang
b. |dalam bentuk makalah Makalah 4 Semua Jenjang

Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang persiapan
penyusunan risalah yang dipublikasikan
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fungsional atau teknis bidang
persiapan penyusunan risalah

NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN BATUAN HASIL KREDIT PELAKSANA
1 2 3 4 6 7 8
a. |dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan Buku 8 Semua Jenjang
secara nasional
b. |dalam majalah yang diakui oleh lembaga Makalah 4 Semua Jenjang
pengetahuan indonesia (LIPI)
4. |Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang persiapan
a. |dalam bentuk buku Buku 7 Semua Jenjang
b. |dalam bentuk makalah Makalah 3,5 Semua Jenjang
5. |Tulisan ilmiah populer di bidang persiapan penyusunan Naskah 2 Semua Jenjang
risalah yang disebarluaskan melalui media massa
6. |Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau Makalah 2,5 Semua Jenjang
|ulasan dalam pertemuan di bidang persiapan
penyusunan risalah
Menterjemahkan/menyadur 1. |Terjemahan/ saduran di bidang persiapan penyusunan
buku dan bahan lainnya di risalah
bidang persiapan penyusunan a. |dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan Buku 7 Semua Jenjang
risalah secara nasional
b. |dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional M 3,5 Semua Jenjang
2. |Menerjemahkan/menyadur di bidang persiapan
penyusunan risalah
a. |dalam bentuk buku Buku 7 Semua Jenjang
b. |dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi Makalah 2,5 Semua Jenjang
yang berwenang
Membuat buku pedoman, Membuat buku pedoman terkait bidang persiapan Pedoman 6 Semua Jenjang
ketentuan pelaksanaan, atau = penyusunan risalah
ketentuan teknis terkait Risalah , |Membuat ketentuan teknis terkait bidang persiapan Juklak 8 Semua Jenjang
* |penyusunan risalah
Membuat ketentuan pelaksanaan terkait bidang Juknis 3 .
3. ILﬂ'ﬁiﬂPﬂn penyus ;salal Semua Jenjang
VII. |Penunjang kegiatan Pengajar atau pelatih pada Mengajar/melatih di bidang persiapan penyusunan risalah Laporan/Materi 0,4 Semua Jenjang
Perisalah |pendidikan dan pelatihan setiap 2 jam pelatihan




002

ANGKA

NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL KREDIT PELAKSANA
1 2 3 4 s T 8
Peran serta dalam seminar, 1. [Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi
lokakarya, atau konf i terkait bidang persiapan penyusunan risalah,setiap kali,
terkait bidang persiapan sebagai:
[Pe a. |Pemrasaran 3
g Materi Semua Jenjang
b. |Moderator/Pembahas/Narasumber o 2 Semua Jenjang
c. |Peserta ron 1 Semua Jenjang
2. [Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
del i dalam per nasional atau internasional
sebagai:
a. |Ketua Laporan L5 Semua Jenjang
b. |Anggota 1
Laporan Semua Jenjang
Keanggotaan dalam organisasi |Menjadi anggota org: i profesi Nasional :
profesi
" Tahun 1 Semua Jen;
, |Pengurus aktif jang
Tahun 0,75 Semua J
, |Anggota aktif | enjang
Keanggotaan dalam Tim Penilai |Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional I
Asisten Perisalah Legislatif, sebagai:
| |Ketua Surat Keputusan 1 | Semua Jenjang
Surat Keputusan 0,75 Semua Jenj
2 [Anggota enjang
Memperoleh piagam penghargaan (1. |rands jasa/kehormatan satyalancana karya
atau tanda jasa/kehor jeae/
a. |30 (tiga puluh) tahun Setiap piagam 3 Semua Jenjang
b. |20 (dua puluh) tahun Setiap piagam 2 Semua Jenjang
c. |10 (sepuluh) tahun Setiap piagam 1 Semua Jenjang
2. |Tanda penghargaan |
a. |Regional/internasional Setiap piagam 3 Semua Jenjang
b. [Nasional Setiap piagam 2 Semua Jenjang
c. |Lokal Setiap piagam 1 Semua Jenjang




10T

NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL KREDIT PELAKSANA
1 2 3 4 6 7 8
F. |Memperoleh gelar kesarjanaan  |Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang
lainnya tugas :
Diploma 111 Setiap ijazah 3 Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR
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LAMPIRAN I1
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL

UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

NO UNSUR PERSENTASE TERAMPIL MAHIR PENYELIA
II/e I/d III/a /b IIl/c Im1/d
1 |UNSUR UTAMA :
A. Pendidikan
1. Pendidikan Sekolah 60 60 60 60 60 60
2, Diklat
B. Perekaman
C., Pgrbaiatan Tranakrip > 80% 3 16 32 72 112 192
D. Pelaporan
E. Pengembangan Profesi
2 |UNSUR PENUNJANG :
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan < 20% _ 4
tugas Asisten Perisalah Legislatif 8 18 28 B
JUMLAH 100% 60 80 100 150 200 300

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

NO GOLONGAN IJAZAH/STTB YANG ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN
RUANG SETINGKAT < 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN/LEBIH
1 II/c Diploma III 60 64 68 72 78
2 In/d Diploma III 80 84 88 92 98
3 I/a Diploma III 100 110 123 135 146
4 /b Diploma III 150 161 172 184 195
5 III/c Diploma III 200 222 245 269 292
6 Imr/d Diploma III 300 320 343 366 389
MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR
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PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PERISALAH LEGISLATIF



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat
(2) dan Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif perlu disusun Pedoman Penyusunan
Formasi Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten
Perisalah Legislatif;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
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Menetapkan

Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5258);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27

Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 43);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten
Perisalah Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1418);

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini

yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
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10.

11.

12.

pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang diperlukan oleh satuan organisasi negara agar mampu
melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas Dberkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Asisten Perisalah Legislatif yang selanjutnya disingkat APL adalah
PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
untuk melakukan kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah
legislatif.

Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif yang selanjutnya
disingkat JFAPL adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan
kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur
sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Angka kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau
akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh APL
dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.

Jam kerja efektif adalah jam kerja yang secara nyata digunakan
untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama.

Alat Kelengkapan Dewan/Majelis adalah unit kerja dari struktur
organisasi Kesekretariatan Dewan/Majelis yang menyelenggarakan
rapat-rapat.

Jumlah Rapat adalah banyaknya rapat yang diselenggarakan oleh
setiap Alat Kelengkapan Dewan/Majelis dalam 1 (satu) tahun.
Instansi Pembina JFAPL adalah Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pimpinan Instansi Pembina JFAPL adalah Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BABII
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia ini adalah sebagai pedoman dalam
penyusunan Formasi JFAPL.
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Pasal 3
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah dan susunan
JFAPL sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam
jangka waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan
pencapaian jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan
pangkat.

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia ini meliputi:
a. tata cara penyusunan, penghitungan dan penentuan Formasi
JFAPL; dan
b. tata cara pengusulan dan penetapan Formasi JFAPL.

BAB 111
TATA CARA PENYUSUNAN, PENGHITUNGAN DAN PENENTUAN
FORMASI APL

Pasal 5
(1) Formasi JFAPL disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan
dengan menghitung beban kerja organisasi.
(2) Pengangkatan PNS dalam JFAPL pada dasarnya disebabkan
lowongnya formasi jabatan tersebut sesuai jenjang jabatan.
(3) Lowongan formasi jabatan JFAPL terjadi apabila ada :
a. perubahan struktur organisasi;
b. kebutuhan formasi jabatan;
c. pejabat APL pindah, berhenti, pensiun, atau meninggal dunia;
dan/atau
d. peningkatan volume beban kerja.

Pasal 6
Penetapan kebutuhan PNS dalam JFAPL dihitung berdasarkan beban
kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
a. jumlah Alat Kelengkapan Dewan/Majelis;
b. jumlah rapat;
c. jenis rapat; dan
d. volume waktu rapat.

Pasal 7
Tata cara penyusunan dan penghitungan Formasi masing-masing
jenjang JFAPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 8
Tabel penghitungan Formasi masing-masing jenjang JFAPL
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
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tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 9
Contoh format penghitungan Formasi JFAPL sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini.

BAB IV
TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN FORMASI JFAPL

Pasal 10

Tata cara pengusulan dan penetapan Formasi JFAPL sebagai berikut:

a. setiap instansi pengusul menyusun Formasi JFAPL.

b. PPK instansi pengusul mengajukan usulan Formasi JFAPL kepada
menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan tembusan kepada
Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Pimpinan Instansi Pembina.

c. dalam hal pengajuan usul Formasi JFAPL, PPK instansi pengusul
dapat melakukan konsultasi dengan Pimpinan Instansi Pembina
JFAPL.

d. berdasarkan tembusan usul Formasi JFAPL sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, Pimpinan Instansi Pembina JFAPL membuat surat
pertimbangan penetapan Formasi JFAPL kepada menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi, sebagai bahan untuk Penetapan Formasi JFAPL
pada instansi pengusul.

e. Formasi JFAPL ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di
bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
berdasarkan usul dari PPK instansi pengusul, setelah
memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan
Pimpinan Instansi Pembina JFAPL.

f. menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi menetapkan Formasi
JFAPL yang disampaikan kepada PPK instansi pengusul.

g. PPK instansi pengusul setelah mendapat penetapan Formasi JFAPL
sebagaimana dimaksud dalam huruf { menyampaikan penetapan
Formasi JFAPL antara lain kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

3. Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran; dan

4. Pihak yang berkepentingan.
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BAB V
PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 2018

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001
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LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGHITUNGAN FORMASI JFAPL

Penyusunan dan penghitungan Formasi masing-masing jenjang APL pada
setiap Alat Kelengkapan Dewan/Majelis di Instansi Pengusul dilakukan
melalui tahapan sebagai berikut:

1.

Menginventarisir seluruh kegiatan persiapan penyvusunan risalah
legislatif vang terdiri dari unsur, sub unsur, dan butir kegiatan
masing-masing jenjang jabatan APL, yang dapat dinilai dengan Angka
Kredit sebagaimana tercantum dalam kolom 2, 3, dan 4 Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

. Menginventarisir nilai Angka Kredit untuk setiap butir kegiatan

masing-masing jenjang jabatan, yang besaran Angka Kredit tersebut
telah sesuai standar Jam Kerja Efektif yang diperlukan untuk
menyelesaikan setiap kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

. Jam Kerja Efektif sebagaimana dimaksud dalam angka 2, ditetapkan

setahun sebesar 1250 jam, berdasarkan jam kerja dinas 37 jam 30
menit dalam satu minggu dikurangi waktu luang.

Menghitung Konstanta (Kt} masing-masing jenjang jabatan
berdasarkan standar Jam Kerja Efektif, perlu diketahui terlebih
dahulu besaran Angka Kredit Tambahan (AKT), untuk kenaikan
jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, dengan tahapan
sebagai berikut:

a. Menetapkan Angka Kredit Tambahan (AKT) untuk setiap Kenaikan
Jabatan dan/atau Pangkat.

1) APL Terampil, pangkat Pengatur golongan ruang II/c dengan
angka kredit 60, untuk dapat naik pangkat menjadi Pengatur
Tingkat 1 golongan ruang II/d harus mempunyai angka kredit
80, sehingga diperlukan Angka Kredit Tambahan (AKT)
sebanyak 20;

2) APL Terampil, pangkat Pengatur Tingkat [ golongan ruang I1/d
dengan angka kredit 80, untuk dapat naik jabatan dan pangkat
menjadi Asisten Perisalah Legislatif Mahir pangkat Penata Muda
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3)

4)

S)

golongan ruang Ill/a harus mempunyai angka kredit 100,
sehingga diperlukan Angka Kredit Tambahan (AKT) sebanyak
20;

APL Mahir, pangkat Penata Muda golongan ruang Ill/a dengan
angka kredit 100, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata
Muda Tingkat I golongan ruang IlI/b harus mempunyai angka
kredit 150, sehingga diperlukan Angka Kredit Tambahan (AKT)
sebanyak 50;

APL Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang
IlI/b dengan angka kredit 150, untuk dapat naik jabatan dan
pangkat menjadi Asisten Perisalah Legislatif Penyelia, pangkat
Penata Tingkat I golongan ruang IlI/c harus mempunyai angka
kredit 200, sehingga diperlukan Angka Kredit Tambahan (AKT)
sebanyak 50;

APL Penyelia, pangkat Penata golongan ruang IlI/c dengan
angka kredit 200, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata
Tingkat | golongan ruang III/d harus mempunyai angka kredit
300, sehingga diperlukan Angka Kredit Tambahan (AKT)
sebanyak 100;

. Menetapkan Konstanta (Kt).

Berdasarkan besaran Angka Kredit Tambahan (AKT) untuk
kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka
dapat dihitung Konstanta (Kt} untuk masing-masing jenjang
jabatan yaitu dengan cara, Angka Kredit Tambahan (AKT) untuk
setiap kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat dibagi hasil
perkalian antara standar jam kerja efektif (1250 jam) dengan masa
kerja dalam pangkat 4 tahun, atau dengan formula sebagai berikut:

Kt = AKT: (1250 x 4)

Keterangan:

Kt

Konstanta masing-masing jenjang jabatan per jam
efektif dalam 1 (satu) tahun.

AKT = Angka Kredit Tambahan untuk setiap kenaikan

jenjang jabatan dan/atau pangkat.

1250 = Jumlah standar jam kerja efektif dalam 1 (satu)
tahun.
4 = Jumlah tahun masa kerja dalam pangkat secara

normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi, yaitu 4 (empat) tahun.

Dengan demikian penghitungan Konstanta (Kt) untuk APL adalah
sebagai berikut:
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1] Konstanta (Kt) APL Terampil, pangkat Pengatur (II/c) sampai
dengan Pengatur Tingkat I (II/d) = 20 : (1250 x 4) = 0,004
(terdapat pada kolom 6 pada Tabel 1 Lampiran II)

2) Konstanta (Kt) APL Mahir, pangkat Penata Muda (IlI/a) sampai
dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = 50 : (1250 x 4) = 0,010;
(terdapat pada kolom 6 pada T:-lbe} 2 Lampiran II)

3) Konstanta (Kt} APL Penyelia, pangkat Penata (III/c) sampai
dengan Penata Tingkat I (IlI/d) = 100 : (1250 x 4) = 0,020.
(terdapat pada kolom 6 pada Tabel 3 Lampiran 1I)

5. Menghitung Waktu Penyelesaian setiap butir Kegiatan (WPK) adalah
dengan cara membagi Angka Kredit Butir kegiatan (AKB) dengan
Konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan
standar jam kerja efektif (terdapat pada kolom 7 pada Lampiran II),
atau dengan menggunakan formula sebagai berikut:

WPK = AKB : Kt
Keterangan:

WPK = Waktu Penyelesaian setiap butir Kegiatan dalam 1 (satu)
tahun;

AKB

Angka Kredit Butir kegiatan masing-masing dalam 1 (satu)
tahun;

Kt = Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan
berdasarkan standar jam kerja efektif.

6. Menghitung volume (V) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang
jabatan APL dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing-
masing kegiatan berdasarkan pengamatan/pengalaman dan
penghitungan dari instansi. (terdapat pada kolom 8 pada Lampiran II)

7. Menghitung Waktu Penyelesaian Volume (WPV) masing-masing
kegiatan untuk setiap jenjang jabatan APL dengan cara mengalikan
Waktu Penyelesaian setiap butir Kegiatan (WPK) dengan volume (V)
masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang jabatan APL
(terdapat pada kolom 9 pada Lampiran II), atau dengan formula
sebagai berikut:

WPV = WPKxV
Keterangan:

WPV =  Waktu Penyelesaian Volume masing-masing kegiatan
dalam 1 (satu) tahun
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WPK =  Waktu Penyelesaian setiap butir kegiatan dalam 1 (satu)
tahun.
\' =  Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

. Penentuan Formasi setiap Butir Kegiatan (terdapat pada kolom 10
pada Lampiran II) dengan formula sebagai berikut:

Formasi JFAPL = WPV : 1250

Keterangan:

Formasi = Jumlah APL masing-masing jenjang jabatan yang

JFAPL diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan
di bidang risalah pada Instansi Pusat dan/atau
Instansi Daerah.

SWPV = Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam
1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan.

1250 = Jumlah standar jam kerja efektif dalam 1 (satu)

tahun.

. Penghitungan jumlah Formasi JFAPL didasarkan atas penghitungan
Formasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut Formasi jabatan
fungsional Asisten Perisalah Legislatif (Formasi JFAPL) memperoleh
nilai kurang dari 0,50, maka tidak dapat ditetapkan Formasi untuk
jabatan APL.

b. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut Formasi jabatan
fungsional Asisten Perisalah Legislatif (Formasi JFAPL) memperoleh
nilai dibelakang koma 0,50, atau lebih maka dapat ditetapkan 1
(satu) Formasi untuk jabatan APL

Contoh :

Kegiatan persiapan penyusunan risalah legislatif pada suatu Alat
Kelengkapan Dewan/Majelis dalam setahun adalah sebagai berikut:

1) Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan perekaman rapat,
pembuatan transkrip rapat, serta pembuatan laporan
perekaman dan transkripsi rapat dalam 1 (satu) tahun untuk
jenjang Terampil adalah 2.358. Maka Formasi Jabatan
Fungsional Asisten Perisalah Legislatif untuk jenjang Terampil
adalah :

Tarnnst = YWPV 2.358

JFAPL X orang = _ = 1.88 orang
1.250 1.280
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2)

= 2 orang (pembulatan ke atas)

Jadi jumlah Formasi jabatan fungsional Asisten Perisalah
Legislatif untuk jenjang Terampil adalah 2 orang.

Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan perekaman rapat,
pembuatan transkrip rapat, serta pembuatan laporan
perekaman dan transkripsi rapat dalam 1 (satu) tahun untuk
jenjang Mahir adalah 1.456. Maka Formasi Jabatan Fungsional
Asisten Perisalah Legislatif untuk jenjang Mahir adalah :
Formasi B =

JFAPL WPV X orang = 1226 = 1.16 orang

1.250 1.250

= 1 orang (pembulatan ke bawah)

Jadi jumlah Formasi jabatan fungsional Asisten Perisalah
Legislatif untuk jenjang Mahir adalah 1 orang.

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR s
NIP. 19661114199701001 ~
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TABEL 1|
PENGHITUNGAN FORMASI JFAPL TERAMPIL

LAMPIRAN 1T

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR “

TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

- VOLUMF. .
WAKTU ; - WAKTU
a5 : . | KEGIATAN i PENENTUAN
ARGKA | wonsTanTa | PENVELERAAN | “params || PERUSLESAAN | amian
; " g BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN KEGIATAN (SATH) | KEGIATAN FORMASI
NG L s SUBTNSER BERDASARKAN UNSUI UTAMA) TAHUN %)
(AKE) (K1) (WPK) ™ (Wry) (Formasi JFAPL)
0.004 AKB : K WPKx ¥ RREY
1 7] 3 4 5 6 7 8 L 10
I. | Perekaman Rapat A. | Persiapan Melakukan kegiatan penclaahan jadwal rupat- 200 ’
Perckaman Rapat rapat dewan per masa sidang e 0804 30 . o o0
Melakukan pengenalan lokasi dan fasilias
teknis tempat rapal schelum melakukan 1.008D 0.004 2.000 0 0,000 0,000
kegiatan perckaman rapat
Mengumpulkan data dan bahan unluk 0.0080 0.004 2.000 o 0,000 0,000
persiapan rekaman rapat o
Melakukan kegiatan penyusunan kodelikasi
dan pemberian label pada knset/compagt 0.0080 0,004 2.000 0 0,000 0,000
diskimediaekom | | 4 4
Menyusun rencana ketja sesuai dengan jadwal 0.0080 0.004 2.000 0 0.000 0.000
rapal per masa sidang
Menyusun rencana kebutuhan media rekam 0.0080 0.004 2,000 0 0.000 0.000
dalam rangka pelaksanaan rapat
. | Pelaksanaan Melakukan perckaman rapal dengan kuset
Perckaman Rapat berdasarkan :




L1T

VOLUME

WAKTU e WARTU i
ANGKA KONSTANTA | PENYELESAIAN | REGUUUAN | ppnyipsanan | PENERTUAN
KREDIT . BUTIR YOLUME FUMLAN
KEGIATAN {SATL) KEGIATAN FORMASI
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN o TAIUN #) -
: ® = BERDASARKAN UNSUR UTAMA)
(AKB) (Kt (WPK) (3%] (Wrv) (Formasi JFAPL)
P ; ; Lwpy
0.004 AKE : K1 WIK 1V B
i 2 3 4 s 6 7 8 9 10

a. rapat dengan waktu singkat 0.0100 0.004 2.500 0 0,000 0,000
b. rapat dengan waktu sedang 0.0120 0.004 J.ooo 0 0,000 0,000
. rupat dengan waktu fama 0.0140 0.004 J.500 ] 0,000 1,006
Melakukan perckaman rapat dengan alat rekam
suara digital berdasarkan |
a. rapat dengan wakiu singkat 0.0102 0.004 2.550 0 0,000 0,006
b. rapat dengan wakiu sedang 0.0120 0.004 3000 o 0,000 0.000
c rapat dengan wakiu lama 0.0140 1.004 3.500 0 0,000 0,000
Melakukan perekaman rapat dengan alat rekam
audio visual berdasarkan -
a rapat dengan wakiu singkat 0.0160 0.004 4.000 0.000 LI
b. rapat dengan waktu sedang 0.0200 0.004 5.000 0,000 0,000
. rapat dengan waktu lana 0.0260 0.004 6.500 0,000 0,000
Melakukan perckaman rapat dengan alat voice
10 fexi berdasarkan
a rupat dengan waktu singkat 0.0102 0.004 2.550 1} 0,000 0,000
b. | rapat dengan waktu sedang 0.0120 0.004 3.000 0 0,000 0,000
¢. | rapat dengan waktu lama 0.0140 0.004 3.500 0,000 0,000
Melakukan kegiatan identilikasi berdasarkan
urutan, nama. dan jumlah pembicara rapat
berdasarkan :
a rapat dengan waktu singkat 0.0120 0L.004 3.000 0 0,000 0,000
b rapat dengan waktu sedang 0.0130 0.004 3.250 0 0,000 i ”dl‘l.onl}
c rapat dengan waktu lama 0.0151 0.0 3.775 0 0.000 0.000
Melakukan validasi terhadap labelling rekaman 0.0200 0.004 5000 0 0.000 0,000
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VOLUME

WAKTU oy WARTU .
ANGKA KONSTANTA | PENVELESAUN | KEGIAYAN | ppyypypxaian | PENENTUAN
A ‘ ) s JUMLAN
KREMT BUTIR VOLUME
KEGIATAN $BATY) KEGIATAN FORMIASE
INSUR SUR UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN ! TAHUN*) e
ND i Suny BERDASARKAN UNSUR UTAMA)
(AKDB) (Kt) (WPK) V) {(WPV) (Formusi JFAPL)
i i e i Y WPY
0.004 AKB: KU WPK ¥V 1350
| 2 3 4 5 6 T 8 | 9 0
Melukukan kegiatan validasi serta klarifikasi
pilingl -t pembicaru mpat 0.0200 0.004 5.000 0 0.000 0,000
Mengidentifikasi waktu dan klarifikasi nama
penibicars rapat 0.0200 0.004 5.000 0 0,000 0,000
€ Penyerahan dan lengkapi t
Peoyispanan i s T ambahar datadan |4 199 0.004 2725 0 0.000 0.000
i R o
e Menycrahkan hasil rekaman rapat dilengkapi
bahan rapat dan data pendukung untuk 0.0061 0.004 1.528 [ 0,000 0,000
dilakukan transkrip I
x:“;k“"‘“ Alih media rekaman dari ot kega 00088 0.004 2.200 0 0,000 0,000
Melaksanakan kegiatan duplikasi hasil s
s g 0.0113 0.004 2.825 | 0,000 0,000
Melakukan penytimpanan hasil rékaman rapat 0.0119 0.004 2978 e | 0,000 0.000
i Pembuatan A. | Persiapan Transkrip ! " i
Transkfip Rapat Rapet Mengumpulkan kelengkapan hahan transkrip 0.0100 0.004 2.500 e 0.000 0000
3. f"dﬂk!'"a'" Melakukan transkripsi rekaman suara n
Transkrip Rapat berbahasa Indoncsia dari alat kefja sederhana -
Berdasarkan kualitas hasil rekaman
&1 jelas:
1) Jumiah halamon transkrip rapat J |
sampai dengan 50 0.0207 0.004 5175 n 0,000 0,000
2) Jumlah halaman transkrip rapat 51 i
sampai dengan 100 halaman 0.0247 0,004 6.175 1] 0,000 LX)
"3) Jumlah halaman transkrip rapat 101 o | )
sainpai dengan 150 halambn 0.0287 0004 7178 o 0,000 0,000
- N
4) Jumlah halaman transkrip rapat 151 \
abenpai dengan 200 halwmie 0.0327 0.004 8175 ¥ | 0,000 0,000
5) Jumlah halaman transkri { |
J T 0.0340 0.004 #.500 0 0.000 0.000

diatas 200 halaman

b. | Berdasarkan kualitas hasil rekaman
kurang jelas
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VOLUME

WAKTU WARTU
KEGIATAN " PENENTUAN
AREomr | wONsTANTA e U] Ay | RREEVEANE JUMLAR
KEGIATAN (SATLY) lﬂar.‘l' ATAN FORMASI
ey ONSEi SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN TAHUN )
BERDASARKAN UNSUR UTAMA) (AKB) (K (WPK) A9 WPV) (Formasi JFAPL),
. i S SAYPY
0.004 AKB: Kt WPK ¥ T340
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10
1) Jumlah halaman transkrip rapat
sampai dengan 50 0.0238 0.004 5.950 [ 0,000 0,000
2) Jumlah halaman transkrip rapat 51
sampai dengan 100 halaman 0.0280 0,004 7,000 o 0,000 0.000
3) Jumlzh halaman transkrip rapat 101
sampai dengan 150 halaman 0.0300 0.004 7.500 0 0,000 0,000
4) Jumlah halaman transkrip rapat {51
sarmed g 200 haluman 0.0340 0.004 8,500 0 0,000 0,000
5) Jumlah halaman transknp rapat
diatas 200 halaman s 0.0380 0.004 9.500 ] 0,000 0,000
Melakukan (ranskripsi rekaman suara
berbahasa Indoncsia dari alat kerja rumil
a Berdasarkan kualitas hasil rekaman
Jelas:
13 Jumlah halaman transkrip rapat
: sampai dengan 50 o 0.0220 0.004 5500 0 0,000 0,600
2
’ ‘;‘d‘:"“::': ﬂl’::"l &f‘::::mf"“ = 0.0260 0.004 6.500 0 0,000 0,000
3) Jumlah halaman transknip rapat 101
) sampai dengan 150 mm:m 0.0280 0.004 7.000 0 0,000 0,000
4) Jumlah halaman transkrip rapat 151
sampai dengan 200 halaman 00340 0,004 8.500 0 0,000 0,000
5) Jumlah halaman transkrip rapat
e T o 0.0380 0.004 9,500 0 0,000 0,000
b. | Berdusarkan kualitas hasil rekaman
kurang jclas .
1) Jumlah hal tramskri i
- 0.0260 0.004 6.500 0 0.000 0,000
kri 51
2 Joalhs bepen (AR I 0.0300 0.004 7.500 0 0.000 0.000

sampai dengan 100 hataman
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VOLUME

WARTU % WAKTE
. - KEGIATAN ; PENFENTUAN
ANG 5 ; INYELES NYEL
anaka | wonstansa | PesvELESAuN | SUGRCAY | pevvenesaian | R
BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN REGIATAN Tmﬁ:"’ NEa o
: . HATA INTUK
NO UNSUR SUBUNSUR BERDASARKAN UNSUR UTAMA) ; : ) ;
(AKR) (K1) (WPK) 45} Wey) (Formasi JFAPL)
- W— T WPV
0.0604 AKH : kit WKV 1.250
1 v ] 3 4 ] 6 7 8 9 10
3) Jumlah halaman transknp rapat 101
pai dengan 1 50 hat 0.0340 0.004 8500 0 0.000 0.000
4) Jumlah halaman transkrip rapat 151
sempai dengan 200 halgmen] 0.0380 0.004 9.500 0 0,000 0,000
5) Jumilah halaman transkeip rapat
diatas 200 halaman f 0.0400 0.004 10.000 0 0,000 0,000
Melakukan transkripsi rekaman suara |
berhahasa Daerah dari alal kerja sederhana -
a | Berdasarkan kualitas hasil rekaman
iclas:
1} Jumiah halaman transkrip rapat
sampai dengan 50 0.0220 n.ond 5.500 0 0,000 0000
2) Jumilah halaman transkrip rapat 51
sampai dengan 100 halaman 0.0240 0.004 6.000 0 0,000 0,000
3) Jumiah halaman transkrip rapat 101
sampai dengan 150 halpman 0.0300 0.004 7.500 0 0,000 0,000
4) Jumlah halaman transkrip rapat 151
sampai dengan 200 halaman 0.0340 0.004 8.500 1] 0,000 0,000
5) Jumlah halaman transkrip rapat
didtas 200 halaman P 0.0380 0,004 9500 0 0,000 0.000
b | Berdasarkan kualitas hasil rekaiman |
kurang jelas :
1} Jumlah hataman transkrip rapat [l
sachpa dcngic] 50 0.0246 0.004 6.150 0 0,000 0,000
2) Jumiah halaman transknp rapat 51
sampai dengan 100 halaman 0.0281 0.004 7.025 0 0,000 0,000
3 Jumiah halaman transkrip rmpat 101
st dooge] 150 boloeh 00339 0.004 8475 0 0,000 0,000
4) ] -l
Jumiah halaman transkrip apat 151 0.0379 0.004 0478 0 0,000 0,000

sampai dengan 200 halaman
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VOLUME

WAKTU WAKTU i
. NYE KEGIATAN 3 t PENENTUAN
ANGEA | wonsTata | PENELIBMAN | Tngiwt | MO | #UMAn
KEGIATAN i ] KEGIATAN FORMASI
NO LNSTIR SUR UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN )
: > & BERDASARK INSUR UTAMA g
% ANUNSURTTA ) (AKB) (Kt (WPK) v {Wiry) (Formasi JFAPL)
e o ywey
0,004 ARD : Kt WPKxV e
| 2 3 4 5 3 7 8 9 0
5) Jumiah halaman transkri
p rapat
dintas 200 biakiman 0.0420 0.004 10.500 0 0,000 0.000
Melakukun transkripsi rekaman suara
berbahasa Daerah dari alat kerja rumit
a. Berdasarkan kualitas hasil rekaman
jelas:
1) Jumlah halaman transkrip rapat
sampai dengan 50 0.0220 0.004 5,500 0 0L.000 0.000
2) Jumlah halaman transkrip rapat 51
sampai dengan 100 halaman 0.0260 0.004 6.500 0 0.000 0,000
3) Jumlah halaman Lranskrip rapat 101
sampai dengan 150 halaman 0.0300 0.004 7.500 0 0,000 0,000
2) Tumiah halaman transkrip rapat 151
pai dengan 200 hal 0.0332 0.004 8300 0 0,000 0,000
5) Jumlah halaman lranskrip rapat
diatas 200 halaman 0.0380 0.004 9.500 [ 0,000 0,000
b. Berdasarkan kualitas hasil rekaman
kurang jelas :
1) Jumiah haluman transkeip rapat
sampai dengan 50 0.0257 0.004 6.425 ] 0,000 0,000
3y Jumiah halawan iranskap g st 1| | T T T
sampai dengan 100 halaman 0.0302 0.004 7.550 L] 0,000 0,000
3) Jumlah halaman transkrip rapat 101
sampai dengan 150 halaman 0.0347 0,004 R.675 0 0L.000 0.000
4) Jumlah halaman transkrip rapat 151
sampai dengan 200 halaman 0.0380 0.004 9.500 0 0,006 0,000
5) Jumlah halaman transknip rapat
diatas 200 halaman 0.0420 0.004 10,500 0 0,000 0,000




VOLUME

WAKTU L WAKTU .
ANGKA ) | PENYELESAIAN | KFGIATAN | ppnvEresaian | PENENTUAN
ol KONSTANTA DALAM | ¥y JUMLAH
KREDIT BUTIR (SATU) VOLUME FORMASI
KEGIATAN 8 R KEGIATAN Al
NO UINSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN
= sv $ BERDASARKAN UNSUR UTAMA) PR - — - P nop———
e e T Wy
0.004 AKE : Kt WPK Y 2T
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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KETERANGAN :

VOLUME
WAKTU . z WAKTU i
ANGKA . PENYELESAIAN | BECIATAN | oovkiesaian | TENENTUAN
RRkDi KONSTANTA MR DALAM 1 VOLIMTE JUMLAN
. " ' BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN KEGIATAN (SATLY “('.l' NFAN FORMASI
KO UNSUR BURTURSUR BERDASARKAN UNSUR UTAMA) ) TANUN 4) Ko
(AKB) (Kn) (WPK) ™) Wry) (Formasi JIFAPL)
B 1) ; Ly A
0.004 AKB: Kt WPK x ¥ 4&1,zm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
o laporan semestor 0.0073 0.004 1.825 0.000 0,000
d laporan tahunan 0.0075 0004 1875 0,000 0,000
Menyusun laporan pelaksanaan tugas
transkripsi rapat per alat kelengkapan majelis
atau alat kelengkapan dewan yang meliputi ©
a. laporan bulanan 0,006 0.004 1.500 0 0,000 0,000
b. laporan triwulan 0.0060 0.004 1.500 n 0,000 0,000
& lnporan semesler 0.0073 0.004 1,825 (1] 0,000 0,000
d laporm tahunan 0.0075 0.004 1.875 0 0,000 0,000
JUMLAH 0,000
Lwry 0.000 o
1.250 1.250
0 Asisten
Perisalah
Pembulatan Legitatit
Terampil

*)  Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.




TABEL 2
PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF MAHIR

WAKTU VOLUME WAKTU

PENYELESAIAN| REGIATAN | i esaian | PENENTUAN
BUTIR UALAM | VOLUME JLMLAL
oy i FORMASI

KONSTANTA
SUB UNSUR;
(Kty (WPK)
WPKx V P
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WAKTD

YOLUME

WARTU

o KEGIATAN b PENENTUAN
ANCER | womevawva | TURIEEORNT Cexiapy | PRELDAMET T auian
. (SATU) ; FORMASI
KEGIATAN TAINUN %) KEGIATAN
NO UNSUR SUB UNSUR DUTHEREGIATAN (DIVENTUKAN
BERDASARKAN UNSUR UTAMA) (AKE) KD (WIK) ™ WP Formasi JFAPL)
0.010 AKD: Kt WPKx ¥V BT
I P 3 4 5 6 7 8 9 10
3) | Jumilah halaman transkrip rapat 101
. i dengan 150 haloman 0.0287 0.010 2870 0 0,000 0.000
4) | Jumlah halaman trnskrip rapat 151
i & 200 hal 0.0327 0.010 3270 0 0,000 0,000
5) | Jumlah halaman transkrip rapat
diains 506 habnrian 0.0340 0.010 3.400 0 0,000 0,000
b. | Berdasarkan kualilas hasil rekaman
kurang jelas :
1) | Jumlah halaman transkrip rapal 0.0 0.010 000 0
s 0238 2.380 0 0 000
2) | Jumlah halaman transkrip rapat 51
i dengan 100 halaman 0.0280 0010 2.800 0 0,000 0,000
3) | Jumiah halaman transkrip rapat 101 3
i £ 150 ha 0.0300 0.010 000 0 0,000 0000 i
4) | Jumlah halaman transkrip rapat 151 0.0340 0.010 3.400 0 0.000 0.000
sampai dengan 200 halaman = X
3} { Swaiee aamen pnsheip apet 0.0380 0.010 3800 0 0,000 0,000
diatas 200 halaman
Melakukan transkripsi rekaman suara
berbahasa Indonesia dani alat kerja rumit
u. | Berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas -
1) | Jumlah halaman Granskrip rapat 0 00 2500
sampai dongan 50 0.0220 0,010 2200 0 k
2) | Jumlah halaman transkrip mpat 51 0.0260 0,010 2.600 0 0,000 0,000
sampai dengan 100 halaman : '
3) | Jumlah halaman transkrip rapat 101 0.0280 0.010 2.800 0 0,000 0,000

sampai dengan |50 halaman
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WAKTU

VOLUME

WAKTU

K ¥ KEGIATAN ) PENENTUAN
::;.‘;r‘r KonsTanTA | PENYRLEDAIAN DALAM 1 "N‘?(:"l"im,‘“” JUREAN
KEGIATAN B v KEGIATAN FORMAS
NG B — . BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN AHUN-*)
i BERDASAREAN UNSUR UTAMA . "
) (AKD) (K1) {WPK) (4] (Wwryy Formasi JFAPL)
Y AKD: K —_— SWPY
0.010 AKRB: Kt WPRxV 1250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4) { Jumlah halaman transkrip rapat 151
sampai dengan 200 halaman o K01p 3400 0 0,900 0.000
5) | Jumlah halaman transkrip rapat
diatas 200 haluman 0.0380 0.010 3.800 [ | 0,000 0.000
b. | Berdasarkan kualitas hasil rekaman
kurang jelas :
1) | Jumiah halaman transkrip rapat
sampai dengan 50 0.0260 0.010 2.600 0 0,000 L0040
2) | Jumiah halaman transkrip rapat 51 0300
sampai dengan: 100 halamaq & n.ote 3900 0 0,000 0,000
3) | Jumlah halaman transkrip rapat 101 0340
sampai dengan 150 halaman s 0.019 3.400 0 0,000 0,000
4 | Jumiat bataman ranskripmpactst | oo | . |
sampai dengan 200 halaman a4 0.010 3.800 ¢ 0,000 0,000
8) | Jumlah halaman transkrip rapat ‘
diatus 200 halaman 0.0400 0.010 4.000 0 0,000 0.000
Melakukan lranskripsi rekaman suara
berbahnsa Daerah dan alat kerja sederhana ;
a. | Berdasarkan kualitas hasil rekaman jclas |
1) | Jumlah halaman transkrip rapat i
Saoueh stigut 0 0.0220 0.010 2.200 0 0,000 0,000
2) | Jumlah halaman transkrip mpat 51 7 I
sampai dengan 100 halaman 0.0240 0.010 2400 0 0,000 0,000
3) | dumlah halaman transkrip rapat 101 0.0300 0,010 3,000 & 2000 -

sampai dengan 150 halaman
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WAKTU

YOLUME

WAKTU

KEGIATAN s PENENTUAN
A_NGKA KONSTANTA PENYELESAIAN DALAM 1 PENYELESAIAN JUMLAN
KREDIT BUTIR SATI) YOLUME FORMASH
KEGIATAN TAHUN * KEGIATAN B
TR KEGIATAN (DITENTUKAN A )
NO UNSUR SUB UNSUR b ¢ UNSUR U
BFERDASARKAN UNSUR UTAMA) (AKE) (Kt (WPK) v wey) Formasi JFAPL)
0.010 AKB: Kt WPK VY oy
1 2 3 4 6 . L3 9 10
4) | Jumlah halaman transkrip rapat 151
sampai dengan 200 hatvman 0.0340 0.010 3400 0 0,000 0,060
5) | Jumiah halaman transkrip rapat
diatas 200 halaman 0.0380 0.010 3.300 0 0,000 0,000
b. | Berdasarkan kualitas hasil rekaman
kurang jelas
1) | Jumilah halaman tmnskrip ropat
sampai dongen. 50 0.0246 0.010 2.460 0 0,000 0,000
2) | Jumlah halaman transkrip rapat 51
sampai dengan 100 fatemen 0.0281 0.010 2.810 0 0,000 0,000
3) | Jumlah halaman transkrip rapat 101
sampai dengan 130 kalaman 0.0339 o.010 3.390 0 0,000 0.000
4) | Jumlah halaman transkrip rapat 151
sampai derigan 200 hal 0.0379 0.010 37190 ] 0,000 0,000
5) | Jumlah halaman transkrip rapat ; 0000
diatas 200 halaman 0.0420 n.010 4.200 (] 0,000 L
Melakukan transkripsi rekaman suara
berbahasa Dacrah dan alat kerja ramit
a. | Berdasarkan kuahtas hasil rekaman jelas : .
1) | Jumlah halaman transkrip rapat 0.0220 0010 2.200 'y 0,000 0,000
sampai dengan 50
2) | Jumlah halaman transkrip rapat 51 0260 2.600 o 0,000 0.000
sampai dengan 100 halaman » e
3) | Jumlah halaman transkrip rapat 101 0.0300 0.010 3.000 o 0,000 0,000
sampai dengan 150 halaman
4) | Jumlah halaman transkrip mpat 151 0.0332 0010 33120 0 0.000 0.000

sampai dengan 200 halaman




8TT

VYOLUME

: CWAKTU Bl WAKTU
g i 2 KEGIATAN Wi PENENTUAN
AN | wONSTANTA ""“'“'::.'r';;""“ DALAM | "'"“?(fl‘.ifﬁ}"‘" JUMLAT
KEGIATAN | (SATU) KEGIATAN FORMAS}
s et i BT BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN FARIIN%)
' NS E h .
BERDASARKAN UNSUR UTAMA) AKE) i pr— i S S
T e a Swpy
0.010 AKB 1 Kt WPK ¥ 1,250
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5) | Jumiah halaman transkrip rapat
dintas 200 halaman 0.0350 o010 3.800 0 0,000 0.000
b. | Berdasarkan kualitas hasil rekaman
kurang jelas :
1) | Jumilah halaman transkrip raﬁal
samipai dongan 50 0.0257 0.010 2.570 0 0.000 0.000
2} | Jumiah halaman transkrip rapat 51 [
sampai dengan 100 bala;nm 0.0302 0.010 3.020 0 0,000 0,000
3) | Jumiah halaman transkrip P 101
sampei dengan 150 hal rapet 0.0347 0.010 3470 0 0,000 0.000
4) | Jumiah halaman transkrip rapat 151 ]
sampai dengan 200 halaman | 0:03%0 0.010 3.800 o | 0,000 0,000
5) | Jumlah halaman trmnskrip rapat |
diatns 200 halaman 0.0420 0.010 4,200 0 0,000 0,000
Melakukan transkripsi rekaman suam ‘ [
berbahasa Asing dari alat kerja sederhana
s | Berdasarkan kuntites sl rekinmea jolas |
1) | Jumiah halaman transkrip rapat
simpai dengan 50 0.0700 0,010 T.000 0 0,000 0.000
2) | Jumlah halaman tmnskrip ropal 51
sampai dengan 100 hal .. n 0.0808 o1 8.080 0 0,000 0,000
3) | Jumlah haluman trunskrip rapat 101
sampai dovigan 150 halaman 00858 o.010 8.500 0 0,000 0.000
4) | Jumiah halaman transkrip rapat 151 ‘
saopai dcngan 200 hal 0.0950 0.010 9.500 0 0,000 0.000
5} | Jumlah halaman transkrip rapat
diatas 200 halaman 0.1050 0.010 10.500 0 | 0,000 0,000




67T

ANGRA PENYELESAIAN| T 07" PENYELESAIAN L
kakingt: | ORI BUTIR BALAN 1 VOLUME JUREAN
KEGIATAN (A KEGIATAN TERTEAAS]
oy . . TAIUN *)
ik e e
' . (AKR) ) (WPK) ™ (WPY) Formnsi JFAPL)
i ' SWPY
0.010 ARB: Kt WPKx¥ 280
1 A 3 4 5 6 7 ] 9 10
b | Berdasarkan kualitas hasil rekaman
kurang jelas
1) | Jumiah halaman tmnskrip rapat
sampai dengan 50 0.0750 0.010 7.500 0 0,000 0,000
2y | Jumlah halaman transkrip rapat 51
sampai dengan 100 halaman 0.0867 0.010 8.670 0 0,000 0,000
3y | Jumlah halaman transkrip mpat 101
sampai dengan 150 halaman 0.0967 0.010 9.670 0 0.000 0,000
4) | Jumlah halaman transkrip rapat 151
sampai dengan 200 halaman 0.1050 0.010 10.500 0 0,000 0,000
5) | Jumlah halaman transkrip rpat
dintas 200 hat i 0,1150 0010 11.500 0 0,000 0.000
Melakukan transkripsi rekaman suara
berbahasa Asing dari alat kerja rumit
a | Berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas
1) | Jumlah halaman transkrip rapat
¥ i dengan 50 0.0900 0.010 9.000 0 0.000 0.000
2) | Jumlah halaman transkrip rapat 51
sampai dengan 100 hal t 0.1006 0.010 10.000 L] 0,000 0,00
3) | Jumlah halaman transkrip rapat 101
sampai dengan 150 halaman 0.1100 0.010 11000 0 0,000 0,000
4) | Jumlah halaman transknip rapat 151
sampai dengan 200 halaman 0.1178 0.010 11.750 0,000 0.000
5) | Jumish haleman tmnsksip rapat 0.1250 0.010 12.500 0 0,000 0.000

diatas 200 halaman

bh. | Berdasarkan kuatilas hasil rekaman
kurnng jelas




UNSUR

BUTIR KEGIATAN (IMTENTUKAN
BERDASARKAN UNSUR UTAMA)
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WAKTU
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{WPK)

AKB : Ki
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VOLUME

WAKTU WAKTU g
ANGKA consTanea | PENVELESAlAn| NEGWEAN | pveipsann | PERECTOAN
KREDIT ! BUTIR ) VOLUME JUMLAN
el (SATU) iy FORMASH
NO LINSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN KEGIATAN TANUN %) KEGIATAN
= e BERDASARKAN UNSUR UTAMA)
(AKH) (K1) (WPK) %) (WPY) Formasi JFAPL)
Lt ~WPT LWPY
0.010 AKB: Kt WPKx ¥ T2%0
1 2 3 4 s 6 7 8 2 n

Menyusun laporan pelaksanaan tugas
perekaman rapal per alat kelengkapan majelis
atau alat kelengkapan dewan yang meliputi :
a lapoman bulanan 0.0052 0.0 0.520 o 0,000 0.000
b | laporan triwulan 0.0053 0.010 0.530 0 0,000 0,000
¢ | laporan semester 0.0065 0.010 0.650 0 0,000 0.000
d. | laporan tahunan 0.0065 0.010 0.650 0 0,000 0,000
Menyusun laporan pelaksanaan tugas
perckaman rapat yang dilaksanakan sclama |
(satu) tahun di seluruh alat kelengkapan 0 %010 weh 0 650 Gemp
majelis atau alat kelengkapan dewan

B. | Pelaporen Menyusun laporan pelaksanaan tugas

Transkripsi Rapat transkripsi rapat yang meliputi :

a. | laporan bulanan (L0060 0.010 0.600 o 0.000 0.000
b. | laporan trivulan 0.0060 0010 0.600 0 0,000 0,000
c. | laporan semester 0.0073 0.010 0.730 0 0,000 0,000
d. | laporan tahunan 0.0075 0.010 0.750 0 0,000 0.000
Menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi mapat
per alat kelengkapan majelis atau alat kelongkapan
dewan yang melipufi
a | laporan hul-;\m . 0.0060 0.010 0600 o 0.000 0,000
b, | Inporan triwulan 0.0060 0.0 0,600 0 0.000 0,000




(4%

Y VOLUMFE
WAKTU WAKTU y
ANGKA PENVELESAIAN| KEGTAN | o bAIAN | PENENTUAN
. KONSTANTA DALAM | JUMLAT
KREDIT BUTIR oy VOLUME Paholelignt
iR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN KEGIATAN TANUNS) KEGIATAN ;
NO UNSUR 5 ! BERDASARKAN UNSUR UTAMA)
(AKR) (Ko (WPK) ™ (WPY) Formasi JFAPL)
e . Twry
0.010 ARB: Ki WPRaY e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
laporan semester 0.0073 XU 07130 0 0,000 0,000
Taporan rahunan 00075 UXUT 0,750 n 0,000 0,000
JUMLAN 0,000
rwpy 0,000 "
1.250 1.230

0 Asisten
Perisalah
mbulatan Legistatil

Mahir

KETERANGAN :

")

Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

"4




£ET

TABEL I1I

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF PENYELIA

- VOLUME
WAKTU ” £ WAKTU -
5 # % KEGIATAN i iy PENENTUAN
ania | wonsTanTa PRVELESAIL | “oapamsr | PEUCEMSAUT Sumian
NS ; : BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN CEC (5AT1H TCIATAN FORMASI
NO UNSUR SUR UNSUR BERDASARKAN UNSUR UTAMA) KEGIATAN TANUN ) KEGIATAN
(AKE) (ht) (WPK) V) (Wryy {Formasi JFAPL)
i ; , YWY
0.020 AKE: Kt WK x V T35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Perckaman Rapat Pelaksanaan Menentukan kualitas hasil rekaman dari alat
Perckaman Rapat kerja sederhanu berdasarkaon

a kualitas hasil rekaman jelas 0.0300 0.020 1.500 15 22.500 L0180
b. | kualitas hasil rekaman kurang jclas 0.0400 0.020 2.000 L S0.000 0.0400
Menentukan kualitas basil rekaman dari alat
ketja rumit berdasarkan :
a. | kualitas hasil rekaman jelas 0.0175 0,020 0.875 5 4375 0.0035
b. | kualitas hasil rekaman kurang jelas 0.0316 0.020 1.580 4 6.320 0.0051

1. I’cmbua'{tau Persiapan Transkrip Merencanakan kegiatan pembuatan transkrip 0.0159 0.020 0.795 50 39.750 0.0318

Transkrip Rapat Rapat rapat

x;;gldmnﬁkam kelengkapan bahan transkrip 0.0250 0.020 1.250 s 62.500 0.0500
rl\:;r:fumpulkm kelengkapan baban transkrip 0.0100 0.020 0.500 s0 25,000 0.0200
Mclakukan kegiatan penilaian terhadap transknp
rapal berdavarkan tingkat kesulitan rapat:
@ Tingkat kesulitan rendah 0.0194 0,020 0.970 60 58.200 0.0466
b Tingkat kesulitan sedang 0.0319 0.020 1.595 25 39875 n.o3e
Y Tingkat kesulitan linggi 0.0562 0.020 2810 15 42,150 0.0337
Melakukan kegiatan koordinasi dalam rangka 00390 0.020 1.950 100 195,000 01560

peluksanaan tugas transkripsi raput

Pelaksanaan
Transkrip Rapat

Mclakukan transkripsi rekaman suara berbahasa
Indonesia dari alat kerja sederhana




YOLUME
WAKTU WAKTU .
ANGKA , PENVELESAIA | REGIATAN | ppyyppgaian | PENENTUAN
KONSTANTA DALAM | JUMEAn
KREDIT N BUTIR (SATU) VOLUME FORMASI
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN KEGIATAN TAHUN 4 | KEGINTAN =
. BERDASARKAN UNSUR UTAMA) ) .
(AKB) (L] (WPK) ) (Wryy (Formasi JFAPL,)
0.020 AKB: Kt WPK AV 4
| P 1.250
1 2 3 4 5 6 7 8 -] 10
» " L
] a l Berdasarkan kualitas hasil -
i P - H i -} |
JUITHA Iraman RURIN NIRRT LY 1 “n’“- [)“10 1“‘; 4 {
| sampar dengan 30 i o o o | el SLL
i B - B Y - , _— - | I — = = S
! 2y Jw N - | = - -
| S L 110 hadaman 00247 0.020 1.235 | 8 9,880 0.0079
| |
j 3y Juwmlab hatamean transkop rapat 104 5 ~ | |
sampar dengan 130 hat 00287 0.020 1.433 | i | 14,350 UL
; e e . . - DS i] i I— S -
4 | i
| 0.0327 0.0240 1.635 3 4.905 039
| 5) Tumilah halaman rranshop rapat diatas _
= 0.03450 0.020 .70 1] | O L IHHK)
| 2000 halawwan
! S R I | ) - .
» Berdasarhan Loalias hasd iehaman karang, i
wlos i |
{ . S S : - .‘ -
1 Tumibah halaman teanskrp ropy
| ’ ;l:‘r.:r.'n‘. “.j WJ kAP 0.0238 0.020 L1 0 | 0,000 (LIHHN)
f il —— .| fo | :
; 2 umlab hadaman transkop rapat 51 0.0250 1 0.020 1400 . | L300
| sampan dengan 100 halaman ) : | : . v
} - . : S - S S — l ” . = T
3 Famlah b 101 |
} - | 0.0300 0.020 L300 1 J 1300 00012
| ! N S . —— . S b SIS
! Ay Jumdah haboman teanshop rapat 151 | - |
| | sampat 020 0.0340 0.020 : 1700 0 ! 0000 MM
‘ = = : | I S— |— =
] 5 atah halaman transh apat dhatas | | | i
o ‘:l‘-l'.’ dhLCi rip rapat diatis 0.0380 0020 1.0 0 | 0.000 [ aooon
_— *777,74;;7 — — | 3 e e —
i s uaru berhahasa !
[ Lary adat kerg ot i l
i Bordasarkan kuahitas hasil rekaman jelas | l |




1 X4

VOLUME

WAKTU h WAKTU
5 z KEGIATAN % PENENTUAN
APUKA | xongranTa | FEIEESAA: | Tpatanty | PEMYELERAMN 1 siauan
i sidagas (SATLY f . FORMASI
BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN KEGIATAN FAHUR KEGIATAN
No Urpait SUB UNSUR BERDASARKAN UNSUR UTAMA) ’
(AKB) (Kt) (WIK) " (WPy) (Formasi JFAPL)
K ! & Yw A
0,020 AKB : Kt WPK Y ML!S{I
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1) Jumiah halaman transkrip rapat
samipai dengan 50 0.0220 0.020 L.100 1 1.100 0.0009
2)  Jumlah halaman transkrip rapat 51
sampai dengan 100 halaman 0.0260 0.020 1.300 2 2.600 0.0021
3) Jumlah halaman transkrip rapat 101
sampai dengan 150 halaman 0.0280 0.020 1.400 1 1400 00011
4)  Jumlah halaman transknp rapat 151
sampai dengan 200 halaman 0.0340 0.020 L.700 0 0,000 0.0000
5)  Jumlah halaman transkrip rapat diatas
200 halaman 0.0380 0.020 1.900 0 0.000 0.0000
b. | Berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang
jelas :
1) Jumlah halaman transkrip rapat
sampai dengan 50 0.0260 0.020 1.300 1 0.650 0.0005
2)  Jumlah halaman transkrip rapal 51
sampai dengan 100 halaman 0.0300 0.020 1.500 1 1.500 0.0012
3)  Jumlah halaman transkrip rapal 101 ;
sampai dengan 150 halaman 0.0340 0.020 1.700 2 3400 00027
4)  Jumlah halaman transkrip rapat 151
sampai dengan 200 halaman 0.0380 0.020 1.900 1 1.900 00015
" ;}';,“ﬁ:’::a“:’a" iwhriprapit e | o ote 0.020 2.000 0 0.000 0.0000
Melakukan transkripsi rekaman suara berbuhasa
Dacrah dari alat kerja sederhana
a Berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas |
1) Jumlah halaman transkrip rapat 0.0220 0.020 L100 0 0000 0.0000

sampai dengan 50
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-

WAKTU

YOLUME

WAKTU

g X KEGIATAN stk PENENTUAN
knporr | KONSTANTA | PEQNELECMA 1 “batasy| | PERNELESAIAN | sumian
; . VOLUME
T {(SATL) o FORMASI
g o KEGIATAN it KEGIATAN
" SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN TARUN *) |
NO UNSU BERDASARKAN UNSUR UTAMA) 3 -
(AKE) (K1) (WPK) (L5] (WPv) (Formasi JFAPL)
o ) : - ;
0.020 AKE : Kt ‘ WPK x ¥ hmz.zsn
1 2 3 4 5 14 7 8 ° 10
2)  Jumlah halaman transkrip rapat 51
sannpei Mingst 100 bitendn 0.0240 0.020 1.200 o 0.000 0.0000
3) Jumlah halaman transknp rapat 101
sampai dengan 150 haluman 0.0300 0.020 L.500 1] 0.000 0.0000
4)  Jumlah halaman transkrip rapat 151
sampai dengah 200 hlamiin 0.0340 0.020 1.700 [} [ 0.000 0.0000
5)  Jumlah halaman transkrip rapat diatas
200 hifhehash 0.0380 0.020 1.900 [ | 0.000 0.0000
b. | Berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang |
Jjelas :
0 Menksialmun traretsioapet 0.0246 0.020 1.230 0 0.000 00000
sanpai dengan 50 i i ) i
2y Jumlah halaman trangkrip rapat 51
g i dongsn 100 halamem 0.0281 n.0za 1.405 0 0.000 0.0000
3} Jumlah halamun trangkrip rapat 101
o 150 halampn 0.0339 0020 1.695 0 i 0.000 0.0000
4)  Jumiah halaman transkrip rapat 151 ‘
sampai tdengan 200 hatanin 0.0379 0.020 1895 | 0.000 0.0000
5)  Jumlah halaman transkrip rapat diatas
200 halarnan 0.0420 0.020 2.100 0 0.000 (L0000
Melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa
Daerah dari alat kerja rumit |
a. | Berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas .
1) Jumiah halaman transkrip rapat 0.0220 0.020 1.100 0 0.000 0.0000
samipai dengan 50 |
2) Jumiah halaman transkrip rapat 51 0.0260 0.020 1.300 0 ' 0000
sampai dengan 100 halaman * | i &
3)  Jumlah halaman transkrip rapat 101 0.0300 0.020 1.500 0 | 2,000 0.0000

sampai dengan [5() halaman




LET

VOLUME

WAKTU ya WARTU
. ity KEGIATAN . 3 FENENTUAN
ANGRA | gongranta | TERVELISAIA | Tt | ERELESMIAN T i
KREDI N BUTIR SATL) VOLUME FORMASI
BUTIR KEGIATAN (DITENTURAN WIELEN 7'(';'“!“ ) WG )
) ) CEGIATAN (DITE : !
NO UNSTUR SUDB UNSUR 5 > ,
PHEDASAREAN (N R UTANMAY (ARB) (Ko (WPK) ) (WPY) (Formasi JFAPL)
" 5 E o rwey
0.020 ARB: KL WPK 1V ST
I 2 3 1 3 6 1 8 9 10
4)  Jumlah halaman transkrip rapat 151 0.0332 0.020 1660 0 0,000 0.0000
sumpai dengan 200 halaman . . ’ | i
5)  Jumiah halaman transkrip rapat diatas 0.0380 0.020 1.900 0 0.000 0.0000
200 hulaman * - s . X
b Berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang
jelas :
1) Jumlah halaman transkrip raput 0.0257 0.020 1.285 0 0.000 0.0000
sampai dengan S50 ’ ) ’
2)  Jumish hatamor tennskrip et 31 0.0302 0.020 1510 0 0.000 0.0000
sampai dengan 100 halaman ;
3)  Jumlah halaman transkrip rapat 101 0.0347 0.020 1.735 0 0.000 0,0000
sampai dengan 150 halaman
4)  Joacialy haleunen Stk apet 151 0.0380 0.020 1.900 0 0.000 0.0000
sampai dengan 200 halaman
5y Jumlah halaman transkrip rapat diatas 0.0420 0.020 2,100 0 0.000 0.0000
200 halaman * =
Melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa
Asing dari atat kerja sederhana B
a. | Berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas ©
1} Jumlah halaman transkrip rapat 0.0700 0.020 3.500 1 3.500 0.0028
sampai dengan 50
2)  Jumlah halaman transkrip rapat 51 0.0808 0.020 4,040 1 4.040 00032
sampai dengan 100 halaman i
3} Jumlah halaman transkrip rapat 101 0.0850 0.020 1.250 1 4250 0.0034
sampai dengan 150 halaman
4y Jumlah halaman transkrip rapat 151 0.0950 0.020 4,750 0 0.000 0.0000
sampai dengan 200 halaman
5)  Jumlah hataman transkrip rapat dwitas 0.1050 0.020 5250 0 0.000 0.0000

200 halaman
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YOLUME

WARTU ey WAKTU
_ 3 ! KEGIATAN s PENENTUAN
Ahinn | KonsTANTA "”:";"n'.;;"" DALAM { """1‘1';‘[' m"“ JUMLAN
KEGIATAN (SATE) T ATAN FORMASI
- - pr— BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN TANUN %) TR
! U i BERDASARKAN UNSUR UFTAMA) . : :
(AKB) (K1) (WPK) vy WPy (Formasi JFAPL)
0.020 AKR: Ki WPk V ZWEY
‘ 1.250
1 b 3 4 5 6 7 s | 9 10
b. | Berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang |
jelas ;
1) Jumiah halaman transkrip rapat
sagpil dongad SO 0.0750 0.020 3.750 1 3.750 0.0030
2} Jumlah halaman transkrip rapat 51
sampai dengan 100 hlaman 0.0B6T 0.020 4,335 1 4.335 0.0035
#) Jumiah hataman trarskrip fapat 101 0.0967 0.020 4835 1 4835 0.6039
S !
4y Jumlah halaman transkrip rapat 151
stk déuiad 200 tfmeis 0. 1050 0.020 5.250 0 ) 0.000 0.0000
5)  Jumlah halaman transkrip rapat diatas
200 halsman 0.1150 0.020 5.750 0 0.000 (L0000
Melakukan transkripsi rekaman ssara berbahasa
Asing dari alat kerja rumit
a. | Berdasarkan kualitas hasil ekatman jelas I
1) Jumlah halaman transkrip 'rapm
sampai dengan 50 0.0900 0.020 4.500 1 4.500 0.0036
il v o d i 0.1000 0.020 5.000 ¢ | 5.000 0.0040
1) Jumlah halaman transkrip rapat 101 ] ;
sompi dengah 150 hﬂ i 0.1100 0.020 5.500 1 | 5500 0.0044
1
4)  Jumiah halaman transkrip rapat 151 I
st g TN 0.1175 0.020 5875 0 | 0.000 0.0000
5)  Jumiah halaman transkrip/rapat diatas |
s 0.1250 0.020 6.250 o 0.000 0.0000
b. | Berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang |

Jelas
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" YOLUME
WAKTU : WAKTU
sras —— KEGIATAN . B PENENTUAN
ANGRA P i o PENYELESAIA PENY FLESAIAN
KREDIT | RONSTANTA N BUTIR DALY VOLUME aumLatl
KECEATAN (SATU) Mooy e FORMASI
b T i s BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN TARON)

BERDASARKAN UNSUR UUTAMA) (AKD) w0 (WPK) v) (WPYV) {Farmasi JFATL)
| = . ) CWPY
1} 0.020 AKD: Kt WPK 3y A

I 2 3 4 5 13 7 8 9 i0
1y Jumlah halaman transkri t ’

aasiaes 0.0950 0.020 4750 i 4750 0.0038

% :::n“:: g ook e 0.1050 0.020 5.250 1 5.250 0.0042
lal skrip ra 101
A e e 01150 0020 5750 i 5750 0.0046
4 g’::’; o o e 0.1250 0.020 6.250 0 0.000 0.0000
B Suniino el rpom o | sk 0.020 6.750 0 0.000 0.0000
Pen han dan Melakukan pemeriksaan kelenghapan hasil
Repiipnoh i s ' 00111 0.020 0.555 s0 27.750 0.0222
Membuat klasifikasi sederhana untuk ’
penyimpanan transkrip rapat 0.0277 0.020 1,385 50 69.250 0.0554
Melakukan penyimpanan transkrip rapat 0.0111 0.020 0.555 0 27.750 00222
Melakukan penyeraban hasil transkrip rapat
dilengkapi bahan rapat dan data pendukung 00113 0.020 0.565 50 28.250 0.0226
sebagai bahan pembuatan risalah sementara
i Pembuatan Laporan Pelaporan Perekaman | Menyusun laporan pelaksanaan tugas perckaman
Rapat rapat yang meliputi .
a, | laporan bulanan 0.0052 0.020 0.260 12 3120 0.0025
b. | laporan triwulan 0.0053 0.020 0.265 4 1.060 00008
e | Mporan semester 0.0065 0020 0.325 2 0.650 0.0005




ove

WARTU

YOLUME

WAKTU

. il KEGIATAN 145 PENENTUAN
e | KonsTANTA | TERNELESAIL | Cparami o Atan
. . BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN KEGIATAN b KEGIATAN FORMASI
NO UNSUR SUB UNSUR HERDASARKAN UNSUR UTAMA) TANUN %)
(AKB) (K1) (WPK) vy (WPYV) (Formasi JFAPL)
—_ . rwey
0.020 AKB: K1 WPK x V i
1 2 3 4 L] 3 7 R 9 10
d. | laporan tahuman 0.0065 0,020 0.325 1 0.325 0.0003
Menyusun laporan pelaksanaan tugas perekainan
rapat per alat kelengkapan majelis atau alat 0
kelengkapan dewan yang meliputi ©
a. laporan bulanan 0.0052 0.020 0.260 12 3.120 0.0025
b. | laporun triwulan 0.0053 0.020 0.265 4 1060 0.0008
c. laporan semester 0.0065 0.020 0328 2 0.650 0.0005
d. | laporan tahunan 0.0065 0.020 0.325 1 0325 0.0003
Meny laporan pelal wigns perekaman
rapat yang dilaksanakan selama 1 (Satu) tahun dh 0.006
seluruh alat kelengkapan majclis atau alal s 0.028 maxs ! et 0.0003
kelengkapan dewan
B. | Pelaporan Menyusun luporan pelaksanaan tugas transkripsi
Transkripsi Rapat rapal yang meliputi ©
a laporan bulanan 0.0060 0.020 0.300 12 3.600 0.0029
b. | laporan triwulan 0.0060 0.020 0.300 4 L.200 0.0010
¢. | laporan semester 0.0073 0.020 0.365 2 0.730 0.0006
d laporan hunan 0.0075 0.020 0378 1 0.375 0.0003
Menyusun laporan pelaksanaan lugas u;amhimi
rapat per alat kelengkapan majelis atau alat 0.0000
kelengkapan dewan yang meliputi:
a | laporan bulanan 0.0060 0.020 0.300 12 3.600 0.0029
b. laporan trivulan 0.0060 0.020 0.300 4 1.200 0.0010
¢. | laporan semester 0.0073 0,020 0365 2 0.730 0.0006
0.0075 0.020 0375 1 0375 0.0003

d laporan tahunun




874

KETERANGAN :

VOLUME :
WAKTU > WAKTU -
ANGRA | L conernra | PENYELESAIA | FOITAN | ppnvevesaman | PRYERTOAN
KREDIT N BUTIR SATW) VOLYME: FORMASI
. : (U UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTURKAN KEGIATAN TAIIN Y KEGIATAN
it WhaYR " RERDASARKAN UNSUR UTAMA) sl
(AKB) (Kt) {(WPK) vy Wry) TAPLY
0.004 AKB : Kt WPK 3 V i
1 p | 3 4 s H T B 9 10
Menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi
rapal yang dilaksanakan selama | (satu) tabun di 1 " 1875 0.0015
seluruh alat kelengkapan majelis atau alat 575 oz 75
kelengkapan dewan
JUMLAHN 0,000
Lwev 0,000 i
1.250 1.250
0 Asisten
Perisalah
Pembulatan Legislatif
Peayclin

*  Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

\¢&

SEKRETARIS JENDERAL,

-

s

INDRA ISKANDAR

NIP. 19661114199701001 ‘/
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LAMPIRAN III

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

CONTOH PENGHITUNGAN FORMASI JFAPL TERAMPIL

; VOLUME
WAKTU ; WAKTU .
ANGKA | Lo nTa | PENYELESAAN "Iffl_':;““é PENVELESAIAN | PENERTUAN
KREDIT BUTIR | VOLUME UMLAR
Pt iy (SATUY | . FORMASI
R SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN KEGIATAN TANUN ) KEGIATAN
UNSU . BERDASARKAN UNSUR UTAMA)
" . (Formasi
(AKH) (K1) (WPK) ] wew) JFAPL)
0.004 AKB : Kt WPK IV TS
2 3 4 s 6 7 8 9 10
Perckaman Rapat Persiapan Melakukan kegiatan penclashan jadwal rapat-raput S0 ;
Mevckisirieh Rapel " hor e i 0.0080 0.004 2.000 00, 200.000 0.160
Melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas teknis ‘
tempat rapat sebelum melakukan kegialan 0.0080 0.004 2,000 100,000 200,000 0.160
perckaman rupat
Mengumpulkan data dan bahan untuk persiapan 2.000 100.0 200.000 0
! 0.0080 0.004 X IR) X fﬁﬂ
Mclakukan kegiatan penyusunan kodefikasi dan
pemberian Tabel pada kaset/compect diskinedia 0.0080 0.004 2.000 100.000 200,000 0.160
rekam
. » 3 )|
Monysisun asgouh Ketje sev et jndwal 0.0080 0.004 2.000 100.000 200,000 0,160
rapat per masa sidang |
Menyusun rencana kebutuhan media rekam dalam 0.0080 0.004 2.000 160,000 200.000 0160
rangka pelaksanaan rapat




(374

WAKTU

VOLUME

WARKTU

KEGIATAN ; PENENTUAN
::gl'::r wonstanTa | PPN ‘:;:#:" gAN DALAM | "F'N\Y‘f"""’-’“.mx JUMLAT
x JUME g
KEGIATAN L bedd KEGIATAN FORMASI
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN TAHUN *)
g : " BERDASARKAN UNSUR UTAMA) (Formasi
(AKE) (K1) (WPK) m (WPy)
JFAPL)
K ‘Pl y ._EI:}_‘ :
0.004 AKRD: Kt WPKaV 250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. | Pelal Melakukan perek rapat dengan kaset
Perckaman Rupal berdasarkan
a rapat dengan waktu singkat 0.0100 0.004 2.500 20.000 50.000 0.040
b. | rapat dengan waktu sedang 0.0120 0.004 3.000 40.000 120.000 0.0%6
¢. | rapat dengan waktu lama 0.0140 0.004 3.500 20,000 T0.000 0.056
Melakukan perckaman rapal dengan alat rekam
suara digital berdasarkan
a. | rapat dengan waktu singkat 0.0102 0.004 2.550 3.000 7.650 0.006
b | rapat dengan waktu sedang 0.0120 0.004 3.000 5,000 15.000 0.012
c. | rapat dengan waktu lama 0.0140 0.004 3.500 2.000 7.000 0.006
Melakukan perekaman rapat dengan alat rekam
audio visual berdasarkan
a. | mapat dengan wakitu singkat 00160 0.004 4.000 0.000 0.000 0.000
b. | rapat dengan wakiu sedang 0.0200 0L.004 5.000 0.000 0.000 0.000
c. | rapat dengan wakiu lama 0.0260 0.004 6.500 0.000 0.000 0.000
Melakukan perekaman rapat dengan ulat veice to ) 0.000
fext berdasarkan . 3
a. | rapat dengan wakiu singkat 0.ojoz 0.004 2550 3.000 7.650 0.006
b. | rapat dengan wakiu sedang 0.0120 0.004 3.000 5.000 15.000 0012
¢. | rapat dengan wakiu lama 0.0140 0.004 3.500 2.000 7.000 0.006
Melakukan kegiatan identifikasi berdasarkan
urutan, nama, dan jumlah pembicara rapal
berdasarkan
a. | rapat dengan waktu singkat 0.0120 0.004 3.000 26,000 78.000 0.062




e

WAKTU

VOLUMEF

WAKTU

sampai dengan 200 halaman

- o KEGIATAN o PENENTUAN
Kaworr | KONSTANTA | FENUELERAWN | Cpapany | PEAVELESMAN | T aman
o b bt (SATL) Wi o FORMASI
NO UNSER SUB UNSUR ':]‘;"‘;A';i;t};';: f‘?"l'l";’;;:’:“;’; REGIATAN TAHUN ¥ KEGIATAN
(AKB) (K1) (WPK) ™) wry) ooy
NP o ik}
0L.004 AKR : Kt WPKxV Muso
1 b 4 3 4 5 19 ¥ 8 9 1
b. | rapat dengan waktu sedang 0.0130 0.004 3250 50.0060 162.500 0.130
¢. | rapat dengan waktu lama 0.0151 0n.0064 3.775 24.000 90,600 0.072
Melakukan validasi terhadap labefling rekaman 0.0200 0.004 5.000 I(II.GI)P 500.000 0.400
r“*‘mm‘““ ‘l"f"d:‘l_::‘“: s 0.0200 0.004 5.000 100,000 500.000 0.400
Mengmnﬁknsl waktu dan klarifikasi nama 0.0200 0.004 5000 100,000 500,000 0.4b0
Penyerahan dan Menyusun serta melengkapi tambahan data dan
otk bahan rapat tertulis 00109 0.004 2725 INW 272500 0218
Perckaman Rapat | e cahkan hasil rekaman rapal dilengkapi bahan ‘
rapat dan data pendukung untok dilakpkan 0.0061 0.004 1.525 100.000 152.500 0122
transkrip |
:::‘g:‘“"’“ ity it e el ek ey 0.0088 0.004 2.200 20,000 44.000 0.035
Melaksanakan kegiatan duplikas| hasil rel 0.0113 0,004 2825 50.000 141.250 0.113
Melakukan penyimpanan hasil rekamin rapat 0.0119 0.004 2975 100.000 297.500 0.238
H m ::t;lm Transkrip | Mengumpulkan kelengkapan bahan trnskrip rapat 0.0100 0.004 2500 0.000 0.000 0.000
Pelaksannan Melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa -
Transkrip Rapat Indonesia dan alat kerja sederhana ©
a | Berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas
‘ |
1 Jumlah hulaman transkrip rapat sampai [
, dengan 50  dadat 0.0207 0.004 5175 0 0.000 0.000
33| “Hmiah hataman (ranskrip rapat 31
sampai dengan 100 halaman 0.0247 0.004 6178 0 | 0.000 0.000
3) | dumlah halaman transkrip mpat 101 |
sampai dengan 150 Hulaman 0.0287 0.004 7178 0 0.000 0.000
4) | Jumiah halaman transkrip rapat 151 |
0.0327 0.004 8.175 0 0.000 0.000




S¥T

VOLUME

WAKTU s " WARTU s
ANGKA | wonstanta | PENVELESAIAN | KEGUEAN | ppaveresaian | PENERTOAN
KREDIT BUTIR (SATL VOLUME MHM ASH
KEGIATAN e l. KEGIATAN .
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN TAHUN *)
! § -/ | IRUTA
BERDASARKAN UNSUR UTAMA) (AKD) K0 WPK) ™ WYy (‘:-;:;I,T
0.004 AKR: Kt WPK Y At
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5) | Jumlah halaman transkrip rapat diatas
200 halaman 0.0340 0.004 8.500 0 0.000 0.000
b. | Berdasarkan kualitas hasif rckaman kurang
Jjelas
[ Jumlah halaman transknp rapat sampai
: dengan S0 L 0.0238 0.004 5950 0 0.000 0.000
2) | Jumiah halaman transkrip mpat ST | | | . [ {1
sampai dengan 100 halaman 0.0280 0.004 7.000 0 0.000 0.000
3) | Jumlah halaman transkrip rapat 101
sampai dengan 150 halaman 0.0300 0.004 7.500 0 0.000 .00
4 Jumlah halaman transkrip rapat 151
! sumpai dengan 200 hulu:mnw 0.0340 0.004 8.500 0 0.000 0.000
5) | Jumlah halaman ranskrip rapat diatas
200 halaman G 0.0380 0.004 9.500 0 0.000 0.000
Metakukan transkripsi rekaman suara berbahasa
Indonesia dari alal kerja rumit
a. | Berdasarkan kualitas hasil rekaman jclas :
[ Jumlah halaman transkrip rapat sampai
’ doigme §6 P 0.0220 0.004 5.500 0 0.000 0.000
2) | Jumiah halaman transkrip rapat 51
sampai dengan 100 halamin 0.0260 0.004 6.500 0 0.000 0.000
3) | Jumlah hataman transknip rapat o1
sampai dengan 150 halaman 0.0280 0.004 7.000 0 0.000 0.000
4) | Jumlah halaman transkrip rapat 151
sampai dengan 200 halaman 0.0340 0.004 8.500 0 0.060 0.000
3) | Jumlah halaman transkrip rapat diatas Diie0 0.004 9500 0 0.000 0.000
200 halaman




9T

YOLUME

WAKTU ok WAKTU
X : KEGIATAN s PENENTUAN
ANGKA " PENYELESAIAN FENVELESAIAN
KeEpry | KONSTANTA BUTIR “&t’;’t‘,’)" VOLUME :g“’“mgl
BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN ERGIATAN TAHUN #) KEGIATAN
NO Pinstin Sup s BERDASARKAN UNSUR UTAMA) . » e ' it
{ ) (k) { ) V) (WPY) JFAPL)
—— Pl ¥ WPY
0.004 AKB 2 Kt . WPK £V '-musn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b. | Berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang [ i
jelas
1) | Jumlah halaman transkrip rapal sampai T
dengan 50 0.0260 0.004 6.500 0 0.000 0.000
2) | Jumiah halaman transkrip rapal 51
sampai dengan 100 halaman 0.0300 0.004 7.500 [ 0.000 0.000
. -
3) | Jumiah halaman transkrip rapat 10]
sampai dengan 150 halaman 0.0340 0.004 8.500 ] 0.000 0.000
4) | Jumiah halaman transkrip/tapat 151
sampai dengan 200 halaman 0.n380 0.004 9.500 0 0.060 0.000
5) | Jumlah halaman trangkrip mpat diatas
200 halaman 0.0400 0.004 10.000 o 0.000 0.000
Mclakukan transkripsi rekaman suara berbahasa
Dacrah dari alat kerja sederhana |
a. | Berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas
1) | Jumlah halaman transkrip rapat i |
g b ey rRrpame | ome 0.004 5.500 0.000 0.000 0.000
2) | Jumlah halaman transkrip rapat S1 %
e 0.0240 0.004 6.000 0.000 0.000 0.000
3) | Jumlah hataman transkr 101
| s 0.0300 0.004 7.500 0.000 0.000 0.000
4) | Jumiah hafaman transkrip rapat 131 !
g §scrl s gt arivdbo 0.0340 0.004 8500 0.000 0.000 0.000
5) | Tomlah halaman transkrip rapat diatas I
200 halaman { 0.0380 0.004 9.500 smu? 0.000 0.000

Jelas .

b. | Berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang




LY

WAKTU

YOLUME

WAKTU

- KEGIATAN PENFNTUAN
ANGKA ? PENYELESAIAN PENY ELESAIAN
KREOIT KONSTANTA BUTER DALAM | VOLUME JUMLAR
KEGIATAN GATY) KEGIATAN RORMAST
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (MTENTUKAN TAHUN *} i
SRS BERDASARKAN UNSUR UTAMA) 3 ; (Earmad
{AKB) (K1) (WPK) ) (WPY) JFAPL)
0.004 AKB: Ki WPK 1V %5'5-
I 2 3 4 - 6 7 b 9 10
1) | Jumlah halaman transknip rmpat sampai
4 dengan 50 e 0.004 6.150 0.000 0.000 0.000
2) | Jumiah halaman transkrip rapat 51
sampai dengan 100 halaman 0.0281 0004 7.025 10.000 0000 0.000
3) | Jumilah halaman transkrip rapat 101
sampai dengan 150 halaman 0.0339 0.004 8475 0.000 0.000 0.000
4) | Jumilah halaman transknp rapat 151 Wil
sampai dengan 200 halaman 0.0379 0.004 9.475 0,000 0.000 0.000
5) | Jumnlah halaman transkrip mpat diatas
200 halaman 0.0420 0.004 10.500 0.000 0.000 0.000
Melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa
Dacrah dari alat kerja rumit 0.004 0.000 0.000 0.000
a. | Berdusarkan kualitas hasil rekaman jelas : 2000
1) | Jumlah halaman transkrip rapat sampai
dengan 50 0.0220 0.004 5500 0.000 0.000 0.000
2) | Jumlah halaman transkrip rapat 51
sumpai dengan 100 halaman 0.0260 0.004 6,500 $.000 0.000 0.000
3) | Jumlah halaman transkrip rapat 101
sampai dengan 150 halaman 0.0300 .04 7.500 0.000 0.000 0.000
4) | Jumlah halaman transknp rapat |51
sampai dengan 200 halaman 0.0332 0.004 8.300 0.000 0.000 0.000
) | Jumlah halaman transkrip rapat diatas
200 halpman 00380 0.004 9.500 0.000 0.000 0.000
b. | Berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang
jelas
} | Jumlah halaman transkri t sampai
i 0.0257 .08 6,425 0.000 0.000 0.000

dengan 50




81T

YOLIUME

WAKTU xou 1 WAKTU
sy o i REGIATA N, PENENTUAN
AR | KoNsTANTA "‘”‘:,'i,':r’;:““ DALAM e JumMeAw
s (SATL) bobi e FORMAS!
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN PP TAMUNTS g i
RERDASARKAN UNSUR UTAMA) - &0 p— o o (Formasi
AFAPL)
— i TWPY
0.004 AKD : K WEK 1V s
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2) | Jumiah balaman transkrip mpa 51 [
sampai dengan 100 balaman 0.0302 0.004 7.550 0.000 0.000 0,000
3) |3 ranskri 10 T
h‘:::l;‘:: I:::;:TI o ﬂ;':'m’:““ ! 0.0347 0.004 B.675 0.000 0.000 0.000
4) 1 L 151
i:m’; mﬂm 0.0380 0.004 9.500 0.000 0.000 0.000
3) }
- Fe-bere el ol 0.0420 0.004 10500 0.000 0.000 0.000
Penyerahan dan Melakukan pemeriksaan kelengkapan hasil
Peid g himes e ok 0.0111 0,004 2775 0000 0.000 0.000
Melakukan penyimpanan transkrip rapat 0.0111 0.004 2775 0.000 n.000 0.000
Mclakukan penyerahan hasil transkrip rapat ‘
dilengkapi bahan rapat dan data pendukung schagai 0.0113 0.004 2825 0.000 0.000 0.000
bahan pembuatan risalah sementara
.| Pembuatan Laporan Pelaporan Menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman
Perckuman Rapat rapat yang meliputi . i
a. | laporan bulanan 0.0052 0.004 1.300 12.000 15.600 0.012
b | laporan triwulan 0.0053 0.004 1.325 4.000 5.300 0.004
c. | laporan semester 0.0065 0.004 1.625 2000 3250 0.003
d. | leporan lahunan 0.0065 0.004 1.625 I.Mli‘— 1.625 0.001
Menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman i
rapat per atat kelengkapan majelis atau alat
kelengkapan dewan yang meliputi ©
a. | laporan bulanan 0.0052 0.004 1.300 12| 15.600 0012
b. | laporan triwulan 0.0053 0.004 1.325 4 L S.300 0.004
¢. | laporan semester 00065 0.004 1.625 S | 3250 0.003




6vzC

YOLUME

WAKTU ks : WAKTU e
ANGKA | overinan | PENVELESAIAN | REGIAAN | ppnyppesaian | PENEN g
) Fio e : KREDIT b 2 BUTIR (S.\T.!!-} YOLUME F(lRM"ASi
: s i " b (Farmasi
(AKB) (K1) (WFPK) (¥) (WrPv) JFAPL)
. i WPy
0004 AKR: Kt WPKx v o
I 2 3 4 s 6 7 8 9 1
d. | laporan tahunan 0.0065 0.004 1.625 1 1.625 0001
Menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman
rapat yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun di
scluruh alat kelengkapan majelis atau alat 0.0065 0.004 1.625 ' 1.625 001
kelengkapan dewan
B. | Pelaporan Mer ey
b e iyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi
Transkripsi Rapat rapat yang meliputi -
a. | laporan bulanan 0.0060 0.004 1.500 0 0.000 0.000
b laporan triwulan 0.0060 0.004 1.500 0 0.000 0.000
¢. | laporan semester 0.0073 0.004 1.825 0 0.000 0.000
d laporan tabunan 0.0075 0,004 1.875 0 0.000 0.000
Menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi
rapat per alut kefengkapan majelis atau afal 0.000
kelengkapan dewan yang meliputi :
il Japoran bulanan 00060 0.004 1.500 0 0.000 0.000
b. | laporan triwulan 0.0060 0.004 1.500 0 0.000 0.000
laporan semester 0.0073 0.004 1.825 0 0,000 0.000
d. | laporan tnhunan 0075 0.004 1.875% 0 0.000 0.000
Jumlah 4.2]9;w25 343

: i
Total Formasi JFAPL Terampil pada AKD*) untuk Tahun 2018 adalah :

Formasi
JFAPL

*) disesuaikan dengan AKD yang akan dihitung kebutuhannya

L WPV
1.250

X orang =

4.291,325
1.250

3 orang (pembulatan ke bawah)

= 3.43 orang




Jika pada tahun 2018 terdapat 3 orang Asisten Perisalah Legislatif
Terampil, 1 orang akan masuk menjadi Asisten Perisalah Legislatif
Terampil melalui perpindahan dari jabatan lain pada tahun 2019, serta
diperkirakan ada 1 orang akan naik menjadi Asisten Perisalah Legislatif
Mahir, dan 1 orang akan pensiun dari Jabatan Asisten Perisalah
Legislatif Terampil pada tahun 2019. Dengan demikian jumlah
Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
(LFJFPL) Terampil pada tahun 2019 adalah:

LFJFAPL = TFJFAPL - (JAPLT + APL Masuk - JAPLT Naik - JAPLT

Berhenti)
3-(3+1-1-1)
1 orang

0on

LFJFAPL : Lowongan Formasi JFAPL

TFJFAPL : Total Formasi JFAPL

JAPLT : Jumlah Asisten Perisalah Legislatif Terampil
APL : Asisten Perisalah Legislatif

SEKRETARIS JENDERAL,

W,

INDRA ISKANDAR
NIP. 19661114199701001
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PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING



SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
15 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif, perlu disusun Pedoman
Pengangkatan Ke dalam Jabatan Fungsional
Asisten Perisalah Legislatif Melalui
Penyesuaian /Inpassing,

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
tentang Pedoman Pengangkatan Ke dalam
Jabatan  Fungsional Asisten  Perisalah
Legislatif Melalui Penyesuaian/Inpassing;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 235);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang
Jabatan  Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1418);

Peraturan  Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor

7 Tahun 2018; ;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH
LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Asisten perisalah legislatif yang selanjutnya disingkat APL adalah
PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
untuk melakukan kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah
legislatif.

Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif yang selanjutnya
disingkat JFAPL adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan
kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif.

Kegiatan Persiapan Penyusunan Risalah Legislatif adalah kegiatan
yang meliputi perekaman, pembuatan transkrip, dan pelaporan
hasil transkrip legislatif.

. Penyesuaian/Inpassing JFAPL adalah pengangkatan ke dalam

JFAPL dengan persyaratan tertentu bagi PNS yang telah dan masih
melaksanakan tugas di bidang persiapan penyusunan risalah
legislatif guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu
tertentu.

. Tim Penguji adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh instansi

Pembina JFAPL yang bertugas melaksanakan seleksi administrasi
dan wawancara. :

. Angka Kredit dalam Penyesuaian/Inpassing JFAPL adalah satuan

nilai kumulatif yang diperoleh seorang calon APL dari hasil seleksi
yang ditetapkan oleh Tim Penguji untuk Penyesuaian/Inpassing
JFAPL.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang mempunyai Kkewenangan menetapkan
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pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur
Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

10.Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur
Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangar. e —— . — .

11.Instansi Pembina JFAPL adalah Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI.

12.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga  negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia ini adalah sebagai pedoman dalam
melaksanakan Penyesuaian/Inpassing JFAPL.




Pasal 6

Penyesuaian/Inpassing JFAPL ditujukan bagi:

a. PNS vyang pernah memiliki pengalaman dan/atau masih
menjalankan tugas di bidang persiapan penyusunan risalah
legislatif yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas,
dan Pejabat Pelaksana yang memiliki kesesuaian antara jabatan
terakhir yang diduduki dengan JFAPL yang akan didudukinya.

Pasal 7
Pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing JFAPL harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
sehat jasmani dan rohani;
berijasah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau setara;
pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang IT/c;
memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang persiapan
penyusunan risalah legislatif paling sedikit 2 {dua) tahun;
g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai baik tingkat
sedang maupun berat;
h. udak menduduki jabatan fungsional tertentu lainnya;
nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dual tahun
terakhir; dan
j. mengikuti dan lulus seleksi administrasi dan wawancara.

N N

[

Pasal 8
] PNS yang akan mengikuti Penyesuaian/Inpassing JFAPL harus

melengkapi persyaratan administratif sebagai berikut:

a. fotokopi ijazah pendidikan terakhir vang telah dilegalisir;

b. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir vang telah
dilegalisir;

c. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir
vang telah dilegalisir;

d. fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah

fa—ry

dilegalisir;

e. daftar riwavat hidup;

f. surat keterangan vang memuat pengalaman mengenal
pelaksanaan tugas di bidang persiapan penyvusunan risalah
legislatif secara kumulatif paling sedikit sclama 2 {dua) tahun

dan ditandatangani oleh PyB:

surat pernyataan vang menvatakan:
1. bersedia diangkat menjadi APL;
2. tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnva;
3. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan

4, kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang persiapan

penvusunan risalah legisl

. amry ey e Lt
1111 secara akfil.



h. Surat keterangan dari PyB yang menyatakan bahwa tidak
sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun
berat. ‘

(2) Format surat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ef,g, dan h

dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II,

I, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
ini.

BAB IV B
PROSEDUR PENYESUAIAN, INPASSING JFAPL

Pasal 9
Prosedur Penyesuaian/Inpassing JFAPL terdiri dari:
a. pengusulan oleh instansi pengguna; dan
b. seleksi administrasi dan wawancara.

Bagian Kesatu
Pengusulan oleh Instansi Pengguna

Pasal 10

(1) PNS yang telah memenuhi persyaratan Penyesuaian/Inpassing
JFAPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diusulkan oleh PPK
Instansi Pengusul kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina
JFAPL.

(2) Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi PNS yang
diusulkan untuk diangkat melalui Penyesuaian / Inpassing JFAPL.

(3) Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
membentuk Tim Penguji untuk melakukan seleksi PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Seleksi Administrasi dan Wawancara

Pasal 11

(1) Seleksi administrasi dan wawancara dilakukan oleh Tim Penguji.

(2) Jumlah  Tim Penguji  disesuaikan  dengan  kebutuhan
penyelenggaraan seleksi administrasi dan wawancara, dengan
susunan sebagai heriknt:

a. ketua;

b. wakil ketua;

c. sekretaris; dan
d. anggota.

(4) Anggota Tim Penguji terdiri dari unsur kepegawaian, organisasi dan
tata laksana, persidangan, serta unsur jabatan fungsional.
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(5) Dalam kondisi tertentu, Tim Penguji dapat melibatkan pihak di luar

Instansi Pembina.

(6) Tugas Tim Penguji meliputi :

a. melakukan verifikasi administratif dan kesesuaian berkas
usulan yang diajukan oleh Instansi Pengusul dengan
persyaratan Penyesuaian/Inpassing JFAPL;

b. melakukan wawancara terhadap PNS yang akan dilakukan
Penyesuaian/ Inpassing JFAPL;

c. memberikan penilaian terhadap hasil seleksi administrasi dan
wawancara; dan

d. melaporkan hasil penilaian seleksi administrasi dan wawancara
terhadap PNS yang mengikuti Penyesuaian/Inpassing JFAPL
kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina JFAPL.

Pasal 12

Tim Penguji melakukan verifikasi administratif dan kesesuaian

persyaratan berkas usulan yang diajukan oleh Instansi Pengusul

dengan hasil verifikasi sebagai berikut:

a. Jika tidak memenuhi persyaratan Penyesuaian/Inpassing JFAPL,
maka Tim Penguji melalui Instansi Pembina akan memberitahukan
kepada Instansi Pengusul bahwa yang bersangkutan tidak
memenuhi persyaratan Penyesuaian/Inpassing JFAPL.

b. Jika memenuhi persyaratan Penyesuaian/Inpassing JFAPL, maka
Tim Penguji melalui Instansi Pembina akan memberitahukan
kepada Instansi Pengusul bahwa yang bersangkutan memenuhi
persyaratan Penyesuaian/npassing JFAPL, dan akan diproses
untuk mengikuti wawancara.

Pasal 13
(1) Penyelenggaraan wawancara JFAPL dilaksanakan oleh Instansi
Pembina secara mandiri atau bekerjasama dengan instansi lain.
(2) Wawancara diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
tahun.,

Pasal 14
PNS yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi administrasi dan
wawancara Penyesuaian/Inpassing JFAPL, dapat diusulkan menjadi
APL melalui proses pengangkatan perpindahan dari jabatan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
(1) Setelah peserta mengikuti seleksi administrasi dan wawancara,
Instansi Pembina akan mengumumkan hasil seleksi administrasi
dan wawancara melalui website www.dpr.go.id.
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(2) Instansi Pembina menyampaikan surat rekomendasi pengangkatan
bagi PNS yang dinyatakan lulus kepada Instansi Pengusul.

(3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat
dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 16
Pembiayaan untuk pelaksanaan seleksi administrasi dan wawancara
ditanggung oleh Instansi Pengusul berkoordinasi dengan Instansi
Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENENTUAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

(1) Jenjang APL ditetapkan setelah PNS lulus seleksi administrasi dan
wawancara serta ditetapkan Angka Kredit oleh Instansi Pembina.

(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
pendidikan, masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang
terakhir.

(3) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengacu pada tabel angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini.

(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku 1
(satu) kali pada saat Penyesuaian/Inpassing JFAPL.

BAB VI
PENGANGKATAN

Pasal 18
Pengangkatan PNS dalam JFAPL melalui Penyesuaian/Inpassing JFAPL

dilaksanakan sebelum berakhirnya masa Penyesuaian/Inpassing
JFAPL.

Pasal 19

(1) PPK Instansi Pengusul menetapkan keputusan pengangkatan
Penyesuaian/Inpassing JFAPL PNS.

(2) PPK Instansi Pengusul menyampaikan salinan keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pembina serta
ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) PPK Instansi Pengusul menyampaikan rekapitulasi pengangkatan
Penyesuaian/Inpassing JFAPL kepada Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
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BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS JENDERAL,

/

INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001 5
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LAMPIRAN I
PERA’I‘URAN SEKRETARIS JEHDERAL

FUNGSIONAL ASISTEN  PERISALAH
LEGISLATIF MELALUI




4

. Kursus/Pelatihan di dalam dan di luar negeri

No. NAMAKURSUS/ | yypcis) | KURSUS/ | TAHUN
PELATIHAN PELATIHAN
e 2 3 4 5
1
2
3
4
. Riwayat Jabatan Struktural
NAMA NOMOR | T.mT | URAIAN
NO.1  japatan |ESELON| yppUTUSAN | JABATAN P
1 2 4 5 6
1
2
3
. Riwayat Jabatan Fungsional
NOMOR v | YRAAN
NO.| NAMAJABATAN | KEPUTUSAN  |JABATAN | ;7CAS
1 2 3 4 5
1
2
3
. Tanda Jasa/Penghargaan
vo| s | MNOMOR | TN | “ava
PENGHARGAAN MEMBERIKAN

2

3

4 5
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PENGHARGAAN KEPUTUSAN |PEROLEHAN MEMBERIKAN
)

7. Pengalaman Kerja di Bidang Risalah Legislatif

| PEKERJAAN/KEGIATAN DI BIDANG
NO.| PERSIAPAN PENYUSUNAN RISALAH |JABATAN| TAHUN
LEGISLATIF

e ' 3 4

WIN|~=|~

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya
sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila dikemudian
hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima
segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Asisten perisalah legislatif.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat,

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP:

............................................

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR A
NIP. 196611141997031001
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LAMPIRAN 11

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF
MELALUI PENYESUAIAN/ INPASSING

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan dibawah ini,
Nama ;
NIP
Jabatan
Instansi
Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/TMT
Unit Kerja
Yang bersangkutan memiliki pengalaman kerja atau jabatan di bidang
persiapan penyusunan risalah legislatif selama ...... ——— ) tahun,
yaitu pada tahun .... s/d .... pada .....ccccoovieninnns e

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat keterangan,
Pyb

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP:

............................................

*) Diisi sesuai dengan unit kerja.

SEKRETARIS JENDERAL,

-

/

INDRA ISKANDAR 6
NIP. 196611141997031001 7
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LAMPIRAN III

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama -

NIP

Jabatan

Instansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya:

1.
2.
3.

4.

Bersedia diangkat dalam JFAPL.

Tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya.

Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bidang risalah
legislatif.

Bersedia melaksanakan kegiatan di bidang persiapan penyusunan
risalah legislatif.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

{tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat pernyataan,

Mengetahui,
Jabatan Atasan Langsung, NAMA JELAS DAN GELAR
NI cncnansernvsmum s s it o
NAMA JELAS DAN GELAR
TEEETY. oo o i miiincajoo oy goiapuin i womion
SEKRETARIS JENDERAL,
/.
INDRA ISKANDAR ﬁ
NIP. 196611141997031001 7¥
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LAMPIRAN IV

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH

LEGISLATIF MELALUI
PENYESUAIAN/ INPASSING
KOP SURAT
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan dibawah ini,
Nama .
NIP
Jabatan
Instansi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang/TMT
Unit Kerja

Yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dengan
tingkat hukuman disiplin sedang, maupun berat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat keterangan,
Jabatan Atasan Langsung,

NAMA JELAS DAN GELAR
) 1§ > P e S DR —

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR %
NIP. 196611141997031001 #

265



LAMPIRAN V

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 11

TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

ASISTEN PERISALAH
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

KOP SURAT

LEGISLATIF

REKOMENDASI SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

NOMEIR 2 ...t i cimmisiinspssppisrssssn
Berdasarkan surat usulan dari ............... BOROT 4veyoviass tanggal .. hal
........... , maka nama-nama dengan data sebagai berikut :

| PANGKAT/ JENJANG | ANGKA

A0 i NIP | GOL.RUANG | JABATAN | KREDIT
1.
2.
3. 5

I

dapat disesuaikan/diinpassing dalam JFAPL.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN :

.....................

............................................

1. Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
2. Kepala BKD Provinsi/ Kabupaten/ Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian

Instansi yang bersangkutan;)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
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4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian
Keuangan daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu atau disesuaikan.
SEKRETARIS JENDERAL,
L S ‘
INDRA ISKANDAR %
NIP. 196611141997031001 2
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LAMPIRAN VI

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PERISALAH LEGISLATIF MELALUI
PENYESUAIAN/INPASSING.

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

ANGKA KREDIT DAN KEPANGKATAN
No. | GOL. LJAZAH/STTB - : : . 2
NO. | RUANG | YANG SETINGKAT
ﬂ MRS A TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN
JLEBIH
] 2 3 4 5 6 7 8
1 | 1jc |SLTA/DI/DI 60 65 70 75 80
Sarjana 60 66 73 78 80
Muda/D.III
3 T/d |SLTA/D.I/DI 80 83 87 91 95
Sarjana 80 85 90 95 100
Muda/DJII e ,
3 | 1lija_|SLTA/D./D.I 100 | 110 | 120 | 130 | 140
Sarjana 100 | 111 | 122 | 133 15
Muda/D.IIT
4 | Ti/b |SLTA/D./DI 150 | 160 | 170 | 180 | 190
Sarjana 150 | 161 | 172 | 183 | 195
Muda/D.IIT -
5 | Tijc |SLTA/D./D.l 200 | 222 | 244 | 267 | 290
Sarens [T 200 | 223 | 247 | 271 | 295
Muda/D.III
6 | 1jd_|SLTA/D.1/DO 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Saxjana 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Muda/D.III |
SEKRETARIS JENDERAL,
INDRA ISKANDAR y
NIP. 196611141997031001 7
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PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 11 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN

KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING



L

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 11
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF MELALUI
PENYESUAIAN/INPASSING

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan angka kredit
untuk penyesuaian jabatan fungsional Asisten
Perisalah Legislatif dan untuk
menindaklanjuti ketentuan dalam Lampiran
Il Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Lampiran VI Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengangkatan ke Dalam Jabatan
Fungsional Asisten Perisalah Legislatif melalui
Penyesuaian/Inpassing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494):

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,



Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor-5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik  Indonesia  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 235);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang
Jabatan  Fungsional  Asisten Perisalah
Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1418);

Peraturan Sekretaris  Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik



Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PERISALAH LEGISLATIF MELALUI
PENYESUAIAN/INPASSING.

Pasal |

Mengubah Lampiran VI Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif  melalui  Penyesuaian/Inpassing  sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal I
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS JENDERAL,

7/

INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001




LAMPIRAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA° NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PERISALAH LEGISLATIF MELALUI
PENYESUAIAN/INPASSING

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

R — ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN
GOLONGAN / a
NO.| ™ RUANG YANG <1 1 2 3 | TAHUN
SETINGKAT | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN
/LEBIH |
2 3 4 5 6 7 8

II/c Diploma III 60 64 68 72 78
11/d Diploma I1I 80 84 88 92 98
1l/a Diploma III 100 110 123 135 146
11/b Diploma III 150 161 172 184 195
1/c Diploma I 200 222 245 269 292
n/d Diploma 111 300 320 343 366 389

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001




